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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaduan pencemaran lingkungan merupakan salah satu wujud
partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam
konteks hukum di Indonesia, pengaduan semacam ini tidak hanya diakui,
tetapi juga dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini
penting karena lingkungan hidup adalah hak setiap orang, sebagaimana
diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pada
Pasal 65, masyarakat dijamin haknya untuk berperan dalam perlindungan
lingkungan, termasuk menyampaikan pengaduan. Selanjutnya, Pasal 66
memberikan perlindungan hukum dengan prinsip setiap orang yang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 70 lebih lanjut
menegaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan, pemberian
saran, serta penyampaian pengaduan.

Selain UU PPLH, aturan teknis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini menegaskan kewajiban pemerintah
pusat maupun daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui
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mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam memantau,
menganalisis, dan mengendalikan berbagai bentuk pencemaran lingkungan,
seperti polusi udara, air, tanah, serta kebisingan. Mereka juga mengawasi
industri dan kegiatan lain yang berpotensi merusak lingkungan, memastikan
bahwa aktivitas-aktivitas tersebut mematuhi regulasi dan standar yang
berlaku.

Namun, dalam praktik di lapangan masih ditemukan lamanya respon
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terhadap pengaduan
masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Kondisi ini menimbulkan
beberapa permasalahan, antara lain menurunnya kepercayaan publik
terhadap pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup, berlarutnya dampak
pencemaran karena tidak segera ditangani, serta meningkatnya potensi
konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha. Beberapa faktor yang
memengaruhi lambatnya respon antara lain keterbatasan sumber daya
manusia, belum adanya standar dalam penanganan pengaduan, mekanisme
koordinasi lintas bidang yang belum optimal, dan keterbatasan anggaran.

Melihat kondisi tersebut, isu lambatnya respon DLH terhadap pengaduan
pencemaran perlu mendapat perhatian serius. Perbaikan mekanisme
penanganan pengaduan menjadi penting agar pelayanan publik di bidang
lingkungan hidup dapat berjalan efektif, meningkatkan kepercayaan
masyarakat, serta mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang

berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.



Sebagai langkah strategis, penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) menjadi upaya konkrit dalam mewujudkan sistem pengelolaan
pengaduan yang terarah, terukur, dan efisien. Melalui adanya SOP, setiap
tahapan mulai dari penerimaan, penelaahan, verifikasi, tindak lanjut, hingga
pelaporan pengaduan akan memiliki pedoman yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat
menjalankan tugas secara konsisten sesuai peran dan tanggung jawab
masing-masing. penyusunan SOP diharapkan memperkuat kolaborasi lintas
bidang dalam menangani setiap laporan masyarakat, sehingga respons
terhadap dugaan pencemaran dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan
transparan. Melalui kegiatan PEDULI-SOP ini, diharapkan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo mampu meningkatkan profesionalisme pelayanan,
memperkuat koordinasi antarunit, serta membangun kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan

melindungi kualitas lingkungan hidup.

. Tujuan

1. Tujuan Umum
Adapun tujuan umumnya yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
melalui pembuatan SOP dan diterbitkan langsung oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

b. Dengan adanya SOP pengelolaan pengaduan akan mampu



menunjang efisiensi pelayanan publik.
c. Mewujudkan  penanganan pengelolaan pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakn lingkungan hidup yang cepat dan

efisien, serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khususnya yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan efiensitas kerja pejabat pengawas lingkungan hidup
dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksidentil yang didapat
melalui pengaduan.

b. Membangun efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelayanan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

c. Menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama Latsar CPNS
ke dalam pekerjaan nyata di unit kerja.

d. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.

e. Melakukan evaluasi penggunaan SOP secara berkala untuk

memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas penerapan.

C. Manfaat Aktualisasi
Pelaksanaan aktualisasi ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi
peserta maupun bagi instansi. Bagi peserta, kegiatan aktualisasi menjadi
sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta

mengembangkan kompetensi yang relevan dengan tugas jabatan,
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khususnya dalam bidang pengawasan lingkungan hidup. Peserta dapat
melatih kemampuan analisis, komunikasi, kolaborasi, serta tanggung jawab
dalam menyelesaikan permasalahan nyata di tempat kerja.

Bagi instansi, aktualisasi memberikan manfaat dalam bentuk adanya
rancangan inovasi dan perbaikan tata kelola pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui penyusunan
SOP, pembentukan tim terpadu, dan penyediaan sarana pendukung. Hal ini
akan mempercepat respons terhadap pengaduan masyarakat, meningkatkan
kepercayaan publik, serta memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo sebagai institusi pelayanan publik di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara lebih luas, manfaat aktualisasi juga berkontribusi pada
terciptanya budaya kerja ASN yang profesional, berorientasi pelayanan,
serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan
demikian, kegiatan aktualisasi ini tidak hanya bermanfaat untuk
pembelajaran peserta, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja organisasi
dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Aktualisasi ini dilaksanakan selama jadwal off campus Latsar CPNS,
dimana kegiatan mencakup implementasi kegiatan yang yang telah termuat
dalam laporan aktualisasi. Kegiatan berlangsung di Bagian Penaatan,
Penataan, Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (P4LH) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.



Dalam pelaksanaan aktualisasi, berbagai pihak turut berperan sesuai
dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Coach sebagai memberikan arahan
strategis dalam penyusunan naskah aktualisasi, termasuk pembimbingan
dalam penulisan, penyusunan logika kegiatan, serta evaluasi agar
pelaksanaan aktualisasi selaras dengan tujuan Latsar CPNS. Mentor
aktualisasi di instansi berperan sebagai pendamping teknis yang
membimbing langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan, memastikan
kesesuaian antara rencana dan praktik kerja. Atasan langsung bertindak
sebagai penanggung jawab kegiatan, memberikan dukungan administratif
dan kebijakan. Rekan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
turut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, baik secara
teknis maupun koordinatif.

Selama masa Latsar CPNS dari bulan September 2025 sampai dengan
Akhir Oktober Tahun 2025. Pihak yang terlibat meliputi peserta Latsar,
Kepala Dinas, mentor (Kepala Bidang), Rekan kerja di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo serta Masyarakat. Dengan Aspek Yang Dikaiji
Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dengan Pembuatan SOP Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebagai solusi isu Masih
lamanya respon dinas lingkungan hidup tentang pengaduan dugaan

pencemaran lingkungan hidup.



BAB Il
PROFIL INSTANSI DAN PESERTA
A. Profil Instansi

1. Gambaran dan Fungsi Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor
36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, dimana kedudukan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan unsur
pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup dan dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan lingkungan hidup.

Gambar Il.1 Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo



Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam pengelolaan
lingkungan hidup di suatu wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi,
maupun kabupaten/kota. Secara umum, berikut adalah tugas pokok Dinas
Lingkungan Hidup:

1. Merumuskan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk merumuskan dan
mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan,
pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan tersebut
mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sampah, pengendalian
pencemaran, perlindungan ekosistem, serta adaptasi terhadap
perubahan iklim.
2. Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Dinas bertanggung jawab dalam memantau, menganalisis, dan
mengendalikan berbagai bentuk pencemaran lingkungan, seperti polusi
udara, air, tanah, serta kebisingan. Mereka juga mengawasi industri
dan kegiatan lain yang berpotensi merusak lingkungan, memastikan
bahwa aktivitas-aktivitas tersebut mematuhi regulasi dan standar yang
berlaku.
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Limbah
Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk mengelola sampah
domestik dan industri, termasuk pengumpulan, pengangkutan,
pemrosesan, serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3). Upaya ini melibatkan pembuatan sistem dan infrastruktur untuk



mengurangi, mendaur ulang, dan membuang sampah secara efisien
dan aman.
. Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam

Tugas lainnya adalah melindungi dan melestarikan sumber daya
alam, termasuk hutan, air, dan keanekaragaman hayati. Dinas juga
bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengelola kawasan
konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung.
. Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam
menyediakan data, informasi, dan indikator mengenai kondisi
lingkungan hidup di wilayahnya. Data tersebut penting untuk
pengambilan kebijakan, evaluasi program, serta mendukung penelitian
dan pengembangan di bidang lingkungan.
. Pembinaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup

Dinas memiliki tugas melakukan pembinaan kepada
masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah dalam hal
pengelolaan lingkungan hidup. Dinas juga melakukan pengawasan
terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan serta menegakkan peraturan terkait.
. Pelaksanaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam
merencanakan dan melaksanakan program-program mitigasi dan

adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini mencakup



pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, dan
pengelolaan risiko bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.
8. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Dinas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Ini dilakukan
melalui kampanye, pendidikan, dan program-program pelibatan publik
terkait pelestarian lingkungan.
9. Penegakan Hukum Lingkungan
Salah satu tugas penting Dinas Lingkungan Hidup adalah
memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Dinas bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menindak
kegiatan yang merusak lingkungan serta memberikan sanksi bagi
pelanggar peraturan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa fungsi utama dalam
rangka menjalankan tugas-tugas pokoknya. Berikut adalah fungsi-fungsi
penting yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup berfungsi dalam merumuskan
kebijakan teknis terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan
hidup, seperti pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya
alam, dan penataan lingkungan.
b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Fungsi Dinas mencakup pelaksanaan kebijakan di bidang



pengelolaan lingkungan hidup, termasuk implementasi program-
program pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan

pelestarian lingkungan hidup di wilayah kerjanya.

. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi pengawasan dan
pengendalian terhadap aktivitas atau usaha yang berpotensi merusak
lingkungan. Dinas memastikan bahwa kegiatan industri, konstruksi, dan
kegiatan ekonomi lainnya mematuhi standar lingkungan yang berlaku.
. Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan

Dinas berfungsi dalam mengumpulkan, mengelola, dan
menyebarluaskan data serta informasi terkait kondisi lingkungan hidup.
Fungsi ini mencakup penyusunan laporan lingkungan secara berkala
serta penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah
dan kepentingan publik.

. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Sosialisasi

Fungsi Dinas juga melibatkan pelaksanaan program pendidikan
dan penyuluhan kepada masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah
daerah mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup berfungsi dalam penegakan hukum di
bidang lingkungan hidup, bekerja sama dengan aparat penegak hukum
dan lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti pelanggaran

peraturan lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap undang-
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undang yang berlaku.
g. Penyusunan Rencana dan Program Perlindungan Lingkungan
Dinas berfungsi dalam menyusun perencanaan strategis jangka
pendek, menengah, dan panjang untuk perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
h. Pengembangan Kerja Sama Antar Lembaga
Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi pengembangan
kemitraan dan koordinasi dengan instansi lain, baik di tingkat lokal,
nasional, maupun internasional, untuk mendukung pengelolaan
lingkungan yang lebih efektif.
i. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring
Fungsi evaluasi dan monitoring dilaksanakan oleh Dinas untuk
menilai efektivitas program-program lingkungan yang telah dijalankan.
Dinas memantau implementasi kebijakan serta menilai dampaknya
terhadap kualitas lingkungan hidup.
2. Visi Misi dan Nilai - Nilai Organisasi
Adapun visi Dinas Lingkungan Hidup vyaitu “Terwujudnya
lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, Visi ini dapat diuraikan
maknanya sebagai berikut:
a. Masyarakat Bungo yang peduli pada lingkungan bersih, hijau, tertata
dan sehat
b. Masyarakat Bungo yang gemar lingkungan yang indah, penuh dengan

beraneka tanaman dan pohon pelindung menciptakan suasana



C.

nyaman.
Masyarakat Bungo yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi yang akan

diwujudkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

menetapkan misi sebagai berikut :

a.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih,
tertib dan asri.

Peningkatan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien yang
berwawasan lingkungan;

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berkualifikasi dan
berkemampuan tinggi untuk mengoptimalkan mutu pelayanan kepada
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

Selain itu, lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bungo juga menerapkan nilai-nilai luhur sebagai berikut:

a. Disiplin diwujudkan dengan mematuhi dan melaksanakan ketentuan

yang berlaku

Kejujuran merupakan tekad yang tulus dan iklas didalam
melaksanakan kegiatan dan bernuansa tanpa pamrih yang melekat
pada diri tiap individu.

Tanggung jawab dimaksudkan adalah tertanamnya tekat dan
kemauan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang

direncanakan secara tuntas.
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. Transparansi dimaksudkan adalah menerapkan sikap keterbukaan
dalam pelaksanaan setiap tugas baik secara internal maupun
eksternal.

. Profesional adalah penempatan dan penugasan personil untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan bidang
keahliannya.

Kerjasama adalah prinsip yang mendasar yang harus dikokohkan di
dalam menyusun kekuatan untuk menyelenggarakan setiap
pelaksanaan tugas dan kegiatan.

. Inovatif dimaksudkan adalah mengembangkan nilai untuk selalu
membuat terobosan-terobosan baru yang berguna untuk kemajuan
organisasi.

. Kompetitif adalah menerapkan nilai kompetisi yang sehat dalam
pengembangan karir maupun memberikan reward dan punishment
pada personil.

Kompetensi adalah menerapkan kemampuan kerja sesuai bidang dan

keahlian personil agar kinerja organisasi meningkat.
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B. Profil Peserta

1.

Peserta

Gambar 11.2 Profil peserta

Saya, Gilang Asra Bilhadi merupakan peserta Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan Il Angkatan XIX tahun 2025 yang
diselengggarakan oleh PPSDM Regional Bukittinggi. Saya lahir di Bungo
9 September 1999 dan saat ini menetap di Bungo. Latar belakang
pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Teknik Pertambangan dan
sekarang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
sebagai Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama.

Berdasarkan Permen PANRB RI Nomor 22 Tahun 2019 Pejabat
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang Pengawas
Lingkungan Hidup.

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Anhli
Pertama adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas pokok

melakukan pengawasan lingkungan hidup, yang mencakup rangkaian
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kegiatan pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Secara umum, uraian jabatan fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup Ahli Pertama meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pengawasan

2. Mengidentifikasi isu lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan
pencemaran/kerusakan lingkungan

3. Mengumpulkan data dan informasi awal terkait perusahaan/usaha
yang akan diawasi.

4. Pelaksanaan pengawasan

5. Memeriksa dokumen perizinan berusaha, persetujuan lingkungan,
serta dokumen teknis lainnya.

6. Mengukur, mengamati, atau mengambil sampel lingkungan (air,
udara, tanah, limbah, emisi, kebisingan, getaran, dan sebagainya).

7. Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan penanggung jawab
usaha/kegiatan.

8. Menganalisis hasil pengawasan lapangan dan data pemantauan.

9. Membandingkan hasil pengawasan dengan baku mutu lingkungan
dan persyaratan peraturan.

10. Mengidentifikasi ketidaktaatan penanggung jawab usahal/kegiatan.

11. Menyusun laporan hasil pengawasan lingkungan hidup.

12. Memberikan rekomendasi tindak lanjut
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13. Memberikan pembinaan teknis awal kepada penanggung jawab
usaha/kegiatan mengenai kewajiban lingkungan.

14. Menjadi narasumber atau penyuluh terkait pengawasan lingkungan.

2. Role Model

Gambar I1.3 Role Model
Role model yang saya pilih adalah ibu Eka Riani, S.T. selaku Kepala
Bidang Penaatan, Penataan, Perlindungan serta Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Beliau
lahir pada tanggal 19 November tahun 1972 di Kabupaten Bungo.
Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Lingkungan dari STTL
Yogyakarta tahun 1998. Riwayat pekerjaan beliau diangkat menjadi
CPNS pada tahun 2005 untuk mengisi formasi sebagai fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama. Pada tahun 2015 beliau
diangkat sebagai pejabat eselon IV kepala seksi Rehabilitasi dan
Pemulihan pada kantor Lingkungan Hidup kabupaten Bungo. Kemudian
pada tahun 2017 naik jabatan ke eselon Ill menjadi Kepala Bidang pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sampai sekarang.
Sebagai Seorang Pemimpin, Ilbu Eka Riani sering dikenal
menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bungo, yaitu:
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a.

b.

Berorientasi Pelayanan

Beliau selalu menekankan pentingnya memberikan layanan terbaik
kepada masyarakat, baik dalam hal perizinan, pengaduan, maupun
konsultasi, dengan mengutamakan kepuasan publik sebagai
prioritas utama.

Akuntabel

Ibu Eka Riani menjalankan kepemimpinan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan, memastikan setiap kegiatan sesuai
dengan aturan, prosedur, serta mampu dipertanggungjawabkan
secara administrasi maupun moral.

Kompeten

Beliau mendorong peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan,
bimbingan teknis, serta transfer pengetahuan, sehingga aparatur
mampu bekerja secara profesional, efektif, dan sesuai
perkembangan regulasi lingkungan hidup.

Harmonis

Dalam memimpin, Ibu Eka Riani menjalin hubungan kerja yang
harmonis dengan seluruh pegawai, instansi terkait, dan masyarakat,
serta mengedepankan sikap saling menghormati dan bekerja sama

untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
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BAB Il
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsilsu

Isu merupakan suatu peristiwa atau kejadian berupa fakta, nilai, atau
kebijakan yang dapat diperdebatkan atau menjadi masalah dalam suatu
organisasi, lembaga, kelompok yang membutuhkan penanganan guna
tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Isu yang dibiarkan berlangsung
begitu saja, dapat memengaruhi seluruh elemen organisasi yang menyebabkan
terhambatnya tujuan organisasi. Organisasi yang tanggap terhadap isu dapat
menjadi satu solusi pemecahan masalah agar tujuan organisasi dan
pencapaian visi misi dapat tercapai. Berikut beberapa isu yang terjadi pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Tabel.lll.1 Analisis isu

No Isu Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diharapkan
1 Masih lamanya | Respon terhadap Respon terhadap
respon Dinas pengaduan dugaan pengaduan pencemaran
Lingkungan pencemaran saat ini lingkungan hidup
Hidup tentang masih tergolong lama . diharapkan dapat
pengaduan dengan waktu respon diverifikasi dalam waktu
dugaan paling lama tercatat 14 hari paling lambat
pencemaran sepanjang 30 hari sejak pengaduan
lingkungan hidup diterima sesuai dengan

Permen LHK Nomor 14
Tahun 2024. dan
Diharapkan agar lebih
cepat lagi mendapat data
lapangan yang lebih
aktual
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Lemahnya Saat ini persetujuan Digitalisasi persetujuan

sistem lingkungan pelaku usaha |lingkungan diharapkan

pengarsipan yang berada di dinas 90% dari total

persetujuan lingkungan hidup masih | persetujuan lingkungan.

lingkungan dalam hardcopy yang untuk mempermudah

pelaku usaha masih belum administrasi,

dan/atau diintegrasikan ke digital mempercepat layanan,

kegiatan yang | dimana masih dibawah meningkatkan

masih dalam 25% yang sudah di transparansi,

bentuk hardcopy | digitalkan mendukung
pengawasan,
mengurangi risiko
kehilangan dokumen.

Masih Pengawasan pada tahun | Diawasinya 50% Pelaku

banyaknya 2025 hanya dilakukan usaha dan/atau kegiatan

pelaku usaha kepada 34 pelaku usaha | yang berada dibawah

dan/atau dan/atau kegiatan dari wewenang dinas

kegiatan yang 223 pelaku usaha lingkungan hidup

belum terawasi | dan/atau kegiatan kabupaten bungo

sesuai dengan | (sekitar 15% dari total)

persetujuan

lingkungan dan

peraturan

lingkungan

hidup

Sumber: Data Primer dinas lingkungan hidup kabupaten bungo diolah penulis, Tahun 2025

1. Masih lamanya respon Dinas Lingkungan Hidup tentang respon
pengaduan dugaan pencemaran

Pengaduan dugaan pencemaran diharapkan mampu mengatasi dan
menghentikan permasalah pencemaran terhadap lingkungan hidup agar
tidak menjadi lebih parah. Namun, pada kenyataan penerapannya
pengaduan terhadap dugaan pencemaran belum berjalan optimal.
Dugaan terhadap pencemaran sendiri adalah salah satu instrumen
pengawasan eksidentil yang dilakukan berdasarkan laporan oleh
pelapor, yang akan diawasi oleh pengawas lingkungan hidup atau tim
pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hidup.
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Saat ini dinas lingkungan hidup belum memiliki tim pengaduan dugaan

pencemaran lingkungan hidup ataupun standar operasional prosedur

untuk dugaan pencemaran yang berakibat pada respon menjadi lebih

lambat. Kondisi ini akan berdampak pada mutu pelayanan publik dan

menurunnya kondisi lingkungan hidup yang baik yang akan berakibat

pada masyarakat terdampak sehingga dapat menyebabkan masalah

masalah seperti masalah kesehatan dan hilangnya mata pencaharian.

pada tabel berikut dapat dilihat respon ketika pengaduan dan kapan

dilakukannya verifikasi lapangan:

Tabel.lll.2 Pencatatan pengaduan dugaan pencemaran lingkungan 2025

Tanggal Bukti

Tanggal Verifikasi

Tanggal Pengaduan Terima I Lama waktu
apangan
pengaduan

9 april 2025 - 9 mei 2025 30 hari sejak
pengaduan

25 april 2025 - 25 mei 2025 30 hari sejak
pengaduan

3 mei 2025 - 14 mei 2025 11 hari sejak
pengaduan

28 mei 2025 2 juni 2025 12 juni 2025 15 hari sejak
pengaduan

11 juli 2025 14 juli 2025 21 juli 2025 10 hari sejak
pengaduan

19 agustus 2025 20 agustus 2025 | 24 agustus 2025 | 5 hari sejak
pengaduan

25 agustus 2025

25 agustus 2025

Belum dilakukan
(terkendala
karena harus
dilakukan dengan
lintas instansi)

Sumber: Data Primer dinas lingkungan hidup kabupaten bungo diolah penulis, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 7 pengaduan pada tahun

2025, sebanyak 4 pengaduan masih lambat respon dari waktu yang
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diharapkan, sedangkan hanya 3 respon pengaduan yang sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa kegiatan
pengawasan lingkungan hidup pada pengaduan dugaan pencemaran
belum maksimal, padahal pengaduan dugaan ini harus ditindaklanjuti
dangan tepat, cepat dan efisien untuk mengurangi peng-rusakan
lingkungan hidup lebih lanjut. Kondisi ini memperlihatkan adanya
kesenjangan antara target waktu yang harus dilakukan dengan realisasi
di lapangan.

. Lemahnya sistem pengarsipan persetujuan lingkungan pelaku usaha
dan/atau kegiatan yang masih dalam bentuk hardcopy

Persetujuan lingkungan merupakan instrumen penting dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui izin ini,
pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan
sesuai ketentuan, tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan,
serta tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Namun, dalam
praktiknya, banyak dokumen persetujuan lingkungan perusahaan yang
hingga saat ini masih disimpan dalam bentuk hardcopy atau dokumen
fisik. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan baik dari sisi
administrasi, pelayanan publik, maupun efektivitas pengawasan.
Pertama, penyimpanan dokumen persetujuan dalam bentuk hardcopy
membutuhkan ruang arsip yang luas. Setiap tahun jumlah perusahaan
baru bertambah, sehingga dokumen yang harus diarsipkan juga semakin

banyak. Hal ini menyebabkan kantor dinas lingkungan hidup kesulitan
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dalam melakukan penataan arsip.

Kedua, persetujuan yang masih berbentuk hardcopy memperlambat
proses pelayanan publik. Ketika perusahaan membutuhkan salinan atau
konfirmasi izin, petugas harus membuka arsip secara manual,
memverifikasi, lalu menggandakan dokumen. Proses ini membutuhkan
waktu lebih lama dibandingkan apabila dokumen tersedia dalam sistem
digital yang bisa diakses secara cepat.

Ketiga, dari sisi pengawasan lingkungan hidup, dokumen hardcopy juga
menyulitkan pengawas di lapangan. Saat melakukan pemeriksaan,
pengawas harus membawa dokumen fisik atau meminta perusahaan
menunjukkan dokumen izin dalam bentuk kertas. Apabila dokumen tidak
lengkap, rusak, atau hilang, proses verifikasi menjadi terhambat.

Selain itu, penggunaan dokumen kertas dalam jumlah besar juga
bertentangan dengan semangat ramah lingkungan. Kantor yang setiap
tahunnya mencetak ribuan lembar dokumen persetujuan justru
menghasilkan konsumsi kertas tinggi, padahal pemerintah tengah
mendorong kebijakan paperless office.

Tabel.lll.3. Data Persetujuan Lingkungan

Jenis persetujuan . Yang sudah
i jumlah R persentase
ingkungan digitalisasi

AMDAL 48 10 20,8%

UKL - UPL 175 45 257%

SPPL 307 85 28,2%

Sumber: Data Primer dinas lingkungan hidup kabupaten bungo diolah penulis, Tahun 2025

3. Masih banyaknya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum terawasi

sesuai dengan persetujuan lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.
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Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam
memastikan pelaku usaha dan/atau kegiatan menjalankan aktivitasnya
sesuai dengan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat menilai tingkat
kepatuhan, mencegah pencemaran, serta menindak pelanggaran
lingkungan. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak pelaku
usaha dan/atau kegiatan yang belum terawasi dengan baik. Kondisi ini
menjadi isu krusial karena berdampak langsung terhadap efektivitas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu faktor utama penyebab belum optimalnya pengawasan
adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia
pengawas lingkungan hidup. Jumlah pelaku usaha yang terus meningkat
tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional pengawas maupun
aparatur daerah yang menangani pengawasan. Akibatnya, tidak semua
perusahaan dapat terpantau secara rutin, bahkan ada yang bertahun-
tahun tidak pernah diawasi sejak memperoleh persetujuan lingkungan.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius.
Pengawasan membutuhkan biaya, baik untuk transportasi ke lokasi
usaha, pengambilan sampel, maupun analisis laboratorium. Dengan
keterbatasan anggaran, pengawasan biasanya diprioritaskan pada
sektor atau perusahaan yang dianggap berisiko tinggi, sedangkan pelaku

usaha skala kecil hingga menengah sering kali luput dari pemantauan.
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Padahal, akumulasi dampak dari banyaknya usaha kecil juga berpotensi
menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan.

Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak. Pertama, meningkatnya
risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan karena perusahaan yang
tidak terawasi berpotensi mengabaikan kewajiban pengelolaan
lingkungan. Kedua, melemahnya fungsi persetujuan lingkungan sebagai
instrumen pengendalian. Dokumen yang seharusnya menjadi acuan
teknis justru tidak dipatuhi karena tidak ada monitoring yang memadai.
Ketiga, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika
masyarakat melihat adanya pencemaran dari suatu kegiatan usaha yang
tidak ditindaklanjuti, muncul anggapan bahwa pemerintah lalai dalam
melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Tabel.lll.4. Data Pengawasan Lingkungan Hidup 2024

Banyaknya Persetujuan
Lingkungan per 2025

Pengawasan Reguler

Keterangan

223 Persetujuan
Lingkungan

34 Persetujuan
Lingkungan

Sekitar 15% dari
Persetujuan Lingkungan
yang terawasi

Sumber: Data Primer dinas lingkungan hidup kabupaten bungo diolah penulis, Tahun 2025

B. Penetapan Core Isu

Dari beberapa isu di atas dapat dilakukan penapisan isu untuk

menentukan Core Issue yang akan diangkat untuk menjadi isu utama dalam

rancangan aktualisasi,

yaitu dengan menggunakan metode Aktual,

Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan (APKL). Metode APKL merupakan

salah satu metodeyang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu

sehingga dapat dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi.
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Analisis isu melalui pendekatan APK digunakan sebagai alat bantu untuk

menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat

aktual, problematik, kekhalayakan dan Kelayakan dari isu-isu yang

ditemukan di lingkungan unit kerja yang terjadi di Puskesmas rawat Inap

Lempur Setelah diperoleh analisis APKL, maka dipilih isu yang menjadi

prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi. Metode APKL ini

menggunakan teknik scoring pada kisaran 1-5 dalam penetapan prioritas isu

dengan memperhatikan empat faktor yaitu :

1.

(A) Aktual artinya isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan

hingga masa sekarang;

. (P) Problematik artinya Isu yang menyimpang dari harapan

standar,ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera

dicari penyebab dan pemecahannya

. (K) Kekhalayakan artinya Isu yang diangkat secara langsung menyangkut

hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang

atau sekelompok kecil orang

. (L) Kelayakan artinya Isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan

dapat dibahas sesuai dengan sumber daya, kebijakan dan waktu hingga
akhirnya di angkat menjadi isu yang prioritas.

Hasil analisis APKL terkait isu-isu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bungo, disajikan dalam Tabel.lll.5 di bawah ini:
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Tabel.lll.5 Penetapan Core Isu dengan Metode APKL

No

Isu

Kriteria Skor

P

K

Jumlah

Peringkat

Masih lamanya respon Dinas
Lingkungan Hidup tentang
pengaduan dugaan
pencemaran lingkungan
hidup

5

5

19

Lemahnya sistem pengarsipan
persetujuan lingkungan pelaku
usaha dan/atau kegiatan yang
masih dalam bentuk hardcopy

14

Masih banyaknya pelaku usaha
dan/atau kegiatan yang belum
terawasi sesuai dengan
persetujuan lingkungan dan
peraturan lingkungan hidup

17

Keterangan :

Angka 5 : Sangat Sesuai
Angka 4 : Sesuai

Angka 3 : Cukup Sesuai
Angka 2 : Kurang Sesuai
Angka 1 : Tidak Sesuai

Berdasarkan penilaian isu menggunakan metode APKL didapatkan

satu isu dengan nilai Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan yang

tertinggi yaitu “Masih lamanya respon Dinas Lingkungan Hidup tentang

pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hidup” ini menunjukan isu

prioritas (Core Issue) yang sangat mendesak dan perlu segera dilakukan

penyelesaiannya. Peringkat isu prioritas ini ditentukan bersama mentor.
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C. Analisis Core Isu
Pemecahan isu dapat dilakukan dengan identifikasi penyebab
masalah dari isu prioritas (Core Issue) menggunakan metode analisis

GAP yaitu:

Isu Prioritas (Core Issue):

Kondisi Yang Diharapkan:
Masih lamanya respon Dinas g P

X , Tersedia Standar  Operasional
Lingkungan ~ Hidup tentang Prosedur  Pengaduan  Dugaan
pengaduan dugaan pencemaran Pencemaran lingkungan hidup yang
lingkungan hidup. resmi sebagai panduan kegiatan

\ 4

yang sah.

Penyebab Masalah:

1. Belum tersedianya Standar Operasional Prosudur
sehingga  pelaksanaan  kegiatan = Pengelolaan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup masih lambat.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Keterbatasan anggaran dalam dalam melakukan

pengawasan pengaduan dugaan pencemaran.

Gambar lII.1 Identifikasi Penyebab masalah dengan metode analisis GAP

Terdapat tiga penyebab masalah pada isu prioritas yang diperoleh
dengan analisis Gap di atas. Penyebab masalah ini dapat dianalisis
menggunakan metode USG untuk menentukan penyebab masalah prioritas.
Penentuan penyebab masalah prioritas ini bertujuan untuk menentukan
alternatif penyelesaian masalah (isu prioritas). Analisis USG dilakukan

berdasarkan tiga kriteria yaitu:
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Urgency . seberapa mendesak perlunya penanganan penyebab
masalah tersebut

Seriousness . seberapa serius dampaknya

Growth . seberapa cepat penyebab masalah tersebut dapat
memburuk jika tidak ditangani

Tiga kriteria di atas dipertimbangkan berdasarkan bobot penilaian yaitu

1-5. Semakin tinggi bobot penilaiannya maka semakin penting dan sangat

serius untuk segera dilakukan penyelesaiannya. Berikut analisis penyebab

masalah dengan metode USG:

Tabel.lll.6 Penetapan kriteria Kualitas penyebab masalah metode USG

No Penyebab Masalah U|S | G| Jumlah | Peringkat

1. | Belum tersedianya Standar 51415 14 I
Operasional Prosudur sehingga
pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup masih lambat.

2. | Kurangnya Sumber Daya Manusia 4 (5|3 12 Il
(SDM).
3. | Keterbatasan anggaran dalam dalam 4 134 11 1

melakukan pengawasan pengaduan
dugaan pencemaran.

Keterangan :

Angka 5 : Sangat Sesuai

Angka 4 : Sesuai

Angka 3 : Cukup Sesuai

Angka 2 : Kurang Sesuai

Angka 1 : Tidak Sesuai

Berdasarkan analisis USG pada tabel di atas, diketahui total skor
tertinggi adalah 14 yaitu “Belum tersedianya Standar Operasional Prosudur
sehingga pelaksanaan kegiatan Pengelolaan pengaduan dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup masih lambat”, skor
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tertinggi ini menunjukan penyebab masalah prioritas pada isu prioritas “Masih
lamanya respon Dinas Lingkungan Hidup tentang pengaduan dugaan
pencemaran lingkungan hidup”. Peringkat penyebab masalah prioritas ini
ditentukan bersama mentor.
. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Dengan merujuk pada akar penyebabnya, maka gagasan kreatif yang
akan dilakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut adalah “Optimalisasi
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup Melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(PEDULI-SOP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo”. Dengan
adanya SOP yang jelas dan resmi, pelayanan pengaduan dapat dilakukan
lebih cepat, nyaman, dan terorganisir sehingga waktu penanganan dapat
dipersingkat. Masyarakat sebagai pengadu tidak lagi mengalami
kebingungan mengenai alur pengaduan, sementara petugas terbantu
dengan adanya formulir standar yang memuat data-data yang diperlukan,
sehingga pertanyaan yang diajukan menjadi lebih terarah dan terstruktur.

Pengawasan terhadap pengaduan juga dapat dilakukan dengan lebih
cepat sejak laporan diterima, karena telah dibentuk tim respon cepat lintas
bidang yang siap turun ke lapangan. Setiap anggota tim memiliki tugas yang
jelas sesuai tanggung jawabnya. Petugas yang menyusun laporan dan berita
acara pun dapat bekerja lebih efisien berkat tersedianya format baku standar

resmi yang telah disesuaikan dengan data aktual hasil pengawasan.
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Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan — kegiatan yang

akan dilakukan selama masa aktualisasi adalah sebagai berikut:

1.

2.

Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan PEDULI-SOP
Pembuatan SOP pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup

Pembentukan Tim Terpadu untuk pengelolaan pengaduan dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

. Pembuatan form pengaduan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup

. Pembuatan infografis alur pengaduan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup

Pelaksanaan sosialisasi SOP kepada Tim Terpadu

. Pelaksanaan Umpan Balik Pengaduan
. Pelaksanaan evaluasi

. Pembuatan Laporan
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BAB IV
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi
Pada subbab ini disajikan jadwal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan
sesuai dengan tahapan kegiatan dari isu yang telah ditetapkan. Dapat dilihat
pada Tabel.lV.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel.lV.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan September Oktober
Il 1]

1 | Pelaksanaan konsultasi dengan
mentor terkait kegiatan optimalisasi
pengelolaan pengaduan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup melalui
penyusunan standar operasional
prosedur (SOP)

2 | Pembuatan SOP pengelolaan
pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup

3 | Pembentukan Tim Terpadu untuk
pengelolaan pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup

4 | Pembuatan form pengaduan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup

5 | Pembuatan infografis alur
pengaduan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup
Pelaksanaan sosialisasi SOP
kepada Tim Terpadu
Pelaksanaan Umpan Balik
Pengaduan

Pelaksanaan evaluasi

Pembuatan Laporan

©|oo| N O
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B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang di ambil

Gagasan penyelesaian isu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

1. Masih lamanya respon Dinas Lingkungan Hidup tentang pengaduan dugaan
pencemaran lingkungan hidup.

2. Lemahnya sistem pengarsipan persetujuan lingkungan pelaku usaha dan/atau
kegiatan yang masih dalam bentuk hardcopy.

3. Masih banyaknya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum terawasi sesuai
dengan persetujuan lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.

Masih lamanya respon Dinas Lingkungan Hidup tentang pengaduan dugaan pencemaran

lingkungan hidup.

Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan

Lingkungan Hidup Melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (PEDULI-SOP) di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Tabel.lV.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No | Kegiatan Tahap Kegiatan | Output Nilai BerAKHLAK Pihak - Pihak | Petensi | Solusi Jika Ada
yang Terkait Konflik | Konfilk

1 Pelaksanan Menyiapkan Bahan Akuntabel : Saya telah Mentor/Atasan, | YA Musyawarah dan
Konsultasi dengan | Bahan Konsultasi menyiapkan bahan dengan penuh | Penulis dan diskusi terbuka
mentor terkait Konsultasi dan tanggung jawab dan dapat Kepala Dinas untuk
kegiatan dokumentasi dipertanggungjawabkan. Menyelaraskan
optimalisasi Kompeten : Saya telah persepsi jika terjadi
pengelolaan menunjukkan kemampuan dengan perbedaan
pengaduan menyusun bahan sesuai aturan pemahaman terkait
pencemaran dan kebutuhan. kegiatan yang akan

dan/atau perusakan

Adaptif : Saya telah diselenggarakan.
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lingkungan hidup
melalui penyusunan
standar operasional
prosedur (SOP)

menyesuaikan bahan dengan
dinamika dan kebutuhan
pengelolaan pengaduan.

Melakukan Notulen Kolaboratif : Saya telah bekerja
konsultasi Konsultasi sama dan menerima masukan
dengan mentor dan dari mentor.
dokumentasi Loyal : Saya telah menjaga
komitmen terhadap tugas dan
arahan pimpinan.
Harmonis : Saya telah
membangun hubungan
komunikasi yang baik dan saling
menghargai.
Pembuatan Nota | Nota Dinas Kolaboratif : Saya telah
Dinas dan melibatkan pihak terkait agar nota
Dokumentasi | dinas lebih komprehensif.

Harmonis : Saya telah menjaga
hubungan baik dalam proses
koordinasi.

Berorientasi Pelayanan : Saya
telah memastikan nota dinas
mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Pembuatan SOP
pengelolaan
pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan

Penyusunan
Draft SOP

pengelolaan
Pengaduan

Draft SOP dan
dokumentasi

Akuntabel : Saya telah menyusun
draft SOP yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai
aturan.

Kompeten : Saya telah

Mentor/Atasan,
Staf Teknis ,
Penulis dan
Kepala Dinas

YA

Diskusi terbuka dan
Musyawarah untuk
mencapai mufakat
dengan atasan
maupun rekan kerja
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lingkungan hidup

menggunakan pengetahuan dan
keterampilan terbaik untuk
menyusun draft SOP yang
berkualitas.

Adaptif : Saya telah
menyesuaikan draft SOP dengan
kebutuhan lapangan dan
perkembangan regulasi.

Konsultasi Notulen Kolaboratif : Saya telah bekerja
dengan mentor Konsultasi sama dengan mentor untuk
dan memperoleh masukan yang
dokumentasi | konstruktif.
Loyal : Saya telah menunjukkan
komitmen penuh dalam
menjalankan arahan dan
kebijakan pimpinan.
Harmonis : Saya telah menjaga
komunikasi yang baik agar
tercipta suasana konsultasi yang
kondusif.
Pengesahan Lembar Kolaboratif : Saya telah
Draft SOP Pengesahan melibatkan pihak terkait dalam
dan proses pengesahan.
dokumentasi Harmonis : Saya telah menjaga

hubungan baik dengan semua
pihak yang berperan dalam
pengesahan.

Berorientasi Pelayanan : Saya

terkait bagaimana
yang terbaik untuk
SOP jika terjadi
perbedaan usulan
isi SOP.
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telah memastikan SOP yang
disahkan dapat meningkatkan
pelayanan pengaduan kepada
masyarakat.

Pembentukan Tim
Terpadu untuk
pengelolaan
pengaduan dugaan
pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan hidup

Penyusunan
Surat Keputusan
Pembentukan
Tim Terpadu

Draft SK tim
terpadu dan
dokumentasi

Akuntabel : Saya telah menyusun
draft SK dengan penuh tanggung
jawab dan sesuai aturan.
Kompeten : Saya telah
menggunakan pengetahuan dan
keterampilan agar draft SK
tersusun secara tepat dan
profesional.

Adaptif : Saya telah
menyesuaikan isi SK dengan
kebutuhan organisasi dan kondisi
lapangan.

Konsultasi
dengan mentor

Notulen
Konsultasi
dan
dokumentasi

Kolaboratif : Saya telah bekerja
sama dengan mentor dalam
memberikan masukan dan
penyempurnaan SK.

Loyal : Saya telah melaksanakan
arahan pimpinan dengan penuh
komitmen.

Harmonis : Saya telah menjaga
komunikasi yang baik sehingga
tercipta suasana konsultasi yang
nyaman dan produktif.

Pengesahan SK

SK tim

Kolaboratif : Saya telah

Kepala Dinas,
Mentor/Atasan,
Penulis dan
tim terpadu

YA

Menyusun sesuai
format, dan
mengambil
masukan yang
relevan dan objektif
dari atasan maupun
rekan kerja dengan
diskusi terbuka jika
ada pihak tidak
sepakat dengan
surat keputusan
(SK) yang disusun.
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tim terpadu

terpadu dan

melibatkan pihak terkait dalam

dokumentasi | proses pengesahan SK.
Harmonis : Saya telah
membangun hubungan baik
dengan semua pihak untuk
mendukung kelancaran
pengesahan SK.
Berorientasi Pelayanan : Saya
telah memastikan SK yang
disahkan mendukung peningkatan
pelayanan pengaduan bagi
masyarakat.
Pembuatan form Pembuatan Form Akuntabel : Saya telah menyusun | Penulis dan YA Koordinasi dan
pengaduan Form Pengaduan form pengaduan yang jelas dan Mentor/Atasan diskusi terbuka
pencemaran Pengaduan via via google dapat dipertanggungjawabkan. untuk perbaikan
dan/atau perusakan | google form form dan Kompeten : Saya telah dengan mentor
lingkungan hidup dokumentasi menggunakan kemampuan teknis untuk menentukan
agar form mudah digunakan admin khusus
masyarakat. pengelolaan
Adaptif : Saya telah penerima
menyesuaikan form dengan pengaduan
kebutuhan pengaduan yang penugasan jika ada
beragam. ada yang tidak
Pembuatan Akun | Akun Kolaboratif : Saya telah bekerja menyetujui petugas
WhatsApp Bisnis | WhatsApp sama dengan tim dalam penerima
Khusus untuk bisnis dan menyiapkan akun WhatsApp yang pengaduan.
Pengaduan dokumentasi | terintegrasi.
Pencemaran Harmonis : Saya telah menjaga
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dan/atau
perusakan
lingkungan

komunikasi yang baik
antarpegawai dalam pengelolaan
akun.

Berorientasi Pelayanan : Saya
telah memastikan akun WhatsApp
dapat mempermudah masyarakat

dalam menyampaikan pengaduan.

Konsultasi
dengan Mentor

Notulen
Konsultasi
dan
dokumentasi

Kolaboratif : Saya telah
melibatkan mentor dalam
memberikan arahan dan
penyempurnaan form serta media
pengaduan.

Loyal : Saya telah menunjukkan
komitmen dalam melaksanakan
arahan pimpinan dan mentor.
Harmonis : Saya telah
menciptakan suasana konsultasi
yang saling menghargai dan
membangun.

Pembuatan
infografis alur
pengaduan
pencemaran

dan/atau perusakan

lingkungan hidup

Pembuatan
infografis alur
pengaduan

Infografis alur
pengaduan
dan
dokumentasi

Akuntabel : Saya telah membuat
infografis yang dapat
dipertanggungjawabkan
kebenaran isi dan informasinya.
Kompeten : Saya telah
menggunakan keterampilan
desain dan komunikasi agar
infografis mudah dipahami
masyarakat.

Peserta dan
Mentor/Atasan

YA

Koordinasi dan
diskusi terbuka
dengan mentor
terkait bagaimana
desain infografis
yang sesuai jika
desain infografis
alur pengaduan
tidak disetujui.
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Adaptif : Saya telah
menyesuaikan desain infografis
dengan kebutuhan informasi yang
jelas, ringkas, dan menarik.

Konsultasi
dengan Mentor

Notulen
Konsultasi
dan
dokumentasi

Kolaboratif : Saya telah bekerja
sama dengan mentor untuk
menyempurnakan konten dan
tampilan infografis.

Loyal : Saya telah mengikuti
arahan dan kebijakan pimpinan
dengan penuh tanggung jawab.
Harmonis : Saya telah menjaga
komunikasi yang baik agar
konsultasi berlangsung lancar dan
produkitif.

Pencetakan
Infografis alur
pengaduan

Foto infografis
alur
pengaduan di
kantor dan
dokumentasi

Kolaboratif : Saya telah
melibatkan pihak terkait dalam
proses pencetakan dan
pemasangan infografis.
Harmonis : Saya telah menjaga
kerja sama yang baik dengan
rekan kerja untuk memastikan
infografis terpasang dengan rapi.
Berorientasi Pelayanan : Saya
telah memastikan infografis yang
dicetak bermanfaat bagi
masyarakat dalam memahami alur
pengaduan.
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Pelaksanaan
sosialisasi SOP
kepada Tim Terpadu

Menyusun materi | Materi Akuntabel : Saya telah menyusun
sosialisasi Sosialisasi materi sosialisasi yang valid dan
dan dapat dipertanggungjawabkan.
dokumentasi | Kompeten : Saya telah
menggunakan kemampuan teknis
agar materi mudah dipahami.
Adaptif : Saya telah
menyesuaikan materi dengan
kebutuhan Tim Terpadu dan
kondisi lapangan.
Membuat Surat Kolaboratif : Saya telah
Undangan Undangan melibatkan pihak terkait dalam
dan penyusunan dan distribusi
dokumentasi | undangan.
Loyal : Saya telah menunjukkan
komitmen penuh terhadap arahan
pimpinan dalam pelaksanaan
sosialisasi.
Harmonis : Saya telah menjaga
komunikasi yang baik dengan
peserta undangan.
Melakukan Daftar Hadir Berorientasi Pelayanan : Saya
Pelaksanaan dan telah memastikan sosialisasi
Sosialisasi dokumentasi | memberi manfaat langsung bagi

peserta.

Kolaboratif : Saya telah bekerja
sama dengan Tim Terpadu agar
sosialisasi berjalan efektif.

Peserta, Tim
Terpadu, dan
Mentor/Atasan

Ya

Menggunakan
media digital untuk
distribusi undangan
sosialisasi agar
tidak terlambat dan
mengabarkan
kemasing masing
rekan kerja tim
terpadu undangan
sosialisasi SOP jika
undangan yang
dibuat lambat di
setujui.
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Harmonis : Saya telah
menciptakan suasana sosialisasi
yang nyaman dan saling
menghargai.

Pelaksanaan Umpan
Balik Pengaduan

Membuat
Instrumen
Umpan Balik

Instrumen
Umpan Balik
dan
dokumentasi

Akuntabel : Saya telah membuat
instrumen umpan balik secara
transparan, dapat
dipertanggungjawabkan, dan
sesuai kebutuhan pengawasan.
Kompeten : Saya telah menyusun
instrumen dengan mengutamakan
ketepatan isi, relevansi indikator,
serta memperhatikan kaidah
ilmiah.

Adaptif : Saya telah
menyesuaikan instrumen dengan
perkembangan kebutuhan
masyarakat dan kondisi
lingkungan yang dinamis.

Pelaksanaan
Umpan Balik

Data Umpan
Balik dan
dokumentasi

Berorientasi Pelayanan : Saya
telah melaksanakan pengumpulan
umpan balik dengan ramah,
responsif, dan memudahkan
masyarakat.

Harmonis : Saya telah menjaga
komunikasi yang baik dengan
masyarakat agar tercipta
hubungan yang saling

Penulis,
Masyarakat
dan
Atasan/Mentor

YA

Melakukan uji coba
instrumen sebelum
digunakan dan
Menyediakan
beberapa metode
pengumpulan data
kemudian
Menghubungi
Responden untuk
mengisi umpan balik
jika instrumen
umpan balik yang
disediakan
terkendala.
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menghargai.

Kolaboratif : Saya telah bekerja
sama dengan rekan kerja lintas
bidang untuk memastikan
pelaksanaan umpan balik berjalan
lancar.

Mengolah data
umpan balik

Laporan Hasil
Umpan Balik
dan
dokumentasi

Akuntabel : Saya telah mengolah
data secara obijektif, jujur, dan
dapat dipertanggungjawabkan
dalam laporan.

Loyal : Saya telah menjalankan
pengolahan data dengan penuh
kesetiaan terhadap tugas dan
tanggung jawab instansi.
Berorientasi Pelayanan : Saya
telah menyajikan hasil pengolahan
data dalam bentuk laporan yang
mudah dipahami dan bermanfaat
bagi pengambilan keputusan.

Pelaksanaan evaluasi

Membuat
instrumen
evaluasi

Intrumen
evaluasi dan
dokumentasi

Kompeten : Saya telah menyusun
instrumen evaluasi sesuai metode
yang tepat.

Akuntabel : Saya telah
memastikan instrumen sesuai
tujuan evaluasi dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kolaboratif : Saya telah
melibatkan tim dalam penyusunan

Penulis, Tim
Terpadu dan
Atasan/Mentor

YA

Diskusi terbuka dan
musyawarah untuk
menjelaskan
manfaat evaluasi
bagi perbaikan jika
responden enggan
mengisi intrumen
evaluasi.
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instrumen agar lebih
komprehensif.

Pelaksanaan
pengisian
instrumen
evaluasi

Data hasil
evaluasi dan
Dokumentasi

Berorientasi Pelayanan : Saya
telah memastikan pengisian
instrumen membantu peningkatan
kualitas pelayanan.

Harmonis : Saya telah menjaga
suasana evaluasi tetap kondusif.
Adaptif : Saya telah
menyesuaikan proses evaluasi
dengan kondisi responden.

Mengolah data
evaluasi

Laporan hasil
evaluasi dan
dokumentasi

Loyal : Saya telah melaksanakan
pengolahan data sesuai arahan
dan kewajiban.

Kompeten : Saya telah
menggunakan keterampilan teknis
dalam mengolah data secara
akurat.

Adaptif : Saya telah
menyesuaikan metode
pengolahan data dengan
kebutuhan laporan.

Pembuatan Laporan

Menyusun draft
laporan

Draft laporan
dan
dokumentasi

Akuntabel : Saya telah menyusun
laporan yang valid, lengkap, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Kompeten : Saya telah
menggunakan kemampuan
analisis dan menulis untuk

Penulis,
Atasan/Mentor
dan Kepala
Dinas

YA

Koordinasi dan
diskusi dengan
atasan dan kepala
dinas terkait laporan
akhir jika laporan
akhir tidak disetujui.
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menghasilkan laporan yang baik.
Adaptif : Saya telah
menyesuaikan format laporan
dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan Lembar Kompeten : Saya telah menerima
Konsultasi Draft | Konsultasi masukan dari mentor dan
Laporan Akhir daftar pimpinan untuk menyempurnakan
dokumen isi laporan agar lebih berkualitas
kegiatan dan relevan.
Adaptif : Saya telah
menyesuaikan laporan
berdasarkan saran dan kondisi
yang muncul selama proses
konsultasi.
Berorientasi Pelayanan : Saya
telah memastikan laporan akhir
menjadi dokumen yang
bermanfaat bagi peningkatan
kualitas pelayanan publik di
bidang pengelolaan pengaduan
lingkungan hidup.
Menyampaikan Dokumen Kolaboratif : Saya telah bekerja
laporan akhir pengesahan sama dengan pihak terkait agar
kepada pimpinan | laporan dan laporan dapat segera disahkan.
dokumentasi Loyal : Saya telah melaksanakan

kewajiban menyampaikan laporan
sebagai bentuk tanggung jawab
kepada pimpinan.
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Harmonis : Saya telah menjaga
komunikasi yang baik dalam
proses penyampaian laporan.
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C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

Matriks rekapitulasi ini disusun untuk merangkum keterkaitan antara nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dengan tahapan

kegiatan habituasi yang direncanakan dengan realisasi. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan Matrik Rekapitulasi

Realisasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK) dalam Tabel.IV.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND

PNS (BerAKHLAK)

Tabel.lV.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

; Jumlah
Kegiatan L.
Aktualisasi
No Mata per MP
Pelatihan Ke - 1 Ke - 2 Ke - 3 Ke - 4 Ke -5 Ke - 6 Ke -7 Ke - 8 Ke-9
Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali | Renc | Reali
ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi | ana | sasi
1 |Berorientasij 4 1 1 1 1] 1 1] 1 1 1 1 112 2|1 1 1 1 110 | 10
Pelayanan
2 Akuntabel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 10 10
3 Kompeten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 11 11
4 Harmonis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 15
5 Loyal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9
6 Adaptif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 11 11
7 Kolaboratif 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 15
Jumlah MP yang
diaktulisasikan per| 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 81
kegiatan
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D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Tabel berikut menyajikan capaian penyelesaian core isu terkait belum
optimalnya pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup di dinas lingkungan hidup kabupaten bungo.

Tabel.lV.4 Capaian Penyelesaian Core Isu

Kondisi Core Isu

Sebelum Aktualisasi Sesudah Aktualisasi
Belum adanya panduan terhadap Dinas lingkungan hidup sudah
pengelolaan pengaduan dugaan memiliki SOP pengelolaan
pencemaran dan/atau perusakan pengaduan dugaan pencemaran
lingkungan hidup di dinas lingkungan | dan/atau perusakan lingkungan hidup
hidup kabupeten bungo dari tahap penerimaan pengaduan

sampai tahap tindaklanjut hasil
pengaduan, sebagai panduan
pelaksanaan yang sistematis dan

terarah.
Belum ada tim pengelolaan Telah dibentuk Tim Terpadu yang
pengaduan dugaan pencemaran bertanggungjawab terhadap
dan/atau perusakan lingkungan hidup | pengelolaan pengaduan dugaan
yang resmi pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang di sahkan
berdasarkan surat keputusan kepala
dinas lingkungan hidup kabupaten

bungo
Belum ada pelayanan online terkait Telah disediakan pelayanan online
pengaduan pencemaran dan/atau berbasis WhatsApp Bisnis sebagai

perusakan lingkungan hidup di dinas | kontak pengaduan dan juga media
lingkungan hidup kabupaten bungo pengaduan menggunakan google
form yang dapat diisi dan dilaporkan
tanpa harus datang ke kantor dinas
lingkungan hidup

Respon terhadap pengaduan dugaan | Terdapat peningkatan terhadap
pencemaran saat ini masih tergolong | respon pengaduan dugaan

lama . dengan waktu respon paling pencemaran dan/atau perusakan
lama tercatat sepanjang 30 hari lingkungan hidup setelah
menggunakan SOP terhadap 2
pengaduan yang diselesaikan masing
masing dalam waktu 7 hari kerja dan
5 hari kerja
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E. Manfaat Terselesainya Core Isu

Peserta

Manfaat Terselesaikannya Core Isu bagi Peserta

1.

Peserta sebagai CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dapat terlatih menerapkan
nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap tahapan pelaksanaan
kegiatan, baik dalam perencanaan, koordinasi, maupun pelaporan.
Kegiatan ini melatih peserta dalam memahami aspek teknis dan
administratif kedinasan, khususnya terkait rangkaian kegiatan
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
Peserta terlatih untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif
dengan stakeholder, seperti pihak Masyarakat, Perusahaan dan Instansi

terkait yang berwenang dalam membantu dan menindaklanjuti.

Instansi

Manfaat bagi instansi

1.

Lebih mudah dalam melakukan pengelolaan pengaduan dugaan
pencemarna dan/atau perusakan lingkungan hidup kerena sudah ada
SOP sebagai pedoman kerja yang lebih terstruktur dan jelas dalam
menangani setiap pengaduan, mulai dari tahap penerimaan, verifikasi,
telaahan, pelaporan hasil pengawasan hingga tindak lanjut hasil

pengaduan.

2. Dengan adanya SOP ini, proses pelayanan pengaduan menjadi lebih
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terarah, cepat, dan transparan, sehingga mampu meminimalkan
keterlambatan respon dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

3. Manfaat jangka panjang dari kegiatan aktualisasi ini adalah terbentuknya
sistem pengelolaan pengaduan yang berkelanjutan dan mudah
diadaptasi terhadap perubahan kebijakan atau teknologi. SOP yang
dihasilkan tidak hanya mempercepat respon terhadap pengaduan
masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pengembangan sistem digital
pengaduan di masa depan.

Stakeholder

Maanfaat bagi pemerindatah daerah, masyarakat dan perusahaan

1.

memperkuat sistem tata kelola lingkungan hidup yang transparan dan
akuntabel.

Mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi
lintas perangkat daerah, serta memperkuat citra pemerintah sebagai
lembaga yang responsif, terbuka, dan berkomitmen terhadap
perlindungan lingkungan.

Dengan adanya mekanisme pengelolaan pengaduan yang teratur dan
terarah, masyarakat dapat melaporkan dugaan pencemaran dengan
lebih cepat dan mendapat kepastian tindak lanjut dari Dinas Lingkungan
Hidup.

Melalui SOP pengelolaan pengaduan, perusahaan memperoleh

kejelasan prosedur dan standar dalam menangani laporan dugaan
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pencemaran yang melibatkan kegiatan usaha mereka. Hal ini mendorong
peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, memberikan
kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan secara
transparan, serta meminimalkan konflik akibat miskomunikasi antara

pihak perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi
Tabel berikut menyajikan rencana tindak lanjut hasil aktualisasi yang dapat
dilihat pada Tabel.IV.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi
Tabel.lV.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi
No Kegiatan Output Durasi | Peran Pihak | Sumber Keterangan
dan Terlibat Biaya
waktu

1 Pemantauan Laporan hasil | 6 PPLH, APBD Dilakukan untuk
dan Evaluasi evaluasi bulan Kepala menilai
Berkala pelaksanaan Bidang dan efektivitas SOP,
Pelaksanaan SOP dan Kepala menemukan
SOP rekomendasi Dinas kendala
Pengelolaan perbaikan penerapan, dan
Pengaduan memberikan

rekomendasi
penyempurnaan
prosedur.

2 | Peningkatan Laporan 1 Tim APBD Bertujuan
Kapasitas kegiatan tahun | Terpadu, memperkuat
Petugas dalam | peningkatan Kepala kemampuan
Penanganan kapasitas bidang teknis petugas
Pengaduan dan DLH, kepala dalam
Pengawasan dinas DLH menganalisis
Lingkungan dan
Hidup menindaklanjuti

pengaduan
secara
profesional dan
cepat.

3 | Pengembangan | Rancangan 2 DLH, APBD Tahapan
Sistem Digital awal sistem tahun | Diskominfo, lanjutan menuju
Pengaduan pengaduan Sekretariat digitalisasi
Lingkungan online dan daerah layanan
“PEDULI laporan uji pengaduan
Online” coba masyarakat agar

penerapan lebih responsif,
transparan, dan
efisien.
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (PEDULI-SOP) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo” telah memberikan dampak nyata
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup,
khususnya dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan ini
berangkat dari permasalahan inti yaitu lambatnya respon Dinas Lingkungan
Hidup terhadap pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, yang disebabkan belum adanya sistem, panduan, serta
mekanisme kerja yang baku dan terarah.

Sebelum pelaksanaan aktualisasi, pengelolaan pengaduan di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo berjalan tanpa panduan yang jelas.
Proses penerimaan dan penanganan pengaduan masih dilakukan secara
manual dan berbeda-beda antarpegawai, sehingga sering menimbulkan
keterlambatan tindak lanjut. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) membuat koordinasi antarbidang menjadi tidak efektif dan
menimbulkan kebingungan mengenai alur kerja, tanggung jawab, serta
waktu respon terhadap pengaduan. Dalam kondisi tersebut, pengaduan

masyarakat sering kali memerlukan waktu penanganan hingga 30 hari kerja.
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Melalui kegiatan aktualisasi, kondisi tersebut mengalami perubahan
yang signifikan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kini telah
memiliki SOP Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup, yang menjadi pedoman resmi dan sistematis
dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap penerimaan, verifikasi, tindak
lanjut, hingga pelaporan hasil pengawasan. SOP ini disusun dengan
mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan operasional di lapangan, serta mengacu pada prinsip efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain penyusunan SOP, kegiatan aktualisasi juga menghasilkan
pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Pengaduan yang disahkan melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Tim ini
memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan
pengaduan, dengan pembagian tugas yang jelas antara petugas penerima
laporan, tim verifikasi lapangan, dan penyusun laporan tindak lanjut. Dengan
adanya tim resmi ini, koordinasi antarbidang menjadi lebih terarah dan setiap
pengaduan dapat ditangani secara cepat serta sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.

Langkah inovatif lainnya yang dilaksanakan dalam aktualisasi adalah
pengembangan layanan pengaduan berbasis digital, yaitu melalui WhatsApp
Bisnis dan Google Form. Layanan ini menjadi terobosan penting karena
memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan

pencemaran tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan
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Hidup. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melampirkan foto, lokasi, dan
deskripsi kejadian secara daring, sehingga mempercepat proses verifikasi
awal. Kehadiran layanan digital ini sekaligus menunjukkan bahwa Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo mulai bertransformasi menuju
pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi informasi.

Dampak nyata dari penerapan hasil aktualisasi juga dapat dilihat dari
peningkatan kecepatan respon terhadap pengaduan masyarakat.
Berdasarkan data selama pelaksanaan aktualisasi, dua pengaduan yang
diterima telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme baru dengan waktu
penyelesaian masing-masing 7 hari kerja dan 5 hari kerja. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan kondisi
sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga 30 hari kerja. Percepatan ini
tidak hanya menggambarkan keberhasilan penerapan SOP, tetapi juga
mencerminkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya
pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

aktualisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap budaya kerja
ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Penerapan
nilai dasar ASN BerAKHLAK — khususnya nilai Akuntabel, Kompeten,
Kolaboratif, dan Berorientasi Pelayanan — mulai tercermin dalam setiap
tahapan kegiatan. Pegawai menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap
koordinasi lintas bidang, lebih teliti dalam menyusun dokumen, serta lebih

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan perilaku kerja ini
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menjadi modal penting dalam membangun organisasi yang profesional,
harmonis, dan berorientasi pada hasil.
Rekomendasi

Dalam rangka memastikan keberlanjutan hasil kegiatan “Optimalisasi
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup (PEDULI) melalui Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo” disusun
beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan kegiatan monitoring dan
evaluasi (monev) secara rutin terhadap penerapan SOP pengelolaan
pengaduan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, hasil
moneyv ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penyempurnaan SOP di
masa mendatang. Kedua, Tim Terpadu melakukan rapat koordinasi berkala
untuk memastikan seluruh pengaduan yang masuk tertangani sesuai waktu
dan prosedur dalam SOP. Ketiga, dilakukan peninjauan berkala terhadap
kelayakan form online dan pembaruan data kontak agar sistem tetap berjalan
dengan baik dan terpercaya oleh masyarakat. Keempat, Diperlukan upaya
untuk memperluas informasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan

media pengaduan yang telah tersedia.
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LAPORAN MINGGU KE -1

: Gilang Asra Bilhadi, S.T.
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Minggu ke-1

Tanggal Kegiatan : 22 September 2025 — 26 September 2025

Kegiatan 1: Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan

optimalisasi pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup melalui penyusunan standar

operasional prosedur (SOP)

Tahap :

1. Menyiapkan Bahan Konsultasi
2. Melakukan Konsultasi dengan Mentor

3. Pembuatan Nota Dinas

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Menyiapkan Bahan Konsultasi

Dalam tahap awal aktualisasi ini, saya me menyiapkan bahan
konsultasi dilakukan dengan mengumpulkan referensi terkait pengelolaan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan
standar operasional prosedur. Dengan satu dokumen sebagai referensi
terkait Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup dan/atau Perusakan Hutan, dan satu dokumen sebagai referensi
terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Standar Operasional

Prosedur Sertifikasi Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan



Baching Plant SOP/UPM/DJBM-79 Rev: 01 Tahun 2022 oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
Jendral Bina Marga. Referensi ini di gunakan agar dapat dipertanggung
jawabkan karena legalitasnya (Akuntabel).

Saya menyiapkan bahan konsultasi ini dengan menunjukan
kemampuan menyusun bahan sesuai dengan aturan dan kebutuhan
(Kompeten). Saya juga menyesuaikan bahan dengan dinamika dan
kebutuhan Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup (Adaptif).

Dalam proses menyiapkan bahan ini saya tidak lupa
mendokumentasikan proses tersebut, dan dikarenakan halaman yang
banyak bahan konsultasi ini tidak dicetak atau diprint tetapi dipaparkan
kepada mentor ketika konsultasi
Hasil / Outpunya :

Bahan Konsultasi dan Dokumentasi

TERKENDALI

KEMENTERY

Tanggal 23 September 2025

Analisis Dampak :



Jika saya tidak menggunakan bahan konsultasi dari referensi yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan (Akuntabel), akan berpotensi
menimbulkan ketidakpercayaan dari mentor maupun atasan, dan
menghambat kelancaran penyusunan SOP.

Jika saya tidak menyiapkan bahan konsultasi ini dengan menunjukan
kemampuan menyusun bahan sesuai dengan aturan dan kebutuhan
(Kompeten), bahan yang disusun kemungkinan tidak sesuai aturan, tidak
relevan dengan kebutuhan, serta tidak memberikan gambaran yang jelas
tentang permasalahan dan solusi.

Jika saya tidak menyesuaikan bahan dengan dinamika dan kebutuhan
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup (Adaptif), bahan yang disusun cenderung kaku, tidak
menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, dan akhirnya menjadi kurang

bermanfaat bagi proses pengelolaan pengaduan.



Melakukan Konsultasi dengan Mentor

Pada saat konsultasi saya menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan kemudian baru menyampaikan isu dan cara penyelesaian
isu, diikuti dengan bahan atau referensi konsultasi yang disiapkan sebagai
arahan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup. Kemudian Saya akan bekerja sama dengan mentor dan
pihak terkait untuk memastikan kegiatan berjalan efektif. Dalam praktiknya,
saya akan terbuka terhadap masukan, menghargai setiap pendapat yang
diberikan, serta mengintegrasikan ide-ide tersebut ke dalam perbaikan
rancangan kegiatan yang diberikan oleh mentor dalam lembar Catatan
Konsultasi (Kolaboratif).

Pada tahap ini saya akan menjaga komintmen terhadap tugas dan
arahan dari mentor sebagai bentuk kesetiaan terhadap institusi sesuai
dengan yang diberikan selama konsultasi (Loyal). saya berusaha
menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakan bukan hanya
sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk pengabdian untuk kepentingan
masyarakat dan negara.

Saya berkonsultasi dengan mentor dengan membangun hubungan
komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam setiap interaksi, baik
dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja (Harmonis). Dengan
menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung, setiap
proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil / Outputnya :



Catatan Konsultasi dan Dokumentasi

Rurplian
" Nt Owos Par Resocta Vo lagan Omas
i e, Mty Orevbens dorgon

R

Tanggal 23 September 2025
Analisis Dampak :

Jika saya tidak bekerja sama dan menerima masukan dari mentor
serta tidak mengintegrasikan ide-ide tersebut ke dalam perbaikan rancangan
kegiatan yang diberikan oleh mentor (Kolaboratif), maka proses konsultasi
dan kerja sama dengan mentor maupun rekan kerja akan terhambat.
Masukan yang diberikan mungkin diabaikan, sehingga hasil kerja menjadi
kurang berkualitas dan tidak sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini juga dapat
menimbulkan kesan individualistis dan menurunkan efektivitas tim.

Jika saya tidak menjaga komitmen terhadap tugas dan arahan
pimpinan (Loyal), maka pekerjaan dapat dikerjakan secara asal-asalan,
tidak sesuai arahan, bahkan berpotensi melanggar aturan. Akibatnya,
kepercayaan pimpinan menurun dan hasil kerja tidak mencerminkan
integritas ASN.

Jika saya tidak membangun hubungan komunikasi yang baik dengan

mentor, atasan, maupun rekan kerja (Harmonis), maka h ubungan



komunikasi di lingkungan kerja bisa menjadi kaku, penuh kesalahpahaman,
bahkan menimbulkan konflik. Rasa saling menghargai hilang, suasana kerja
menjadi tidak nyaman, dan kerja sama tim sulit terbangun. Hal ini berdampak
pada menurunnya produktivitas serta tidak tercapainya tujuan organisasi
secara maksimal.

Pembuatan Nota Dinas

Pada tahap ini saya membuat Nota Dinas yang harus disampaikan
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo setelah
berkonsultasi dengan mentor. Nota Dinas Merupakan hal yang penting
sebagai acuan untuk saya boleh melakukan Aktualisasi di Dinas Lingkungan
Hidup Kebupaten Bungo dengan Judul “ Optimalisasi Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup (PEDULI) dengan Menyusun Standar Operasional Prosedur di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo”.

Dalam proses pembuatan Nota Dinas saya mendapatkan masukkan
dari teman dan senior saya diruangan tentang tata naskah pembuatan nota
dinas sehingga saya melakukan sedikit perubahan dalam pembuatan nota
dinas agar Nota Dinas lebih komprehensif (Kolaboratif).

Dalam proses pembuatan Nota Dinas saya akan menjaga hubungan
komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam setiap interaksi, baik
dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja selama proses koordinasi
(Harmonis). Dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling

mendukung, setiap proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar.



Nota Dinas dibuat agar kegiatan yang saya buat merupakan salah
satu bukti dari kegiatan rancangan aktualisasi saya, dan ini dibuat juga
merupakan salah satu bentuk dukungan dari mentor dan kepala dinas. Nota
Dinas ini juga juga disusun bertujuan membantu proses dan salah satu
bentuk menghindari dari birokrasi yang berbelit (Berorientasi Pelayanan).
Hasil / Outputnya :

Nota Dinas dan Dokumentasi

[ | PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
@1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Rimbo Tengah Jambi
Telpi Fax. 46274731078 Email: Inkab bungo@@gmail.com

NOTA DINAS

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Tanggal 23 September 2025
Analisis Dampak :

Jika saya tidak melibatkan masukkan dari teman dan senior saya
diruangan agar Nota Dinas lebih komprehensif (Kolaboratif), maka
penyusunan nota dinas berisiko tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini
dapat menyebabkan isi nota dinas menjadi kurang komprehensif, tidak
sesuai kebutuhan, dan berpotensi menimbulkan miskomunikasi antarbidang.

Akibatnya, efektivitas nota dinas dalam mendukung kegiatan akan menurun.



Jika saya tidak menjaga komunikasi dengan baik dalam berkoordinasi
(Harmonis), Maka proses koordinasi dengan rekan kerja maupun atasan
bisa menjadi tidak lancar, hal ini tentu berdampak negatif pada kelancaran
penyusunan nota dinas.

Jika saya tidak memastikan pembuatan nota dinas dengan tujuan
pelayanan publik (Berorientasi Pelayanan), maka nota dinas yang disusun
hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa mempertimbangkan
manfaat bagi peningkatan kualitas layanan publik. Kondisi ini dapat
mengurangi responsivitas instansi dalam menindaklanjuti pengaduan
masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja

pemerintah daerah.



Kegiatan 2 : Pembuatan SOP pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tahap :

1. Menyusun Draft Pengelolaan Pengaduan
2. Melakukan Konsultasi dengan Mentor

3. Pengesahan Draft

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Menyusun Draft Pengelolaan Pengaduan

Dalam rangka mengoptimalisasi kegiatan pengelolaan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pada tahap ini saya
penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, sebagai pedoman tertulis
pelaksanaan pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Dalam menyusun draft saya memastikan isi SOP sesuai dengan
aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal baik
secara administrasi maupun dalam praktik pengelolaan pengaduan
(Akuntabel).

Dalam menyusun draft saya menggunakan pengetahuan dan
keterampilan terbaik serta menyesuaikan kebutuhan terhadap pengololaan

pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di



dinas lingkungan hidup sehingga menghasilkan SOP yang berkualitas
(Kompeten).

Pada tahap ini saya menyesuaikan draft SOP yang fleksibel dan
terouka dengan kebutuhan lapangan dan perkembangan terhadap
perubahan regulasi maupun kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat digunakan
secara berkelanjutan (Adaptif).

Hasil / Outputnya:

Draft Pengelolaan Pengaduan dan Dokumentasi

PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tangga 23 September 2025
Analisis Dampak:

Jika saya tidak memastikan isi SOP sesuai dengan aturan, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel), maka draft SOP yang
disusun bisa tidak sesuai aturan dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini
akan menimbulkan keraguan dari atasan maupun pihak terkait, bahkan
berpotensi membuat SOP ditolak atau harus direvisi berulang kali. Akibatnya,
proses penyusunan SOP menjadi tidak efisien dan tujuan penyusunan

terhambat.



Jika saya tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan terbaik
serta menyesuaikan kebutuhan terhadap pengololaan pengaduan sehingga
menghasilkan SOP yang berkualitas (Kompeten), maka draft SOP yang
dihasilkan cenderung tidak berkualitas. Penyusunan bisa dilakukan tanpa
dasar pengetahuan yang memadai sehingga banyak aspek penting terlewat.
Kondisi ini dapat menyebabkan SOP tidak operasional di lapangan dan tidak
mendukung perbaikan layanan pengaduan.

Jika saya tidak menyesuaikan draft SOP yang fleksibel dan terbuka
dengan kebutuhan lapangan dan perkembangan terhadap perubahan
regulasi (Adaptif), maka draft SOP berisiko kaku dan tidak sesuai dengan
dinamika lapangan maupun perkembangan regulasi terbaru. SOP yang tidak
mengikuti kebutuhan aktual akan sulit diterapkan, cepat usang, dan tidak
efektif dalam mengatasi permasalahan. Hal ini berakibat pada menurunnya

kepercayaan publik terhadap pelayanan DLH.



2. Berkonsultasi dengan mentor terkait dengan draft SOP yang telah
dibuat

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor
dan rekan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi,
menyesuaikan SOP apakah sudah searah serta memastikan keterlibatan
mentor dan rekan kerja dalam memberikan masukan.

Dalam proses konsultasi, saya membuka ruang diskusi bersama
pimpinan, Pejabat Fungsional, rekan kerja lainnya. Melalui kolaborasi ini,
setiap masukan dari tim dihargai sehingga mendapat masukan yang
konstruktif dan keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan
bersama (Kolaboratif).

Saya menunjukkan Komitmen penuh dalam menjalankan arahan
pimpinan serta mendukung penuh kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan. Loyalitas ini diwujudkan
dalam komitmen untuk melaksanakan program pengelolaan pengaduan
sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi (Loyal).

Saya menjaga komunikasi yang santun, sikap saling menghormati,
dan menjaga hubungan kerja yang baik antar rekan kerja. Dengan suasana
harmonis, koordinasi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan perbedaan

yang menghambat pelaksanaan program (Harmonis).



Hasil / Outputnya:

Catatan Konsultasi dan Dokumentasi.

CATATAN KONSULTAS!

Nama +Gilang Asra Bilhadi
NP +19990808 202504 1002

No.absen  :A19.323

UnitKeda  : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Mentor  :EkoRiani, ST,

Padahari ake , tanggal 24 September 2025. Saya melakukan konsultasi dengan

Catatan konsultasi

1~ Quan lovdme RVrgpsaman di\gual [ tamesmean
| owda .\u.‘jm, Ponyuion
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[
Bungo, 14 September 2025
Mentor

7~

Eka Riani, S.T.
NIP.197211192005012004

Tanggal 24 September 2025
Analisis Dampak:

Jika saya tidak membuka ruang diskusi bersama pimpinan, Pejabat
Fungsional, rekan kerja lainnya (Kolaboratif), maka proses konsultasi
dengan mentor akan berjalan secara sepihak. Masukan konstruktif dari
mentor bisa terabaikan, sehingga penyusunan rancangan menjadi kurang
berkualitas. Kondisi ini juga dapat memperlambat perbaikan karena tidak ada
sinergi antara peserta dan mentor.

Jika saya tidak menunjukkan Komitmen penuh dalam menjalankan
arahan pimpinan serta mendukung penuh kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan (Loyal), Maka
komitmen dalam menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan akan

melemah. Peserta mungkin bekerja tidak sesuai dengan instruksi, sehingga



hasilnya tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Akibatnya, kepercayaan
pimpinan menurun dan hasil konsultasi menjadi sia-sia.

Jika saya tidak menjaga komunikasi yang santun, sikap saling
menghormati, dan menjaga hubungan kerja yang baik antar rekan kerja
(Harmonis), maka komunikasi dengan mentor bisa menjadi kaku atau
bahkan menimbulkan ketegangan. Suasana konsultasi tidak kondusif,
membuat pertukaran ide dan masukan tidak berjalan optimal. Hal ini akan
merugikan proses pembelajaran peserta dan menghambat pencapaian hasil

yang diharapkan.



3. Pengesahan SOP

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah di
rancang dan diperbaiki sesuai dengan konsultasi untuk disahkan oleh Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan agar SOP
pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan sebagai panduan Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari tahap Penerimaan
sampai tindak lanjut hasil pengaduan yang sah.

Dalam proses pengesahan SOP ini saya akan melibatkan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Sekretaris Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo dan Kepala Bidang Penaatan, Penataan,
Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kolaboratif).

Dalam proses Pengesahan ini saya akan menjaga hubungan
komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam setiap interaksi, baik
dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja selama proses koordinasi
(Harmonis). Dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling
mendukung, setiap proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Saya akan memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
disahkan dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan menjalankan
pengolalaan pengaduan sesuai dengan SOP vyang telah disahkan

(Berorientasi Pelayanan).



Hasil / Outputnya:

Lembar pengesahan SOP dan Dokumentasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

NDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
KAN LINGKUNGAN HIDUP.

Disahkan di Bungo pada tanggal 25 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

_Kabupaien B
2
/

Glyatno, S.Sos., M.SI
NIP. 197409111984031003

Menyetujui,
Kepsla Bidang P4LH Dinas Lingkungan

25 September 2025
Analisis dampak:

Jika saya tidak kolaboratif, proses pengesahan SOP dapat berjalan
tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat menyebabkan
adanya ketidaksepahaman, penolakan terhadap isi SOP, atau keterlambatan
dalam proses persetujuan. Tanpa kolaborasi yang baik, hasil akhir SOP
berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan dan sulit
diterapkan.

Jika saya tidak menerapkan nilai Harmonis, hubungan antarbidang
maupun dengan pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen bisa
terganggu. Kurangnya komunikasi yang baik dapat menimbulkan
kesalahpahaman, @ memperpanjang proses pengesahan, bahkan
menimbulkan konflik internal. Situasi seperti ini menghambat terciptanya

suasana kerja yang kondusif dan menurunkan efektivitas koordinasi.



Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, penyusunan dan
pengesahan SOP bisa dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa
memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Akibatnya, SOP yang disahkan
tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan
pengaduan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan melemahkan fungsi pengawasan lingkungan

hidup di daerah.



Nama
Kelompok
Angkatan
No. Absen
Instansi
Coach

Mentor

LAPORAN MINGGU KE - 2

: Gilang Asra Bilhadi, S.T.

13

: XIX

: A19.3.23

: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
: Retwando, S.Kom, M.Si

: Eka Riani, S.T.



Kegiatan 3 : Pembentukan Tim Terpadu untuk pengelolaan pengaduan

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tahap:

1. Penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Tim Terpadu
2. Konsultasi dengan mentor

3. Pengesahan SK tim terpadu

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Tim Terpadu

Dalam rangka mengoptimalisasi kegiatan pengelolaan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pada tahap ini saya
melakukan Penyusunan Surat Keputusan Tim Terpadu Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo. Sebagai pelaksana Pengelolaan Pengaduan
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten
Bungo.

Pada saat penyusunan saya dengan penuh tanggung jawab
memastikan Surat Keputusan (SK) sudah sesuai dengan tata naskah, tata
penulisan surat dan peraturan yang berlaku (Akuntabel).

Dalam proses penyusunan surat keputusan (SK) Saya akan
menggunakan pengetahuan dan keterampilan saya agar draft SK tersusun
secara tepat dan profesional (Kompeten).

Dalam proses penyusunan surat keputusan (SK) Saya akan
menyesuaikan isi SK dengan kebutuhan organisasi dan kondisi lapangan

agar surat keputusan yang dibuat dapat diterima dan diguanakan (Adaptif).



Hasil / Outputnya:

Draft Surat Keputusan Tim Terpadu dan Dokumentasi.

Emphasis Heading 1 Normal

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

J salan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Telp! Fax; ~6274731078 ihkab bungo@amai.com

jambi

HIDUP KABUPATEN BUNGO
nskah)

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ATAL PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BUNGO
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO,

-
Menimbang : a

Tanggal
Analisis dampak:

Jika Saya tidak Akuntabel, maka draft Surat Keputusan (SK) yang
disusun  berpotensi tidak sesuai aturan dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam
penetapan anggota tim, tumpang tindih kewenangan, bahkan penolakan
dokumen oleh pimpinan. Ketidakakuratan tersebut dapat memperlambat
pembentukan tim dan menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan
pengaduan.

Jika saya tidak Kompeten, penyusunan SK akan dilakukan tanpa
ketelitian dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur administrasi.
Akibatnya, terdapat kemungkinan kesalahan redaksional, data pegawai yang
tidak tepat, atau struktur tim yang tidak efektif. Kondisi ini mencerminkan
kurangnya profesionalisme dan dapat menurunkan kredibilitas pelaksana

kegiatan di mata pimpinan.



Jika saya tidak Adaptif, isi SK akan bersifat kaku dan tidak
menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi maupun kondisi lapangan. SK
yang tidak fleksibel terhadap dinamika tugas dan sumber daya yang tersedia
dapat menghambat koordinasi antarbidang serta pelaksanaan pengawasan
di lapangan. Akibatnya, tujuan pembentukan tim terpadu tidak tercapai

secara optimal.



2. Konsultasi dengan Mentor

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor
dan rekan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi,
menyesuaikan Surat Keputusan (SK) apakah sudah searah serta
memastikan keterlibatan mentor dan rekan kerja dalam memberikan
masukan.

Dalam proses konsultasi, saya membuka ruang diskusi bersama
pimpinan, Pejabat Fungsional, rekan kerja lainnya. Melalui kolaborasi ini,
setiap masukan dari tim dihargai sehingga mendapat masukan yang
konstruktif dan keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan
bersama (Kolaboratif).

Saya menunjukkan Komitmen penuh dalam menjalankan arahan
pimpinan serta mendukung penuh kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan. Loyalitas ini diwujudkan
dalam komitmen untuk melaksanakan program pengelolaan pengaduan
sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi (Loyal).

Saya menjaga komunikasi yang santun, sikap saling menghormati,
dan menjaga hubungan kerja yang baik antar rekan kerja. Dengan suasana
harmonis sehingga tercipta suasana konsultasi yang nyaman dan produktif

(Harmonis).



Hasil / Outputnya:

Catatan Konsultasi dan Dokumentasi.

Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses konsultasi dengan mentor akan
berjalan secara tertutup tanpa adanya kerja sama dan pertukaran ide.
Akibatnya, masukan penting dari mentor yang dapat memperbaiki dan
menyempurnakan draft SK bisa terabaikan. Hal ini berpotensi membuat SK
kurang tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan organisasi, sehingga
menurunkan kualitas hasil akhir.

Jika saya tidak Loyal, pelaksana kegiatan mungkin tidak
melaksanakan arahan pimpinan dengan sungguh-sungguh. Kurangnya
komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dapat menimbulkan hasil
kerja yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Selain itu, sikap tidak loyal
dapat mengurangi kepercayaan pimpinan dan menurunkan profesionalisme

ASN dalam melaksanakan tugas.



Jika saya tidak Harmonis, komunikasi selama konsultasi bisa menjadi
kaku, tidak terbuka, bahkan menimbulkan kesalahpahaman antara peserta
dan mentor. Ketidakharmonisan ini dapat membuat suasana konsultasi
menjadi tegang dan tidak produktif. Akibatnya, hasil diskusi tidak maksimal

dan proses penyempurnaan SK menjadi terhambat.



3. Pengesahan SK Tim Terpadu

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu yang sudah di
rancang dan diperbaiki sesuai dengan konsultasi untuk disahkan oleh Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan agar SK
Tim Terpadu sebagai petugas penyelenggara Pengelolaan Pengaduan
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari tahap
Penerimaan sampai tindak lanjut hasil pengaduan yang sah.

Dalam proses pengesahan SOP ini saya akan melibatkan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungodan Kepala Bidang Penaatan,
Penataan, Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kolaboratif).

Dalam proses Pengesahan ini saya akan membangun hubungan
komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam setiap interaksi, baik
dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja selama proses koordinasi
(Harmonis). Untuk mendukung kelancaran pengesahan Surat Keputusan
(SK).

Saya akan memastikan Surat Keputusan (SK) yang disahkan dapat
meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan Pelaksana pengolalaan
pengaduan sesuai dengan SK yang telah disahkan (Berorientasi

Pelayanan).



Hasil / Outputnya:

SK yang telah disahkan dan Dokumentasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
E e

Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses pengesahan SK dapat terhambat
karena kurangnya koordinasi dan keterlibatan pihak-pihak yang berwenang.
Ketidakterlibatan bidang terkait bisa menimbulkan miskomunikasi,
perbedaan persepsi, dan keterlambatan proses administrasi. Akibatnya,
pembentukan tim terpadu menjadi tidak efektif dan pelaksanaan kegiatan

pengawasan pengaduan tertunda.



Jika saya tidak Harmonis, hubungan antarpegawai dan antarbidang
dalam proses pengesahan dapat terganggu. Kurangnya rasa saling
menghormati dan komunikasi yang baik bisa memunculkan ketegangan,
bahkan konflik kecil di lingkungan kerja. Hal ini berdampak pada menurunnya
semangat kerja dan tidak terciptanya suasana koordinasi yang kondusif.

Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, proses pengesahan SK
hanya akan dipandang sebagai formalitas administratif tanpa memperhatikan
tujuan peningkatan kualitas layanan publik. SK yang disahkan mungkin tidak
mendukung pelaksanaan pengaduan secara efektif, sehingga masyarakat
tidak merasakan manfaat nyata dari keberadaan tim terpadu. Dampaknya,

kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup bisa menurun.



Kegiatan 4 : Pembuatan form pengaduan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

Tahap:

1. Pembuatan Form Pengaduan via google form
2. Pembuatan Akun WhatsApp Bisnis Khusus untuk Pengaduan
Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

3. Konsultasi dengan Mentor

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Pembuatan Form Pengaduan via google form

Dalam rangka mengoptimalisasi kegiatan pengelolaan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pada tahap ini saya
menyiapkan formulir online via google form yang bisa diakses menggunakan
gadget (gawai) baik melalui link ataupun bisa langsung dengan memindai
barcode yang disediakan dimana sebelumnya formulir pengaduan diisi jika
pengadu datang langsung ke kantor dinas lingkungan hidup atau dengan
menyurati ke dinas lingkungan hidup kabupaten bungo.

Pada saat pembuatan formulir pengaduan ini saya menyusun formulir
pengaduan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel).
Dimana pertanyaan yang disiapkan dalam formulir via google form sudah
menjawab semua kebutuhan dari pertanyaan petugas untuk mengisi data
pada formulir pengaduan pada lampiran | SOP.

Pada saat pembuatan formulir pengaduan ini saya akan
menggunakan kemampuan teknis saya agar masyarakat dapat

menggunakan formulir dengan mudah dan berjalan (Kompeten).



Pada saat pembuatan formulir pengaduan ini saya memastikan
pertanyaan pengisian formulir menyesuaikan dengan kebutuhan pengaduan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang beragam (Adaptif).
Hasil / Outputnya:

Screenshoot google form, barcode google form dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Akuntabel, form pengaduan yang disusun bisa
menjadi tidak jelas, tidak lengkap, dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini
dapat menyebabkan data pengaduan yang masuk tidak valid atau tidak

memenuhi kebutuhan verifikasi. Akibatnya, proses penanganan pengaduan



menjadi lambat, tidak tepat sasaran, serta mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan DLH.

Jika saya tidak Kompeten, form pengaduan mungkin disusun tanpa
memperhatikan aspek teknis dan kemudahan penggunaannya bagi
masyarakat. Form bisa menjadi terlalu rumit, tidak ramah bagi pengguna
awam, atau tidak sesuai standar informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini akan
menyulitkan masyarakat dalam melapor dan menurunkan efektivitas
mekanisme pengaduan.

Jika saya tidak Adaptif, form pengaduan berisiko tidak menyesuaikan
dengan variasi kasus pencemaran yang terjadi di lapangan. Form yang kaku
dan tidak fleksibel akan sulit menampung beragam jenis laporan dan data
pendukung yang dibutuhkan. Akibatnya, informasi yang diperoleh menjadi

tidak lengkap, dan tindak lanjut pengaduan menjadi tidak maksimal.



2. Pembuatan Akun WhatsApp Bisnis Khusus untuk Pengaduan
Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Dalam rangka mengoptimalisasi kegiatan pengelolaan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pada tahap ini saya
membuat akun WhatsApp Bisnis khusus untuk pengaduan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup kabupaten bungo. Akun WhatsApp
Bisnis ini akan digunakan oleh petugas penerima pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kabupaten bungo secara
online. Data dari google form akan dikelola dengan mengitegrasikan ke
spreadsheet cloud yang disiapkan kemudian di masukan kedalam formulir |
sesuai dengan SOP.

Pada saat saya membuat akun WhatsApp saya bekerja sama dengan
tim atau rekan kerja dalam menyiapkan akun WhatsApp yang terintegrasi
(Kolaboratif). Dengan memastikan bahwa akun WhatsApp dapat digunakan
dan berfungsi sebagaimana fungsinya yang diinginkan.

Pada saat saya membuat akun WhatsApp saya akan membangun
hubungan komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam setiap
interaksi, baik dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja selama proses
koordinasi dan pengelolaan akun WhatsApp Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Harmonis).

Saya akan memastikan Akun WhatsApp yang dibuat dapat
meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan pengaduan yang bisa

dilakukan lewat internet atau online (Berorientasi Pelayanan).



Hasil / Outputnya:
Screenshoot akun WhatsApp Bisnis Pengaduan Beserta Barcode kontak

pengaduan dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses penyiapan akun WhatsApp Bisnis
bisa berjalan tanpa koordinasi yang baik antaranggota tim. Akibatnya, terjadi
tumpang tindih tugas, ketidaksepahaman dalam pengaturan fitur, hingga
kesalahan teknis dalam pengelolaan akun. Kondisi ini dapat menghambat
efektivitas komunikasi dan menurunkan profesionalisme pelayanan
pengaduan.

Jika saya tidak Harmonis, hubungan antarpegawai dalam
pengelolaan akun bisa terganggu. Kurangnya komunikasi yang baik dapat
menimbulkan salah paham dalam pembagian tanggung jawab atau
penanganan pesan pengaduan. Akibatnya, suasana kerja menjadi kurang
kondusif dan respons terhadap masyarakat menjadi lambat karena

koordinasi tidak berjalan dengan baik.



Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, akun WhatsApp Bisnis yang
dibuat berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
Pengelola bisa menjadi kurang responsif terhadap pesan masyarakat,
bahkan informasi yang diberikan tidak jelas atau tidak ramah. Hal ini dapat
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup

serta menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani secara serius.



3. Konsultasi dengan Mentor

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor
dan rekan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dengan
menyesuaikan apakah formulir via google form dan pembuatan akun
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup sudah sesuai dengan yang dibutuhkan data isian formulir
pengaduan dugaan pencemaran pada form | di SOP.

Pada saat konsultasi Saya melibatkan mentor dan rekan kerja dalam
memberikan arahan dan penyempurnaan formulir serta media pengaduan
(Kolaboratif). Agar formulir pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

Saya menunjukkan Komitmen penuh dalam menjalankan arahan
pimpinan dan mentor serta mendukung penuh kebijakan Dinas Lingkungan
Hidup dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan. Loyalitas ini
diwujudkan dalam komitmen untuk melaksanakan program pengelolaan
pengaduan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi (Loyal).

Saya menjaga komunikasi yang santun, sikap saling menghormati,
dan menjaga hubungan kerja yang baik antar rekan kerja. Dengan suasana
harmonis sehingga tercipta suasana konsultasi yang nyaman, produktif dan

saling membangun (Harmonis).



Hasil / Outputnya:

Catatan Konsultasi dan Dokumentasi.

Gambar

Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses konsultasi dengan mentor akan
kehilangan arah dan manfaatnya. Tanpa keterlibatan aktif dan kerja sama,
masukan yang diberikan mentor bisa terabaikan, sehingga form dan media
pengaduan tidak mengalami penyempurnaan yang berarti. Hal ini dapat
mengakibatkan sistem pengaduan yang dibangun kurang efektif, tidak user-
friendly, dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Jika saya tidak Loyal, pelaksana kegiatan mungkin tidak menjalankan
arahan pimpinan maupun mentor dengan sungguh-sungguh. Kurangnya
komitmen ini dapat menyebabkan hasil akhir tidak sesuai dengan kebijakan
dan tujuan organisasi. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap arahan dapat
menimbulkan kesan kurang profesional dan mengurangi kepercayaan dari

atasan.



Jika saya tidak Harmonis, suasana konsultasi bisa menjadi tidak
nyaman dan komunikasi dengan mentor tidak berjalan baik. Sikap kurang
menghargai atau menutup diri terhadap masukan dapat menciptakan
ketegangan dan menurunkan kualitas diskusi. Akibatnya, proses
penyempurnaan form dan media pengaduan tidak optimal serta

menghambat tercapainya hasil yang diharapkan.
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Kegiatan 5 : Pembuatan infografis alur pengaduan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup.

Tahap:

1. Pembuatan infografis alur pengaduan
2. Konsultasi dengan Mentor

3. Pencetakan Infografis alur pengaduan

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Pembuatan Infografis alur pengaduan

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya membuat Infografis alur Pengelolaan Pengaduan
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Dimana infografis memuat alur
pengaduan dari penerimaan pengaduan sampai pada tindak lanjut hasil
pengaduan, infografis ini akan di tempatkan pada ruangan penerimaan tamu
sehingga setiap orang yang melakukan pengaduan mendapatkan informasi
mengenai alur pengaduan serta infografis berisikan tentang kontak
WhatsApp bisnis pelayanan pengaduan dan barcode pengaduan via online
jadi pengadu tinggal memindai barcode yang ada tanpa harus
menyampaikan ke petugas secara langsung.

Pada tahap ini saya membuat infografis yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenaran isi dan informasinya (Akuntabel).

Pada tahap ini saya menggunakan keterampilan desain dan

komunikasi agar infografis mudah dipahami masyarakat (Kompeten).



Pada tahap ini saya akan menyesuaikan desain infografis dengan
kebutuhan informasi yang jelas, ringkas, dan menarik (Adaptif).

Hasil / Outputnya:

Screenshoot infografis dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Akuntabel, infografis yang dibuat berisiko
mengandung informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Ketiadaan
verifikasi terhadap isi dan data dapat menimbulkan kesalahan persepsi di
masyarakat mengenai prosedur pengaduan. Akibatnya, kepercayaan publik
terhadap Dinas Lingkungan Hidup bisa menurun, dan pelayanan pengaduan
menjadi tidak efektif karena masyarakat tidak memahami alurnya dengan
benar.

Jika saya tidak Kompeten, infografis yang dihasilkan mungkin tidak
memiliki kualitas desain dan komunikasi yang baik. Informasi dapat tersaiji
dengan tata letak yang membingungkan, teks sulit dibaca, atau visual tidak

menarik. Hal ini membuat pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan



dengan jelas, sehingga tujuan utama publikasi yakni memberikan
pemahaman mudah kepada masyarakat tidak tercapai.

Jika saya tidak Adaptif, desain infografis akan menjadi kaku dan tidak
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan media
komunikasi. Infografis yang tidak mengikuti tren visual maupun kebutuhan
penyebaran informasi digital akan cepat usang dan kurang diminati.
Dampaknya, media sosialisasi menjadi tidak efektif dalam mendukung

peningkatan pelayanan pengaduan lingkungan hidup.



2. Konsultasi dengan Mentor

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait dengan
infografis pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup kabupaten bungo yang dibuat dan informasi apa saja yang
perlu ditambahkan agar sesauai dengan kebutuhan pengelolaan pengaduan.

Pada saat konsultasi Saya melibatkan mentor dan rekan kerja dalam
memberikan arahan dan penyempurnaan Infografis alur Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
(Kolaboratif). Agar Infografis Pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup sudah sesuai dengan yang
dibutuhkan.

Saya menunjukkan Komitmen penuh dalam menjalankan arahan
pimpinan dan mentor serta mendukung penuh kebijakan Dinas Lingkungan
Hidup dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan. Loyalitas ini
diwujudkan dalam komitmen untuk melaksanakan program pengelolaan
pengaduan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi (Loyal).

Saya menjaga komunikasi yang santun, sikap saling menghormati,
dan menjaga hubungan kerja yang baik antar rekan kerja. Dengan suasana
harmonis sehingga tercipta suasana konsultasi yang nyaman, produktif dan

saling membangun (Harmonis).



Hasil / Outputnya:

Catatan Konsultasi dan Dokumentasi.

Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses konsultasi dengan mentor akan
berjalan tidak efektif karena kurangnya keterbukaan dan kerja sama.
Masukan berharga dari mentor mengenai konten dan tampilan infografis bisa
diabaikan, sehingga hasil akhirnya tidak maksimal. Infografis yang dihasilkan
mungkin tidak sesuai dengan standar komunikasi publik dan gagal menarik
perhatian masyarakat.

Jika saya tidak Loyal, pelaksana kegiatan dapat menunjukkan sikap
kurang patuh terhadap arahan atau kebijakan pimpinan. Hal ini dapat
menyebabkan hasil desain tidak sesuai dengan visi dan pedoman instansi,
bahkan menimbulkan kesan kurang profesional. Kurangnya loyalitas juga
bisa menurunkan kepercayaan atasan terhadap tanggung jawab ASN dalam

menjalankan tugasnya.



Jika saya tidak Harmonis, komunikasi dengan mentor bisa menjadi
tegang dan tidak kondusif. Sikap kurang menghargai pendapat atau tidak
mau menerima kritik dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman.
Akibatnya, konsultasi tidak berjalan lancar dan penyempurnaan infografis
menjadi terhambat, sehingga tujuan peningkatan kualitas media sosialisasi
tidak tercapai. Akibatnya, konsultasi tidak berjalan lancar dan
penyempurnaan infografis menjadi terhambat, sehingga tujuan peningkatan

kualitas media sosialisasi tidak tercapai.



Pencetakan Infografis alur pengaduan

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya mencetak infografis pengelolaan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menjadi banner
dengan ukuran panjang x lebar = 150 x 50 cm yang akan dipajang atau
ditempatkan di ruang penerimaan tamu, agar pengadu yang akan
melaporkan dugaan pencemaran cukup mengisi formulir via online dengan
memindai barcode yang telah disediakan di banner tersebut.

Pada saat saya mencetak banner saya bekerja sama dengan pihak
terkait dalam proses pencetakan dan pemasangan infografis (Kolaboratif).
Dengan memastikan bahwa banner infografis alur yang di cetak sudah
sesuai dengan kebutuhan dan dipasang sesuai dengan yang direncanakan
sesaui dengan hasil konsultasi .

Pada saat saya membuat akun WhatsApp saya akan membangun
hubungan komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam setiap
interaksi, baik dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja selama proses
koordinasi dan pengelolaan akun WhatsApp Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Harmonis).

Saya akan memastikan Akun WhatsApp yang dibuat dapat
meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan pengaduan yang bisa

dilakukan lewat internet atau online (Berorientasi Pelayanan).



Hasil / Outputnya:

Infografis yang disetujui dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses pencetakan dan pemasangan
infografis bisa berjalan tidak terkoordinasi dengan baik. Ketidakterlibatan
pihak-pihak terkait, seperti rekan kerja atau vendor percetakan, dapat
menyebabkan kesalahan teknis seperti ukuran yang tidak sesuai, kualitas
cetak rendah, atau lokasi pemasangan yang tidak strategis. Akibatnya, hasil
akhir infografis tidak optimal dan tujuan penyebaran informasi menjadi tidak
tercapai.

Jika saya tidak Harmonis, kerja sama antarpegawai dalam proses
pemasangan dapat terganggu. Kurangnya komunikasi dan rasa saling
menghargai bisa menimbulkan gesekan antaranggota tim, yang berdampak
pada suasana kerja tidak kondusif. Hal ini dapat menyebabkan

keterlambatan pemasangan infografis dan menurunkan semangat kerja tim.



Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, pencetakan dan
pemasangan infografis hanya akan menjadi kegiatan administratif tanpa
memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat. Infografis mungkin tidak
ditempatkan di lokasi yang mudah diakses publik atau isinya tidak informatif.
Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang jelas tentang

alur pengaduan, dan tujuan peningkatan pelayanan publik tidak tercapai.
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Kegiatan 6 : Pelaksanaan Sosialisasi SOP kepada Tim Terpadu.

Tahap:

1. Menyusun Materi Sosialisasi
2. Membuat undangan

3. Melakukan Pelaksanaan Sosialisasi

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Menyusun Materi Sosialisasi

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya menyusun materi sosialisasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup kabupeten bungo dangan menggunakan
microsoft power point. Materi yang disusun berisi ringkasan dari SOP yang
dan menjelaskan ruang lingkup dari SOP itu sendiri.

Pada saat saya menyusun materi sosialisasi saya menyusun materi
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel). Dengan materi
yang sudah sesuai dengan isi SOP pengelolaan pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pada saat saya menyusun materi sosialisasi saya menggungakan
kemampuan teknis saya agar materi yang dipresentasikan mudah untuk
dimengerti (Kompeten).

Pada saat saya menyusun materi sosialisasi saya menyesuaikan
materi sesuai dengan kebutuhan dari tim terpadu dan kondisi keadaan di

kantor dinas lingkungan hidup kabupaten bungo (Adaptif).



Hasil / Outputnya:

Screenshoot PPT dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:
Jika saya tidak Akuntabel, materi sosialisasi yang disusun berpotensi
mengandung informasi yang tidak valid, tidak sesuai regulasi, atau tidak
dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi
dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan SOP di lapangan. Dampaknya,
proses pengawasan pengaduan menjadi tidak konsisten, dan kredibilitas
pelaksana kegiatan menurun di mata peserta sosialisasi maupun pimpinan.
Jika saya tidak Kompeten, penyusunan materi sosialisasi tidak akan
dilakukan dengan ketelitian dan kemampuan teknis yang memadai. Materi
bisa menjadi terlalu rumit, tidak sistematis, atau sulit dipahami oleh peserta.
Akibatnya, sosialisasi tidak berjalan efektif karena pesan yang ingin
disampaikan tidak terserap dengan baik, sehingga tujuan peningkatan

pemahaman Tim Terpadu terhadap SOP tidak tercapai.



Jika saya tidak Adaptif, materi sosialisasi akan bersifat kaku dan tidak
disesuaikan dengan kebutuhan peserta maupun kondisi lapangan yang
beragam. Materi yang tidak relevan dengan situasi aktual akan membuat
peserta kehilangan minat dan merasa kegiatan tidak bermanfaat. Kondisi ini
dapat mengurangi efektivitas sosialisasi serta menghambat implementasi

SOP di lapangan.



2. Membuat undangan

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya membuat undangan sosialisasi SOP dengan
memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam pembuatan surat undangan online
yang di verifikasi oleh atasan yaitu kapala bidang penaatan, penataan,
perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan ditandatangani oleh
bapak kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bungo.

Selama membuat undangan sosialisasi saya akan melibatkan senior
atau rekan kerja dalam pembuatan surat undangan agar sudah sesuai
dengan format surat undangan yang berlaku dan juga pihak pihak lain dalam
pendistribusian surat undangan (Kolaboratif).

Selama membuat undangan sosialisasi saya menunjukkan Komitmen
penuh dalam menjalankan arahan pimpinan dan mentor serta mendukung
penuh kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan pengaduan. Loyalitas ini diwujudkan dalam komitmen untuk
melaksanakan program pengelolaan pengaduan sesuai visi, misi, dan tujuan
organisasi (Loyal).

Pada saat saya membuat undangan sosialisasi saya akan
membangun hubungan komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam
setiap interaksi, baik dengan mentor, atasan, maupun rekan kerja selama
proses koordinasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan

Lingkungan Hidup (Harmonis).



Hasil / Outputnya:

Undangan dan Dokumentasi.
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Gambar

Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses penyusunan dan distribusi
undangan dapat berjalan tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini
dapat menyebabkan kesalahan dalam daftar penerima undangan, waktu

pelaksanaan yang tidak tersampaikan dengan jelas, atau keterlambatan



penyebaran informasi. Akibatnya, kehadiran peserta sosialisasi bisa
berkurang dan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif.

Jika saya tidak Loyal, pelaksana kegiatan mungkin tidak
melaksanakan arahan pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Kurangnya
komitmen dapat menyebabkan pekerjaan dilakukan asal-asalan, seperti
undangan tidak sesuai format resmi atau distribusinya tidak tepat waktu. Hal
ini dapat mencerminkan rendahnya disiplin kerja dan menurunkan
kepercayaan pimpinan terhadap kinerja pegawai.

Jika saya tidak Harmonis, komunikasi dengan peserta undangan bisa
menjadi tidak lancar dan menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, peserta
tidak mendapatkan informasi yang lengkap atau merasa kurang dihargai
karena pendekatan yang kurang sopan. Kondisi ini dapat menimbulkan
ketidaknyamanan, mengganggu hubungan antarpegawai, serta menurunkan

antusiasme peserta dalam menghadiri kegiatan sosialisasi.



3. Melakukan Pelaksanaan Sosialisasi

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi standar
operasional prosedur (SOP) pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup kabupaten bungo di ruang aula kantor
dinas lingkungan hidup kabupaten bungo dengan memaparkan materi yang
sudah siapkan.

Selama sosialisasi berlangsung saya memastikan sosialisasi memberi
manfaat kepada tim terpadu (Berorientasi Pelayanan), menjelaskan
tentang tata cara pengelolaan pengaduan tahapan dan juga seluruh formulir
yang digunakan.

Selama sosialisasi berlangsung saya bekerja sama dengan Tim
Terpadu agar sosialisasi berjalan efektif (Kolaboratif). Dengan aktif meminta
feedback atas apa yang disampaikan dan membuka diskusi terkait
pengelolaan dari pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.

Selama sosialisasi saya membangun hubungan komunikasi yang baik
dan saling menghargai dalam setiap interaksi, baik dengan mentor, atasan,
maupun rekan kerja (Harmonis) agar susana sosialisasi nyaman dan saling

menghargai.



Hasil / Outputnya:

Daftar Hadir Sosialisasi dan Dokumentasi.
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Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, kegiatan sosialisasi bisa
kehilangan tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat dan pemahaman
yang jelas kepada peserta. Materi mungkin disampaikan secara formalitas
tanpa memperhatikan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta.
Akibatnya, tujuan peningkatan pengetahuan dan implementasi SOP di
lapangan tidak tercapai, sehingga pelayanan publik dalam pengelolaan
pengaduan tetap berjalan lambat dan tidak efektif.

Jika saya tidak Kolaboratif, pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan
secara individual tanpa koordinasi dengan anggota Tim Terpadu. Hal ini
dapat menimbulkan tumpang tindih tugas, kurangnya dukungan teknis, dan
tidak adanya sinergi antaranggota tim. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan
menjadi tidak efisien, dan hasil sosialisasi tidak dapat diterapkan secara

menyeluruh oleh seluruh tim.



Jika saya tidak Harmonis, suasana sosialisasi dapat menjadi tegang
dan kurang kondusif. Kurangnya rasa saling menghargai dan empati dalam
berinteraksi dengan peserta dapat menurunkan semangat partisipasi.
Peserta mungkin enggan bertanya, berdiskusi, atau memberikan masukan.
Akhirnya, sosialisasi hanya menjadi Kkegiatan seremonial tanpa
menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kerja sama yang

berkelanjutan antaranggota tim.
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Kegiatan 7 : Pelaksanaan umpan balik pengaduan.

Tahap:

1. Membuat instrumen umpan balik
2. Pelaksanaan umpan balik

3. Mengolah data umpan balik

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Membuat instrumen umpan balik

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan umpan balik kemasyarakat
atau pelapor atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. Umpan balik yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
kepuasan dari masyarakat atau pelapor sebarapa berguna dan mudah
diaksesnya pengaduan yang dilakukan serta saran saran untuk kemajuan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup agar
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup dapat terus diperbaiki dan disempurnakan.

Dalam membuat instrumen umpan balik saya membuat instrumen
umpan balik secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai
dengan kebutuhan pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup (Akuntabel).

Dalam membuat instrumen umpan balik saya menyusun instrumen
dengan mengutamakan ketepatan isi, relevansi indikator, serta

memperhatikan kaidah ilmiah (Kompeten).



Dalam membuat instrumen umpan balik saya menyesuaikan
instrumen dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondisi
lingkungan yang dinamis (Adaptif).

Hasil / Outputnya:

Screenshoot google form umpan balik dan Dokumentasi.
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Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Akuntabel, maka instrumen umpan balik yang dibuat
bisa menjadi tidak transparan, tidak valid, dan sulit dipertanggungjawabkan.
Ketidakjelasan tujuan serta isi instrumen dapat menimbulkan keraguan
terhadap hasil yang diperoleh, bahkan bisa menyebabkan bias dalam
pengambilan keputusan tindak lanjut pengaduan. Akibatnya, kepercayaan
masyarakat terhadap mekanisme pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup
bisa menurun karena hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Jika saya tidak Kompeten, penyusunan instrumen dapat dilakukan
tanpa memperhatikan ketepatan indikator dan kaidah ilmiah yang
seharusnya digunakan. Hal ini dapat menyebabkan pertanyaan dalam

instrumen tidak relevan, tidak sistematis, atau sulit dipahami oleh responden.



Dampaknya, data yang terkumpul menjadi tidak akurat dan tidak dapat
digunakan sebagai dasar evaluasi yang efektif dalam peningkatan kinerja
pelayanan pengaduan.

Jika saya tidak Adaptif, instrumen umpan balik dapat menjadi kaku
dan tidak menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta
perubahan kondisi lingkungan. Akibatnya, data yang diperoleh menjadi
kurang relevan terhadap permasalahan aktual di lapangan. Hal ini dapat
menghambat upaya perbaikan berkelanjutan karena hasil umpan balik tidak
menggambarkan situasi dan tantangan terbaru dalam pengelolaan

pengaduan lingkungan hidup.



2. Pelaksanaan umpan balik

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan umpan balik kemasyarakat
atau pelapor atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. Umpan balik yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
kepuasan dari masyarakat atau pelapor sebarapa berguna dan mudah
diaksesnya pengaduan yang dilakukan serta saran saran untuk kemajuan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup agar
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup dapat terus diperbaiki dan disempurnakan.

Pada saat pelaksanaan umpan balik saya melaksanakan
pengumpulan umpan balik dengan ramah, responsif, dan memudahkan
masyarakat (Berorientasi Pelayanan). Umpan balik yang diberikan dalam
bentuk link google form sehingga masyarakat mudah mengakses dan bisa
melakakun umpan balik dimana saja berada.

Pada saat pelaksanaan umpan balik saya akan menjaga komunikasi
yang baik dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang saling
menghargai (Harmonis).

Pada saat pelaksanaan umpan balik saya akan bekerja sama dengan
rekan kerja lintas bidang untuk memastikan pelaksanaan umpan balik

berjalan lancar (Kolaboratif).



Hasil / Outputnya:

Data Umpan Balik dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, proses pengumpulan umpan
balik dapat dilakukan tanpa memperhatikan kenyamanan dan kemudahan
masyarakat. Petugas mungkin bersikap kurang ramah, tidak responsif, atau
tidak menyediakan sarana yang mudah diakses. Akibatnya, masyarakat

enggan memberikan masukan, tingkat partisipasi menurun, dan kualitas data



umpan balik menjadi rendah. Hal ini berpotensi menghambat perbaikan
pelayanan pengaduan karena tidak tersedianya masukan yang representatif.

Jika saya tidak Harmonis, komunikasi antara petugas dan
masyarakat bisa terganggu. Kurangnya sikap menghargai dan empati dalam
berinteraksi dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan ketegangan
antara kedua pihak. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap Dinas
Lingkungan Hidup menurun dan citra pelayanan publik menjadi negatif,
karena masyarakat merasa pendapatnya tidak dihargai dengan baik.

Jika saya tidak Kolaboratif, pelaksanaan umpan balik dapat berjalan
secara parsial tanpa kerja sama antarbidang. Kurangnya koordinasi dapat
menyebabkan duplikasi pekerjaan, keterlambatan pengumpulan data, dan
hasil umpan balik yang tidak terintegrasi. Akibatnya, tindak lanjut terhadap
masukan masyarakat menjadi lambat dan tidak tepat sasaran, sehingga
efektivitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup menurun secara

keseluruhan.



3. Mengolah data umpan balik

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan umpan balik kemasyarakat
atau pelapor atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. Kemudian melakukan pengolahan data umpan balik tersebut
sehingga data tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup kabupaten bungo.

Pada saat mengolah data umpan balik saya akan mengolah data
secara objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan
(Akuntabel). Sesuai dengan hasil survey umpan balik yang didapat melalui
google form

Pada saat mengolah data umpan balik saya akan menjalankan
pengolahan data dengan penuh kesetiaan terhadap tugas saya selaku PPLH
dan tanggung jawab saya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hidup
(Loyal).

Pada saat mengolah data umpan balik saya akan menyajikan hasil
pengolahan data dalam bentuk laporan yang mudah dipahami dan

bermanfaat bagi pengambilan keputusan (Berorientasi Pelayanan).



Hasil / Outputnya:

Pongolahan data umpan balik dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Akuntabel, proses pengolahan data umpan balik
berpotensi dilakukan tanpa kejujuran dan tanggung jawab yang memadai.
Data bisa dimanipulasi, disusun tanpa verifikasi, atau tidak sesuai dengan
kondisi lapangan sebenarnya. Akibatnya, laporan yang dihasilkan tidak dapat

dipercaya dan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini



bukan hanya merugikan instansi, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas
Dinas Lingkungan Hidup di mata publik.

Jika saya tidak Loyal, pegawai mungkin tidak menunjukkan kesetiaan
terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pengolahan data bisa
dilakukan secara asal-asalan, tanpa memperhatikan standar dan arahan
pimpinan. Dampaknya, kualitas laporan menurun, hasil kerja tidak
mencerminkan dedikasi terhadap instansi, serta menimbulkan kesan kurang
profesional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, laporan hasil pengolahan
data bisa disusun tanpa mempertimbangkan kemudahan pemahaman dan
manfaat bagi pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan mungkin
terlalu teknis, tidak komunikatif, atau bahkan tidak digunakan untuk
perbaikan layanan. Akibatnya, proses tindak lanjut terhadap pengaduan
menjadi tidak efektif, dan masyarakat merasa suaranya tidak memberikan

dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Kegiatan 8 : Pelaksanaan Evaluasi.

Tahap:

1. Membuat instrumen evaluasi
2. Pelaksanaan pengisian instrumen evaluasi

3. Mengolah data evaluasi

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Membuat instrumen evaluasi

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan evaluasi atas pengololaan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
akan dibagi menjadi dua yaitu pertama evaluasi yang dilakukan oleh tim
terpadu dan kedua evaluasi perbandingan waktu pengelolaan pengaduan
sebelum dan setelah terhadap pengaduan yang diterima setelah SOP
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup diberlakukan dan dilaksanakan.

Pada saat saya membuat instrumen ini saya akan menyusun
instrumen evaluasi sesuai menggunakan survey dari tim terpadu untuk
memberikan pendapat terhadap pengelolaan pengaduan sesuai dengan
keadaan sekarang (Kompeten).

Pada saat saya membuat instrumen ini saya akan memastikan
instrumen sesuai tujuan evaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan

(Akuntabel).



Pada saat saya membuat instrumen ini saya akan melibatkan tim
dalam penyusunan instrumen agar lebih komprehensif (Kolaboratif).
Hasil / Outputnya:

Screenshoot Google form evaluasi dan Dokumentasi.
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Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Kompeten, instrumen evaluasi yang disusun bisa
menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan metode yang
seharusnya digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan pertanyaan atau
indikator evaluasi menjadi tidak relevan, sulit dipahami, atau tidak mampu
menggambarkan kinerja secara objektif. Dampaknya, hasil evaluasi menjadi
tidak valid dan tidak dapat dijadikan dasar perbaikan sistem pengelolaan
pengaduan di masa mendatang.

Jika saya tidak Akuntabel diabaikan, penyusunan instrumen bisa
dilakukan tanpa memperhatikan kejelasan tujuan dan tanggung jawab
terhadap hasilnya. Data yang diperoleh dari instrumen yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dapat menimbulkan kesalahan dalam penilaian

kinerja serta menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu,



kurangnya akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan pimpinan dan tim
terhadap integritas pelaksana kegiatan.

Jika saya tidak Kolaboratif, proses penyusunan instrumen dapat
dilakukan secara individual tanpa melibatkan anggota tim lain. Kurangnya
kerja sama ini berpotensi menyebabkan instrumen yang dihasilkan tidak
mencakup seluruh aspek penting dari proses pengelolaan pengaduan.
Akibatnya, hasil evaluasi menjadi sempit, kurang komprehensif, dan tidak
mampu memberikan gambaran menyeluruh untuk perbaikan layanan

lingkungan hidup.



2. Pelaksanaan pengisian instrumen evaluasi

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan evaluasi atas pengololaan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
akan dibagi menjadi dua yaitu pertama evaluasi yang dilakukan oleh tim
terpadu dan kedua evaluasi perbandingan waktu pengelolaan pengaduan
sebelum dan setelah terhadap pengaduan yang diterima setelah SOP
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup diberlakukan dan dilaksanakan.

Pada saat pengisian instrumen saya memastikan bahwa pengisian
instrumen membantu peningkatan kualitas pengelolaan pegaduan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Berorientasi
Pelayanan).

Pada saat pelaksanaan pengisian evauasi saya menjaga komunikasi
yang baik dengan rekan kerja atau tim terpadu agar tercipta hubungan yang
saling menghargai (Harmonis).

Pada saat pelaksanaan pengisian evaluasi saya menyesuaikan

proses evaluasi dengan kondisi responden (Adaptif).



Hasil / Outputnya:

Data Survey Evaluasi dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:



Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, kegiatan pengisian
instrumen evaluasi dapat dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa
memperhatikan manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan.
Responden mungkin tidak dilibatkan dengan baik, pertanyaan dijawab
secara asal, dan hasil evaluasi tidak dimanfaatkan untuk perbaikan nyata.
Akibatnya, proses evaluasi kehilangan esensi dan tidak memberikan
kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan.

Jika saya tidak Harmonis, suasana selama pelaksanaan evaluasi
bisa menjadi tegang dan tidak kondusif. Kurangnya sikap saling menghargai
antara pelaksana dan responden dapat menimbulkan ketidaknyamanan,
sehingga responden enggan memberikan jawaban jujur atau terbuka. Hal ini
berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat dan menurunkan kualitas
hasil evaluasi secara keseluruhan.

Jika saya tidak Adaptif, pelaksana kegiatan bisa bersikap kaku dalam
menghadapi perbedaan kondisi atau karakteristik responden. Misalnya, tidak
menyesuaikan metode pengisian bagi responden dengan keterbatasan
waktu atau akses. Akibatnya, partisipasi menurun, data menjadi tidak
lengkap, dan hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi lapangan yang

sebenarnya.



3. Mengolah data evaluasi

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melaksanakan kegiatan evaluasi atas pengololaan
pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
akan dibagi menjadi dua yaitu pertama evaluasi yang dilakukan oleh tim
terpadu dan kedua evaluasi perbandingan waktu pengelolaan pengaduan
sebelum dan setelah terhadap pengaduan yang diterima setelah SOP
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup diberlakukan dan dilaksanakan.

Pada saat pengeloahan data evaluasi saya akan melaksanakan
pengolahan data sesuai arahan dan kewajiban (Loyal).

Pada saat pengeloahan data evaluasi saya akan menggunakan
keterampilan teknis dalam mengolah data secara akurat (Kompeten).

Pada saat pengeloahan data evaluasi saya menyesuaikan metode
pengolahan data dengan kebutuhan laporan (Adaptif). Pengeloahan
evaluasi dilakukan dengan dua metode yang pertama survey evaluasi dari
rekan kerja/tim terpadu dan perbandingan waktu pengelolaan pengaduan
sebelum dan setelah terhadap pengaduan yang diterima setelah SOP
pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup diberlakukan dan dilaksanakan.



Hasil / Outputnya:

Laporan Hasil Evaluasi dan Dokumentasi.

Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Loyal, pegawai mungkin tidak melaksanakan
pengolahan data sesuai arahan dan tanggung jawab yang diberikan.
Kurangnya komitmen terhadap tugas dapat menyebabkan proses
pengolahan dilakukan secara asal-asalan atau tidak sesuai prosedur.
Dampaknya, hasil laporan menjadi tidak akurat, tidak dapat
dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan kurangnya dedikasi terhadap
instansi serta tugas yang diemban.

Jika saya tidak Kompeten, pengolahan data bisa dilakukan tanpa
keterampilan teknis yang memadai. Kesalahan dalam input, analisis, atau
interpretasi data dapat terjadi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang
keliru. Hal ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang salah,
serta menurunkan kualitas laporan evaluasi yang seharusnya menjadi dasar

perbaikan kinerja pengelolaan pengaduan.



Jika saya tidak Adaptif, metode pengolahan data mungkin tidak
disesuaikan dengan kebutuhan laporan atau perkembangan teknologi yang
ada. Akibatnya, hasil pengolahan menjadi kaku, tidak efisien, dan sulit
digunakan sebagai bahan analisis lanjutan. Ketidakmampuan menyesuaikan
diri terhadap perubahan ini dapat menghambat efektivitas evaluasi serta
mengurangi kecepatan penyampaian hasil kepada pimpinan dan pihak

terkait.
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Kegiatan 9 : Pembuatan Laporan.

Tahap:

1. Menyusun laporan draft
2. Melakukan Konsultasi Draft Laporan Akhir

3. Menyampaikan laporan akhir kepada pimpinan

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan:

1.

Menyusun laporan draft

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya menyusun laporan akhir kepada pimpinan
menjelaskan kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama aktualisasi dari
kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor sampai kegiatan ke
delapan yaitu tahapan evaluasi. Laporan akhir berbentuk surat seperti nota
dinas dan akan dilampirkan ringkasan kegiatan yang dilakukan.

Dalam rangka penyusunan draft laporan akhir ini kepada pimpinan
saya menyusun laporan secara valid sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
selama kegiatan aktualisasi secara lengkap dan dapat dipertanggung
jawabkan (Akuntabel).

Dalam rangka penyusunan draft laporan akhir ini kepada pimpinan
saya menggunakan kemampuan menganalisis dan menulis untuk
menghasilkan laporan akhir yang baik (Kompeten). Sehingga laporan

mudah untuk dimengerti dan dibaca oleh pimpinan.



Dalam rangka penyusunan draft laporan akhir ini kepada pimpinan
saya menyesuaikan format laporan dengan ketentuan yang berlaku
(Adaptif).

Hasil / Outputnya:

Draft Laporan Akhir dan Dokumentasi.

[ PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

@ DINAS LINGKUNGAN HIDUP

) ton R Tharr Kogamsan R T oupaonCaran Pries o
Talp! Fae: +6274731078 Emall: Inkab bunded@omeall com

LAPORAN AKHIR
AKTUALISASI PEDULISOP

1 i Nobupacen Bunga

Gambar

Analisis dampak:
Jika saya tidak Akuntabel, laporan yang disusun dapat menjadi tidak

valid, tidak lengkap, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya.



Ketidaktepatan data, penghilangan informasi penting, atau penyajian hasil
tanpa dasar yang jelas dapat menurunkan kredibilitas laporan. Akibatnya,
pimpinan dan pihak terkait tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai
capaian kegiatan, serta dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas
pelaksana tugas.

Jika saya tidak Kompeten, kemampuan analisis dan penulisan yang
kurang baik dapat mengakibatkan laporan disusun tanpa struktur yang jelas
dan sulit dipahami. Kesalahan dalam menganalisis data atau
menginterpretasikan hasil kegiatan juga dapat menyebabkan kesimpulan
yang tidak tepat. Hal ini berpotensi mengurangi nilai manfaat laporan serta
menurunkan kepercayaan pimpinan terhadap profesionalitas pegawai.

Jika saya tidak Adaptif, laporan yang dibuat mungkin tidak sesuai
dengan ketentuan format atau pedoman terbaru yang berlaku di instansi.
Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan
dapat menyebabkan laporan ditolak untuk disahkan atau memerlukan revisi
berulang. Dampaknya, waktu penyelesaian menjadi lebih lama dan efisiensi
kerja menurun, sehingga hasil kegiatan tidak dapat segera dimanfaatkan

secara optimal.



2. Melakukan konsultasi draft laporan akhir

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait
penulisan laporan ahkhir aktualisasi PEDULI-SOP dengan memaparkan
seluruh kegiatan darai kegiatan pertama konsultasi sampai kegiatan ke
delapan yaitu tahapan evaluasi.

Pada tahap pengumpulan data hasil penyusunan ini saya menerima
masukan dari mentor dan pimpinan untuk menyempurnakan isi laporan agar
lebih berkualitas dan relevan terhadap kegiatan aktualisasi di kantor dinas
lingkungan hidup kabupaten bungo (Kompeten).

Pada tahap pengumpulan data hasil penyusunan ini saya
menyesuaikan laporan berdasarkan saran dan kondisi yang muncul selama
proses konsultasi dengan dimanika kegiatan yang dilakukan selama
aktualisasi (Adaptif).

Pada tahap pengumpulan data hasil penyusunan ini saya memastikan
laporan akhir menjadi dokumen yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas
pelayanan publik di bidang pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup kabupaten bungo (Berorientasi

Pelayanan).



Hasil / Outputnya:

Catatan Konsultasi dan Dokumentasi.

Exa i,
NIP 197211182005012008

Gambar
Analisis dampak:

Jika saya tidak Kompeten, proses pengumpulan data dapat dilakukan
tanpa mengikuti prosedur yang benar dan tanpa memahami kebutuhan
laporan. Hal ini dapat mengakibatkan data yang dikumpulkan tidak akurat,
tidak relevan, atau bahkan tidak lengkap. Akibatnya, laporan yang dihasilkan
menjadi lemah secara substansi dan tidak dapat dijadikan dasar
pertimbangan yang valid dalam evaluasi maupun pengambilan keputusan.

Jika saya tidak Adaptif, pelaksana kegiatan mungkin tidak mampu
menyesuaikan metode pengumpulan data dengan perubahan kondisi di
lapangan, seperti jadwal kegiatan, ketersediaan narasumber, atau format
dokumen. Ketidakmampuan beradaptasi ini dapat menyebabkan
keterlambatan dalam pengumpulan data dan hilangnya informasi penting.
Hal tersebut berdampak pada ketidakteraturan alur kerja serta penurunan

kualitas hasil laporan.



Jika saya tidak Berorientasi Pelayanan, pengumpulan data bisa
dilakukan tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi peningkatan mutu
pelayanan publik. Pegawai mungkin hanya sekadar melengkapi kewajiban
administrasi tanpa memastikan data yang diperoleh benar-benar mendukung
perbaikan sistem pengaduan. Akibatnya, hasil laporan menjadi tidak
berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan

efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.



3. Menyampaikan laporan akhir kepada pimpinan

Dalam rangka pengoptimalisasian Pengelolaan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, saya menyampaikan laporan akhir kepada pimpinan
dalam bentuk surat laporan yang akan menjelaskan kegiatan apa saja yang
telah dilakukan selama aktualisasi dari kegiatan pertama yaitu konsultasi
dengan mentor sampai kegiatan ke delapan yaitu tahapan evaluasi. Laporan
akhir berbentuk surat seperti nota dinas dan akan dilampirkan ringkasan
kegiatan yang dilakukan.

Pada kegiatan penyampaian laporan akhir kepada pimpinan saya
bekerja sama dengan pihak terkait yaitu kepala dinas lingkungan hidup
kabupaten bungo dan atasan kepala bidang yang membidangi bidang
penaatan, penataan, perlidungan serta pengelolaan lingkungan hidup
(Kolaboratif).

Pada kegiatan penyampaian laporan akhir kepada pimpinan saya
melaksanakan kewajiban saya menyampaikan laporan sebagai bentuk
tanggung jawab kepada kelapa dinas lingkungan hidup kabupaten bungo
selaku pimpinan (Loyal).

Pada kegiatan penyampaian laporan akhir kepada pimpinan saya
menjaga komunikasi dengan baik selama kegiatan aktualisasi berlangsung
sehingga dalam proses penyampaian laporan akhir kegiatan aktualisasi
berjalan lancar (Harmonis).

Hasil / Outputnya:

Laporan Ahir yang disahkan dan Dokumentasi.
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Analisis dampak:

Jika saya tidak Kolaboratif, proses penyampaian laporan kepada
pimpinan dapat mengalami hambatan akibat kurangnya kerja sama dengan
pihak-pihak terkait, seperti staf administrasi, tim teknis, atau sekretariat.
Tanpa koordinasi yang baik, berkas laporan bisa tertunda untuk diperiksa
atau disahkan. Akibatnya, proses tindak lanjut hasil kegiatan menjadi lambat,
dan capaian aktualisasi tidak dapat segera dimanfaatkan sebagai bahan

perbaikan layanan pengaduan.



Jika saya tidak Loyal, pegawai mungkin tidak menjalankan kewajiban
penyampaian laporan dengan penuh tanggung jawab. Laporan dapat
diserahkan secara terlambat, tidak lengkap, atau bahkan tanpa melalui
mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan rendahnya
kedisiplinan dan komitmen terhadap tugas, serta dapat menimbulkan
persepsi negatif terhadap kinerja dan integritas pegawai di mata pimpinan.

Jika saya tidak Harmonis, komunikasi antara penyusun laporan dan
pimpinan bisa menjadi kurang baik atau bahkan menimbulkan
kesalahpahaman. Kurangnya sikap saling menghargai dalam proses
penyampaian laporan dapat menciptakan ketegangan dan menurunkan
efektivitas koordinasi. Dampaknya, suasana kerja menjadi tidak kondusif dan
semangat kerja tim berpotensi menurun, yang pada akhirnya dapat

menghambat penyelesaian kegiatan secara menyeluruh.



Kegiatan 1: Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan
optimalisasi pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup melalui penyusunan standar
operasional prosedur (SOP)

Tahap 1.1: Menyiapkan Bahan Konsultasi
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2020 Nomor 1144).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.USE/Db/2020 tentang
Spesiikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
(Revisi2)

Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-2/BM2007 tentang Pemeriksaan
Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant) Buku 2 Pemeriksaan
Kelaikan Operasi.

Manual Konstuksi dan Bangunan Nomor 002/BM/2010 tentang Pemeriksaan
Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (Batching Plant).

4. Istilah dan Definisi

o

e

Asphalt Mixing Plant, selanjutnya disebut AMP adalah suatu unit mesin atau
peralatan yang digunakan untuk memproduksi material campuran antara aspal
dengan material agregat.
Batching Piant adalah seperangkat peralatan untuk memproduksi campuran beton
semen atau cement concrete.
Narasumber adalah orang yang memiiki kompetensi untuk dapat memberikan
informasi atas substansi yang diinginkan.
Pemiik AMP konstruksi yang

AMP nya untuk pekerjaan konstruksi jalan dan

jembatan.

Pemeriksaan Kelaikan Operasi Peralatan AMP adalah pemerisaan kondisi tiap
komponen peralatan AMP, apakah kondisinya secara teknis baik atau rusak,
sehingga dapat dismpulkan laik operasi untuk dioperasikan.

Sertifikat Laik Operasi AMP adalah Surat Keterangan yang memberikan pemyataan
bahwa peralatan seperti tercantum dalam sertficat tersebut dalam keadaan laik
operasi setelah melalui pemeriksaan teknis kondisi peralatan yang bersangkutan
seperti pemeriksaan kelengkapan komponen peralatan dan kondisi peralatan, yang
pemeriksaannya diakukan oleh satu tim pemeriksa.

1pa izin tertulis dari
DireMorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum e P
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Apabia pada pemerisaan tahap | masih terdapat kerusakan pada bagian atau
komponennya, maka kerusakan tersebut harus segera diatasi (diperbaiki) agar bisa
dilanjutkan ke pemeriksaan tahap II.

Kondisi peralatan pencampur aspal panas secara umum dinyatakan baik (pada
kesimpulan pemerisaan peralatan pencampur aspal panas kondisitidak dihidupkan)
spabilaheall pemerk san peds serua komponen yang dperksa iseh dnyateken

M I Konstruksi . 001-2/BM/2007, Bagian

4.1angka 1)
Tahap Il adalah yang dalam keadaan
, artinya i komponen yang bergerak atau bisa

digerakkan apabila mesin penggerak dhidupkan dapat diperksa atau diji
pergerakannya misalnya pintu pengeluaran pada pugmil, penutup pintu pada cold
bin. Komponenkomponen yang bergerak atau hidup tersebut diperksa apakah
pergerakannya baik dan lancar (normal) atau tidak lancar (tidak normal), misalnya
putaran rantai pada hot elevator. Ada kemungkinan juga sama sekali tidak bisa
dihidupkan atau tidak bisa digerakkan.
Pada pemerisaan tahap Il ini peralatan pencampur aspal panas (AMP) dinidupkan
sesuai dengan fungsinya.
Apabila pada pemeriksaan tahap Il terdapat bagian atau komponen yang tidak bisa
dihidupkan atau digerakkan atau hidupnyaigerakannya tidak lancar karena ada
sesuatu yang tidak baik atau rusak, maka bagian atau komponen yang bersangkutan
harus segera diperbaiki sampai bagian atau komponen tersebut bisa dinidupkan/
digerakkan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Apabila semua komponen yang
telah diperisa telah dinyatakan baik/lancar dan semua sumber daya cukup, maka
pada kesimpuian pemerksaan peralatan pencampur aspal panas (AMP) kondisi
dihidupkan dapat disimpulkan cukup. (Manual Konstruksi dan Bangunan No. 001-
2/BMI2007, Bagian 4.1 angka 2).
Pemeriksaan Tahap Ill adalsh pemeriksaan yang diaksanakan setelah pada
pemeriksaan tahap Il peralatan pencampur aspal panas atau AMP tersebut
dinyatakan kondisinya baik dan dapat dianjutkan untuk pemeriksaan tahap Il yaitu
pemerksomn felojoken dan pemerkssan lellien opermil ik capel
produk aspal panas tersebut, yaitu
campuran aspal panas (hot mix) yang memenuhi persyaratan operasi.

tanpa izin
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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9. TimPemeriksa adalah tim yang dbentuk oleh Kepala BalaiBesar/Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional, bertujuan untuk melakukan pemerisaan fisik peralatan AMP.

Ketentuan Umum

a. Tim Pemerksa dbentuk dengan Surat Keputusan Kepala Balai BesarBalai
Pelaksanaan Jalan Nasional, beranggotakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
Tenaga yang ahii di bidang ing Plant dan sekurang-ku 1 (satu)
orang Tenaga yang ahii di bidang laboratorium jalan dan jembatan. Tim Pemeriksa
dibentuk di setiap Provinsi di Lingkungan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional.

b. Persyaratan dan Tugas Tim Pemerksa yaitu:

1) Ada dari Tenaga Ahii yang menguasai bidang komputerisasi AMP/Batching
Plant.

2) Anggota Tim Pemeriksa harus mengikuti pelatihan pemeriksaan peralatan dan
laboratorium yang diselenggarakan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional. (Dapat surat keterangan telah mengikuti pelatinan).

3) Tugas tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kelaikan operasi Asphalt Mixing
Plant (AMP)/Batching Plant.

c. Tahapan Pemeriksaan Kelaikan Operasi Peralatan AMP terdiri dari
1) Tahap|, dil npor it pencampur aspal

panas (AMP) dengan kondisi tidak hidup.

2) Pemeriksaan Tahap I, dilakukan atas komponen Peralatan unit pencampur
aspal panas (AMP) dengan kondisi dinidupkan.

3) Pemerisaan Tahap I, kelakan operasi Peralatan unit pencampur aspal panas
(AMP) dalam kondisi produksi (beroperasi).

d. Pemeriksaan Tahap | adalah pemeriksaan yang diaksanakan terhadap kondisi
teknis semua bagian atau komponen peralatan AMP, di mana peralatannya dalam
keadaan tidak dihidupkan.

Kondisi teknis dimaksud antara lain misainya dinding hot elevator ada yang keropos,

sobek atau berlubang, aus, patah, dial timbangan kacanya pecah, ada bagian yang

tidak lengkap misainya bucket efevator ada yang tidak terpasang atau sama sekaii
tidak ada, serta kerusakan-kerusakan lain sejenisnya.

Dilarang memperbanysk sebv-uhusduumszdokm\enhlvlmwuisdln
Direktorat Jenderal Bing Marga, Umum
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g. Tahapan Pemeriksaan Kelakan Operasi Peralatan Produksi Campuran Beton

Semen terdiri dari:

1) Tahap |, yang terhad: i tekni bagian
atau komponen peralatan, dimana pefnlawmyu dalam keadaan tidak
dihidupkan. Kondisi teknis dimaksud antara lain misalnya dinding silo, sobek
atau berlubang, aus, patah, pecah, ada bagian yang tidak lengkap atau sama
sekall fidak ada, serta kenusakan-kerusakan lsin scjenisnya. Apaba pada

| masih
maka kerusakan tersebut harus segera diatasi sampai baik agar pemeriksaan
bisa dilanjutian ke pemerisaan tahap II.
2 Tahapll, peralatan dinidupkan,

artinya semua bagian atau komponen yang bergerak atau bisa digerakkan
apabila mesin penggerak dihidupkan dapat diperiksa atau diuji pergerakannya

temasuk mesin sendii. Kq K yang bergerak
atau hidup tersebut iperksa apakah pergerakannya baik dan lancar (norma,
atau tidak lancar (tidak normal), sekalitidak bisa dif

atau tidak bisa digerakkan. Pemeriksaan tahap Il ini dilaksanakan apabia pada
pemeriksaan tahap | peralatan produksi campuran beton semen atau Batching
Plant tersebut telah dinyatakan kondisinya baik dan boleh dilanjutkan untuk

pemerisaantanapll.
h. Masa adalah 2 (dua) tahun sejak
tejadi pemi lokasi ing Plant atau ing Plant yang

‘mengalami overhaul selama berlakunya Sertifikat Laik Operasi.

i, Semua bahan yang diperukan untuk pelaksanaan pemeriksaan kelaikan operasi

antara lain bahan bakar, tenaga kerja, aspal, agregat, bahan pengisi dan lainnya

harus disediakan dan menjadi tanggung jawab pemilikipengusul.

Ketentuan Pemeriksaan Kelaikan Produksi antara lain:

1) Pemerisaan kelaikan produksi dilakukan khusus tetadap peralatan yang telah
memiiki Sertifiat Laik Operasi dan digunakan oleh kontraktor yang terikat
kontrak dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2}, Proses pemerkssan belslhan produua sk sansken seausl dengen kelerien

produksi peralatan
sebagaimana diatur dalam spesifikasi

g memperbany ok sebagian st sluuh s dokumen tarpa i teris dar
Dirckiceat enders e Marga Umum
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Plant

3) Sertfikat Kelaikan Operasi ing Plant tidak sert
pemilik ing Plant dari syarat-syarat saat ing
Plant akan dipergunakan urtuk produksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

4) Kewenangan penetapan lak produksi ditentukan oleh pengguna produk .
AMP/Batching Plan, sedangkan laik operasi dtetapkan oleh BEPIN/BPIN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
dimana AMPIBatching Plant tersebut berada. S e g

k Kepala Balai Besar/Balai benvenang menerbitkan Sertifiat Laik Operasi bag T T
peralatan AMP/Batching Plant atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa. L
I.  Ketentuan penetapan Laik Produksi antara lain: €. Tahapen Keglstan
1) Penetapan Laik Produksi oleh Per Jasa (PPK) dilakukan 3. Igentias SOP
peralatan AMP/Batching Plant yang telah menilki Sertifikat Lak Operasi dan
digunakan oleh Kontraktor yang terikat kontrak dengan Direktorat Jenderal Bina m o éss:w {
Marga. T AR W i P AR AT DIAMKANOLEN | CIREKTUR JEHDERALBINA UARDA
2) Proses Pemeriksaan Kelaikan Produksi diaksanakan sesuai dengan ketentuan SIRENTORAT IENDERAL Bl virar
mutu dan produksi yang di dalam spesifikasi.

Wers Unk Pelateans
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it e 5 Tinin 32 Srang e Mg s e P Ui
2
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Sarng e perhanahcebgan 43S oluentangaln s ga¢
DireMora:Jenderi Eina Marga, Remerme 4an Pe e (3an Umum dan Perumanan Rakat

memperbanyak sebagian atau sekuruh isi dokumen tanpa izin terulis dari
Direktorst Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyst
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N HIDUP DAN KEHUTANAN
A

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR ?

REPUBLIK INDONESIA
MENLEK/SETJEN/SET.1/3/2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

6

a
b.

bahwa untuk dan

hidup dan hutan, setiap orang mempunyai hak dan
peran untuk melalukan pengaduan skibat dugaan

dan/atau hidup

dan/atau perusakan hutan;

bahwa untuk dan

hidup dan hutan, pemerintah bertugas dan berwenang
dan kebijakan

pengelolaan pengaduan;

bahwa peran serta dalam

memantau linglungan hidup dan hutan diperlukan
kebjakan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari
peningkatan pelayanan publik;
bahwa
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ¢, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) dan
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
dan L Hidup,

11

Pengaduan dapat disampaiken sesusi dengan format
formulir pengadusn atau berisi informasi yang
dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Format formulir pengaduan sebagaimana pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BABV
PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Tahapan Pengelolaan Pengaduan

Pasal 11
Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:
penerimaan;
penelashan;
verifikasi;

<
d

1)

@2

perumusan lsporan hasil; dan
tindal lanjut hasil pengaduan.

Bagian Kedua
Penerimasn

Pasal 12
Dalam hal pengaduan disampaikan langsung secars lisan
kepada petugas, pengadu mengisi formulir pengaduan.
Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
membutuhken bantusn khusus karena keterbatasannya,
petugas formulir
Dalam hal pengmdusn disampaikan lengsung secara
tertulis kepada petugas, pengadu melengkapi informasi
sesuai dengan formulir pengaduan.
Dalam hal pengaduan disampeikan secara tidak
langsung melalui media pengacuan berupa telepon atau
pesan singkat, petugas menuangkan kedslam formulir
pengaduan

-10-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman integrasi data
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BABIV
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pasal 10
(1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi
Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak

langsune.
(2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayst (1) dilskuken dengan mendatang  dan

kepada
Pengaduan atau Pos Pengaduan
(3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Media Pengaduan.
(4 Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berupa:
telepon;
faksimili;
surat;
surat elektronilc
website;
‘media sosial;
pesan singkat;
aplikasi pengaduan; atau
media lainnya sesuai dengan perkembangan
teknologi.
(5) Pengaduan paling sedikit memuat informasi:
a. identitas pengadu berupa nama, slamat, nomor
telepon yang bisa dihubungi atau email;
lokasi kejadian;
dugaan sumber atau penyebab;
waktu, ursian kejadian dan dampak yang dirasakan.
penyelesaian yang diinginkan; dan
informasi  pengaduan pemsh atau belum
ke Instansi Jawab.

Foome ao o

3

meoae
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() Dalam hal pengaduan secara tidek langsung melalui
media pengaduan berupa surat, surat elektronik, media
sosial, faksimili, atau splikasi pengaduan tidak peru

di dalam formulir

Pasal 13
Pengaduan dinyataken lengkep dalem hal seluruh
informasi sebagrimana dimaksud dalem Pasal 10 ayat (5)
terpenuhi.
(2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas
‘mencatat pengaduan ke dalam bula: Register Pengaduan.
(3) Petugas memberikan Tanda Terima Pengaduan stau
nomor register pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kegja
sejak informasi pengaduan dinyatakan lengkap.
Bulu Register Pengaduan dan Tanda Terima Pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayst (2) den ayat (3]
tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratwan

(

4

Menteri ini
Pasal 14

Dalam hal pengaduan konflik tenurial kawasan hutan nstansi

Jawab kepada tim

pengelolaan konflik tenurial kawssan hutan dalam jangka
waktu paling lambat 5 (ims) heri kerja sejak pengmduan
dinyatakan lengksp.

Pasal 15

(1) Dalam hal pengaduan belum lengksp, petugas
‘melakukan klarifilasi kepada pengadu untul melengkai
informasi pengaduan sebagaimena dimalsud dalam
Pasal 10 ayat (5 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
pengaduan diterima.

(2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terewati namun pengadu belum melengkapi informasi




3)

“)

5)

2

)

3)

2

(&)

“
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Petugas menyampaikan pemberitshuan melalui surat
atau website pengaduan tidak diregistrasi dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] kepada
pengadu.

Format tidak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidake dari Peraturan Menteri i

Dalam hal tidak i

dimaksud dalam ayat (2] pengadu dapat menyampaikan
kembali pengaduan yang sama dengan informasi
lengkap.

Pasal 16
Dalam hal Instansi Penanggung Jawab tidak mengelola
pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
pengaduan  dinyatakan lengkap, pengadu dapat
kepada Instansi
Jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerintahan
yang lebih tingsi wajib melakukan pengelolaan
Ppengaduan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga.
Penelaahan Materi Pengaduan

Pasal 17
Dalam hal pengaduan telah diregistrasi, dilakukan
telashan terhadap informasi pengaduan.
Hasil telashan berupa kategori dan usulan rekomendasi
kepada pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung
Jawab.
Hasil telashan berupa kategori sebagaimana dimaksud
Ppada ayat (2) terdiri atas:
a  pengaduan di bidang linglungan hidup;
b. pengaduan di bidang kehutanan;

15

b, pemeriksaan lspangan, meliputi

1. sk lapangen; dan

2. ddcumen terkait lainnya di lapangan
Ketentuan lebih lanjut mengensi pedoman verifikasi
pengaduan sebagaimana dimsksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20
Dalam hal  kegistan verifikasi telsh memperoleh
pada i dapat

langsung merumuskan laporan hasil.
Dalam hal kegatan verifikasi belum memperoleh

pada verifikasi
dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.
Dalam hal i dengan
lapangan, hasil pemeriksaan lapangan dituangken dalam
Berita Acara Verifikasi Pengacuan
Format Berita Acara Verifikasi Pengaduan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
yang tidak terpi dari Peraturan Menteri ini

Pasal 21

Verifikasi dilalukan oleh:

a Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) hidup untuk
Kementerian;

b. Pengawas Lingkungan Hidup Daersh (PLHD) untuk
pengaduan linglangan hidup di instansi linglamngan
hidup di provinsi dan kabupaten;

¢ Aparatur Sipil Negara (ASN) ymng ditunjuk oleh
Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai
dengan  kewenangannys dslam  hal instansi
lingkungan hidup belum memiliki PLH atau PLHD;
atau

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh
Menteri, gubemur atau kepala kesatuan pengelolaan
hutan sesusi dengan kewenangannya, dalam
‘mengelola pengaduan dalam bidang kehutanan;

4

2]

@
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(
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c. pengaduan di bidang linglungan hidup dan
kehutanan; atau

d.  bukan hidup d:

Hasil telashan berupa rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] berupa:

a.  pelaksanaan verifikasi pengaduan;

b. pelimpahan pengrduan kepada bagian/bidang, urit
kexja atau anter Instansi Penanggung Jawab; atau

c. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait

Pasal 18
Dalam  hal
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3] hwuf a, huruf b, dan
huruf ¢, dan kewenangan berada pada instansi penerima
maka dilakuken verifikasi pengaduan sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 17 ayat (4) huruf a.

Dalam hal il
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3] huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, den kewenangan bulan berada pada instansi
penerima maka dildkukan pelimpahan pengaduan
kepada bagian/bidang, unit kerja atau hstansi
Penanggung Jawsb sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (4) hurufb.

pengaduan  lingkungan hidup dan  kehutanan
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 17 ayat (3] hurufd,
pengaduan  diteruskan  kepada  instansi terkit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf ¢

Bagian Keempat
Verifikasi Pengaduan

Pasal 19

Untuk verifikasi dilakoukan kegiatan:

a inistrasi, meliputi
dokumen perizinan dan/atau permintaan data atau
informasi yane diperhukan dari unit kerja lain, atau
pihak lain yang dianggap relevan;

-16-

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d yang
dapat ditunjuk melalatkan verifikasi wajib memenuhi
kriteria sebagai berilat:

a.  bekega pada unit yang tugas dan fungsinya terkait

dengan:

1) linglmgan hidup untuk  pengelolaan
pengaduan di bidang lingaungan hidup;

2 untuk @

bidang kehutanan; atau
b. pemsh mengkuti pendidikan dan pelatihan teknis
di bidang lingkungen hidup atau kehutanan

Pasal 22
Untuk membuktikan kebenaran atas pengadusn,
pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) berwenane:
a. melakuken pemeriksaan sesusi dengan data
atau dokumen lai terkait;
b. meminta keterangan;
©. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;
d. memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang
diverifikasi;
e. memotret atau membuat rekaman audio visual;

f  mengambil sampel sesusi dengan lketentuan
peraturan perundang-undangan;

g memeriksa peralatan; dan

h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
Pelaksana verifikasi selaku Pengawas Linglungan Hidup
/Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huwruf a dan hwuf b,
tertentu.

Pasal 23
Dalam hal pelaku ussha dan/atau kegiatan mencegah,
menghalang-halangi, menolak, atau menggagalkan



=)

2)

(&)

5)

2)

3

)

3)

1)

s

pelaksanaan tugas  verifikasi lapangan, pelaksana
verifikasi membuat Berita Acara Penolakan Verifikasi
Format Berita Acara Penolakan Verifikasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidale terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan

Pasal 24
Pelaksana verifikasi  wajib membuat laporan hasil
verifikasi pengaduan yang telah dilaksanakan

Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampeiken kepada pejabat pemberi tugas pada
Instansi Penanggung Jawab,

Laporan hasil verifikasi peling sedikit memuat:

a  latar belakang dan tujuan verifikasi;
b.  analisis data hasil verifikasi;
¢ analisis yuridis;
d. kesimpulan dan saran; den

lampiran
Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
berupa keterangan:

& pengaduan terbukti; atau

b.  pengaduan tidak terbukti.

Dalam hal pengadusn terbukti, usulan rekomendasi

dapat berupa:

&  penerspan sanksi administrasi;

b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau
kehutanan di luar pengadilan atau melahui
pengadilan;

. penegakan hulum pidana;

d. pelimpshan kepada bagian/bidang, unit kerja atau
antar instansi penanggung jawab; dan/atau

e pelimpshan pengaduan kepada instansi terkait
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Dalam hal pejabat pemberi tugas pada Instansi
Jawab tidak ng meni

laporan hasil, pejsbat pemberi tugas sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) menyampaikan rekomendasi

tindak lanjut kepada unit kerja lain atau instansi terkait

yang berwenang menindaldanjuti hasil.

Pejabat  pemberi  tugas  menyampaikan surat
pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu.

Pasal 26

Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari
penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut
laporan hasil pengaduan dilaksanakan paling lambat 30
(tiga pulub) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan
lengkap.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk waktu yang diperhukan dalam pelaksanaan wji
laboratarium.

Dalam hal jangka waktu pengelolaan pengaduan
sebagaimana dimeksud pada ayat (1] membutuhkan
karena wi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2, petugas
menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu beserta

alasannya.

BAB VI
KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT

Pasal 27
Pengadu berhak mendapathan informasi mengenai:
N atau status

b, laporan hasil pengaduan; dan

¢ tindsk lanjut hasil pengaduan.
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(6) Dalam hal pengaduan tidak terbukti namun ditermukan
pelanggaran lain, pelaksana verifikasi memberikan
usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud peda ayat
&l

(7) Dalam hal dan tidak

lain,

selesai.

(8) Format laparan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9) Lampiran laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:

. Berita Acara Verifikasi Pengaduan;

b. Berita Acara Penolakan Verifikasi dalam hal terjadi
penolakan verifikasi;

c. Berita Acara Penyershan Sampel dalam hal
dilakukan pengambilan sampel;

d. Berita Acara Pengambilan Foto atau Video; dan/atau

. Bukti lain yang mendukung antara lain: dokumen
perizinan, Amdal, peta, dokumen tata ussha layu,
hasil laboratorium, laporan pengelolaan dan
pemantauan linglungan dan sebagainya.

(10) Format Berita Acara Pengambilan Sampel sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf ¢ sebagaimana dalam
Lampiran VI yang bagian tidak

dari Peraturan Menteri ini.

(11) Format Berita Acara Pengambilan Foto atau Video
sebagaimana dimalsud pada ayat (9) huruf d
sebagaimana dalam Lempiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahlan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Hasil Pengaduan
Pasal 25

(1) Pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung Jawab
g juti laporan hasil

22

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlalu pada tangeal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Marev 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

td

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

‘WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 621

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNARYA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR ?.22/MENLEK/ SETJEN/SET.1/3/2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
PERUSAKAN HUTAN

FOMAT FORMULIR PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN
Pada bari ini tangsal bulan tabun puleal WIE,
A ... yang bertands tangan di bawah int
A. Identitas Pengadn
1. Nama

2. Alamat

5. Mo

B. Loksai Kejadian
Alamat

C. Dugsan Sumber atan Penyebab
1. Jenis Kesistan (fka e

diketakui)
2. Nama

Kegistan
dan/atau usabs (fka
diketakui)

D. Waktn dan Ursian Kejadian

1. Waktu diketshuirya pencemaran dan stau perusskan lingkungan
dan/atau pensakan hutan:

Ursian Kajadian:

3. Dampsk yang dirssakan akibst pencemaran dan stau perusaken
linghungan dan/atau perusakan hutan:

LR

HOMCR £ 23AENLI LD/ 51. 1732007
e

TATR CARR PENGELOLARN FENGADUAN DUGRAMN FENCEMARAN
DRIRTRY

DAN/ATAU  FERUSAKAN  LNGKUNGAN KIDUP
FERUSKERN HUTAN

'FORMAT BUKU REGISTER FERGADUAR

S o ]
oneg | L I% ramn [ e | ke [ FEUEN [ seis | umien | FETOCS
Fenrimens | Pegaés et | dm P |
sainan revs gengon asinya
et smwER icmmGRr oo D
ERMUTRN REPELIE NDONE A
- .
mn i e

E. Penyelesaian yang Diinginkan

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

Nama Irstarsi Tanggal/Bulan /Tabun
i
2
x
Penerima Fengaduan Pengadu
Nama lengkap petuges Namalengkap pengadu
Jsbatan: .

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
wd wd
KRISNARYA SITUNUEBATA
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LAMPIRAN IT
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR ». 22/MENLEK/SETJEN/SET.1/3/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN ~ PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
PERUSAKAN HUTAN
FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN DIREGISTRASI
No. Registrasi:
Pada hari ini tangeal bulan tahun puladl
WIB, di ... yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Identitaa Penerima Pengaduan
i i

1. Nama
2. Alamet Kantor

5. Jabatan .
telsh menerima Pengaduan yang disampaikan oleh
B. Identitaa Pengadu

1. Nama

2. Alamat

5. Notalp
4. Ewsil/Fax (jkaada)
& dengan doloumen:

Penerima Pengaduan : Pengadu
Nama lengkap petugss. Nama lengkap pengadu
Jsbatan:
Salinan sesuai dengan aslinya. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
5 ttd

KRISNA RYA SITI NURBAYA
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR P .22/MENLEK/ SETJEN/SET.1/3/2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU

PERUSAKAN HUTAN
FORNAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN TIDAXK DIREGISTRAS]
L. Pada tangal . Petugas menerima pengaduan lingkungan hidup den
kehutsnan yang disjuksn oleh Sdr/ Sdri Pengsdu:
Toma
Alamat
Usaha
danjatan
| Kegiatan
2. Pads tenggsl Petuges telsh meminta Pengadu untuk melengkapi

substensi pengedusn sesuai dengan informesi pengaduan sebsgaimana distur delem
Peraturan benteri ini

3. Dalam jengks welkts ysng ditentuksn, pengsdu belum melengkapi substensi
pengadusn sehagsimsns diminta.

@ Bak

Pengaduen Tidak Diregistrasi
Catatam:
L. Pemberitahusn ini tidsk menutup kemungkinen Rengsdu untuk kembali
mengsdulian hal yang sams, namun dengan substansi ysng lengksp sehagaimesna
2. Dalam hal Pengadu kembali mengsjuksn pengadusn pemcemersn den/stau
perusakan linglungen hidup den/atsu perusaken hutem, pengelolasn pengadusn
dilskukan mula dazi tahap swal.

Tempat, Tanggel Bulsn Tshun

TFermgne
Salman sesuai dengan asknga. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

d. .
SRR SITI NURBAYA
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Pelaks snaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketabui
dan dil sleh pik i dan/atau kegiatan :
1. Nama

Jabatan
2. Nama

Jabatan

Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibust dengan

Pelaksana verifikasi tanda tangan
£
2.
s

Penanggung jawsb tanda tangan
usaha dan/atau kegistan

Saksi-saksi:
1. Nama
Pekerjaan
Alamat
™

2. Nama
Pekerjaan
Alamat

Pekerjaan
Alamat

| Disecusikan dengsn cbyek: pmgsdusn

“| Yang dimsksud dengen kegistan sdalah semua kegistan yong dilskukan selama melakukan
verifikesi lapangen.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA,

td. d

KRISNA RYA SITI NURBAYA
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR P. 22/MENLEK/SETJEN/ SET.1/3/2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
PERUSAKAN HUTAN

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

tanggal on} tabun
. kami yang bertanda tangan di bawab ini:

telah melakokan verifikasi pengaduan terbadap dugsan:

1. Pokok I

2. Media yang tercemar frusak*|
Lokasi/Tempat
3. Sumber
Nama kegiatan /usaba
Jenis
Alamat

melalui kegiatan sebagai berikut : |
1
2
s,

Dari verifikasi tersebut di atas telsh ditemukan fakta-fakta sebagai beriloat :
1
%
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LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

MENLHK/ SETJEN/S)

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
PERUSAKAN HUTAN

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
jam, » kami yang bertands tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama ..
pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh :
1

menolak

Nama
Pangkat/Gol.
Jabatan

No. PLH/PLHD*
Instansi

Nama
Pangkat/Gol

Jabatan
No. PLH/PLED
Instansi

3. dst

Penolakan dilalukan dengan alasan sebagsi berilat
1
2
3

Demikian Pernyataan Pendlakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penanggung jawab usaha/ kegiatan® tanda tangan
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Pelaksana Verifikasi tanda tangan
=
2
3

Saksi-Saksi :

Pekerjaan

Tanda Tangan :

2. Nama

Pekerjaan
Alamat

Tanda Tangan :
3. ast

*|  Dikosongkan jika penanggung jawsb usaba dan/stan kegistan menolsk tanda
tangan.

Sélinan sesuidangen aslzrion MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
“d ted
CRISNA RYA SITI NURBAYA
33

E. RIWAYAT KETAATAN
Informasi yang ditusngkan meliputi rekam jejak kegiatan ussha spaksh
pemnsh dikensken sanksi administrasi, penegakan hukum perdata
dan/atau penegakan hulaum pidana;

F. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
Informasi yeng difuangkan merupskan ringkesan ateu tentang hasil
verifikasi pengaduen yang disertsi dengan usulan lengkah tindak lanjut
penanganan kasus.

G. LAMPIRAN
Susunan lampiran:
1. Salinan data
Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium,
peta lokasi, peta kerusakan, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.
2. Berita Acara

Informasi tambahan/penunjang

a Dacumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan,
AMDAL. penunjulan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan
RKU, RKT, IPPKH, [UPHHK-HA/HT/RE, IPK, Pelepasan kawasan
hutan dll.

b. Informasi tambshan berupa dolkumen yang diperoleh selama
melalukan verifkasi, misalnya hasil pemantauan mendini (self
monitoringj, laporan RKL-RPL atau UKL-UPL, laporan hasil produksi,
laporan mutasi kayu bulat, faktur sngkutan keyu bulat surat
keterangan asal usul kayu dll.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
td
ted
SITI NURBAYA
KRISNA RYA
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR . 22/MENLEK/SETJEN/SET .1/3/2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
PERUSAKAN HUTAN

FORMAT LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN

A PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang
latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksenakennya verifikasi
terhadap kasus dan/atau i hidup
dan/atau perusakan hutan

©

Twjuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupekan informasi tentang tyjuen
dilaksanakannys verifikasi terhadep pengadusn lasus pencemaran
dan/atau ‘hidup dan/atau atan

B. KEGIATAN LAPANGAN
Kegiatan yang dilakulkan tim selema melakukan verifikasi di lapangan.

C. FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN
Informasi yang ditusnglan merupakan informasi tentang fakta den temuan
selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data
pendulamenya.

D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN
Informasi yang dituanglan merupaken informasi hasil analisis fakta dan
temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan
di bidang linglungan hidup dan kehutanan.

-3
LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR P. 22/MENLEK/SETJEN/ SET.1/3/2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
PERUSAKAN HUTAN

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hariini, ....ooooooooceoee
pukaul,

yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Jabatan

Tanda Tangan :

2. Nama
Jabatan
Tanda Tangan :

3. Nama
Jabatan
Tanda Tangan

Masing-masing dari Kantor L Hidup dan
dan

telah Sampel di lokasi

Uraian singkat pengambilan sampel sebagai berikut:
1. Sampel yang diambil:

2. Deskripsi Sampel:

Metoda
Kode | Jenis . .| Parameter
No. | Sampel | Sampel | Semplng/ | Lokasi Ui Keterangan
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3. Keterangan lain

Pengambilan Sampel disaksikan dan diketahui deh pihak penangeung jawab
ussha dan/atau kegiatan

1. Nama E
Jabatan
Alamat

Tanda Tangan :

2. Nama
Jabatan
Alamat

Tanda Tangan :

Demikian  Berita  Acara  Pengambilan  Sampel  pada lokmsi
dan  sekitamya

dibuat dengan sebenar-benarnys.
Yang mengambil sampel, tanda tangan

Pekerjaan

Tanda Tangan:

Pekerjaan

Tanda Tangan:

Salinan sesuai dengan aclinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ted.

KRISNARYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ted.

SITI NURBAYA



Tahap 1.2: Melakukan Konsultasi dengan mentor

CATATAN KONSULTASI
Nama : Glang Asra Bilhadi
NIF - 18880000 202504 1 002

No.absen  :A18.3.23
UnitKerja @ Dinas Lingxungan Hidup Kabupaten Bungo
Mentar : Eka Riani, ST.

Pada hari 92163 tanggal 33 September 2025, Says melakukan kansultasi dengan
mentor ter«alt palaksenasn aktuslisasi yang diaksanakan pade mase habltuasl,

Csatatan konsuitasl

-S0F0 Awsesvawan onq‘aﬂ Rucarvean J‘Q“u.m) foraaisican

?ﬂm}:é-.om
~ Nae Dwes Van @Vk't‘. ka |pppans Dmas

: P éo"ﬁ'”' g
- ""'lﬁh\ \(&fﬁ ‘\\mfﬂ\ ALt N

s VAW
s Aew Aarcajetatiean

Bunge, *Saptember 2025
Mentor

"

e

Eka Riani, S.T.
NIP. 197211192005012004




Tahap 1.3: Pembuatan Nota Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

g Jalan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telp! Fax: +6274731078 Email: Ihkab. bungoi@gmail .com

NOTA DINAS
Kepada :  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Dari :  Gilang Asra Bilhadi, 5.T.
Tanggal - 25 September 2025
Momor - B-500.9.14 2/35/1X/P4LH/2025
Sifat . Biasa
Hal :  Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penerapan Rancangan Aktualizasi Latsar
CPMNS Tahun 2025

Bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Dasar Kegiatan : 1. Surat dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
Bukittinggi Momor. 800.2/676/PPSDM-BKT tanggal 17 lJuli 2025
tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS anghkatan 3 s.d
40 tahun 2025.
2. Surat dari Puzat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
Bukittinggi Nomor. 800.2/288/PPSDM-BKT tanggal 12 Agustus 2025
tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS 3 s.d
40 tahun 2025.
2. Maksud dan : Untuk menjalankan tugas rancangan aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2025
Tujuan dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
danfatau Perusakan Lingkungan Hidup (PEDULI} Melalui Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo.

3. Waktu dan ;22 September 2025 5.d 31 Oktober 2025, pada Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Kabupaten Bungo
Kegiatan

4. Peserta : Mama : Gilang Asra Bilhadi, 5.T.
Melaksanakan NIP : 19990909 202504 1 002
Tugas Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

5. Hasil yang : meningkatnya efektivitas pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dicapai danfatau perusakan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bungo
6. Penutup : Demikian disampaikan kepada Bapak dan diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Giyatno, 5.50s., M.5i
Pembina Tingkat |, IV/b
MIP. 157408111994031003

Dakumen ini telah ditandatangani secara slekironik menggunakan s=riifikal elekironik
yang diberbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSM).



Kegiatan 2 : Pembuatan SOP pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tahap 2.1: Menyusun Draft Pengelolaan Pengaduan

LEMBAR PENGESAHAN

<l =

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DANIATAL LR R S g L AN HDUP
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Disahkan di Bungo pada tanggal 25 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo

TAHUN 2025 Giyatno, S.S0s., M.Si

NIP. 197409111994031003

Menyetujui,
Kepala Bidang P4ALH Dinas Lingkungan Penyusun,
Hidup Kabupaten Bungo

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO Eka Riani, S.T. Gilang Asra Bilhadi, S.T.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIP197211192005012004 NIP. 19990909202504 1002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DAETARISI PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
LEMBAR PENGESAHAN i
R Tiomor Dokumen [ Tanggal Terbit Ditetapkan Oleh:
DAFTARISI i 6004.16.1/  /DLH-PALH/IX/2025 | 25 September 2025 Kepala Dinas
1. RUANG LINGKUP 1 “‘;"
2. MAKSUD DAN TUJUAN 1 Sy
om0 : NIP. 197400111994031003
3. ACUAN 1
4. ISTILAH DAN DEFINISI 2 1. RUANG LINGKUP
5. KETENTUAN UMUM 3 Standar Of Prosedur ini tata cara g
6. TAHAPAN KEGIATAN 3 Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari tahap
verifikasi, laporan hasil, dan tindak lanjut
a. P 3 hasil pengaduan pada unit kerja Bidang Penaatan, Penataan, Perlindungan Serta
b. F Materi F 4 Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
c. Verifikasi Pengaduan 4 2. MAKSUD DAN TUJUAN
- Standar O Prosedur ini dit adalah sebagai panduan
d. Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan........... - .
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
e. Tindak Lanjut Hasil P 5 Hidup dari tahap Penerimaan sampai tindak lanjut hasil pengaduan
7. BAGAN ALIR KEGIATAN 6 Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar proses Pengelolaan Pengaduan
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari tahap
8. LAMPIRAN 7
Penerimaan berjalan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. ACUAN

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan
Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup serta Perusakan Hutan.

o

o



LAMPIRAN VII
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telpl Fax: +6274731078 Emai; Ihkab.bungo@gmail.com

FORMAT LAPORAN VERIFIKAS| PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kepada Yih : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Melalui : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Dari : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Tanggal e 2

A IDENTITAS PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
1
NIP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
No. PLHD
Instansi
2. Nama
NP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
No. PLHD
Instansi

Nama

NIP

Pangkat/ Gol.
Jabatan

No. PLHD
Instansi

]

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Nama Badan Usaha
dan/atau kegiatan
Bidang Usaha dan/atau
Kegiatan

8. Pertemuan Pendahuluan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, ...

dan pihak
9. Melakukan tinjauan lapangan di Lokasi .....;
10. Melakukan Pengambian foto atau dokumentasi
11. Wawancara dan permintaan keterangan dari
12. Penyusunan Berita Acara Verifikasi Pengaduan;
13. Ekspos dan penandatanganan Berita Acara Verfikasi Pengaduan; dan
14. Pertemuan penutup.

m

FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN
(fakta fakta didapat dilapangan obs

m

ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Tingkat

No | Fakta Temuan Lapangan Analisis Yuridis/Ketaatan Pelanggaran

1
2

G. RIWAYAT KETAATAN
....riwayat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan)

H. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

1.
4
3. Berdasarkan Poin 1 dan poin 2 diatas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
maka direkomendasikan kepada Bapak untuk:
a

b.

20

Kode Kiasifikasi Badan
Usaha

Usaha Lapangan
Indonesia (KBLI)
Tahun beroperasi
Status

Nama
jawab Usaha dan/atau
Kegiatan

Jabatan
jawab Usaha dan/atau

Kegiatan
Lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan

Koordinat lokasi Usaha

C. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pada hari senin tanggal ........., bulan ........, tahun ......... dterima
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh saudarali ..... yang
melaporkan

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi
Melihat keadaan nyata dilapangan terhadap pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup sesuai dengan fomulir pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

o

. KEGIATAN LAPANGAN
Kegiatan yang diakukan tim pada hari
berdasarkan Surat Tugas Nomor:
lapangan:

bulan ......, tahun
. melakukan verifikasi di

tanggal ....... Juni

I LAMPIRAN
a. Saiinan data
Lampiran Rincian Perhitungan Denda Administratif
b. BertaAcara

Demikian Laporan Hasi Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup kami sampaikan, mohon
arahan dan petunjuk lebin lanjut Serta diucapkan terima kasih.

Yang melapor,
No. Pelaksana Verifikasi Tanda Tangan
1 Nama
2 Nama
3 Nama
4 Nama

21



hakiperusahaan lain
yang terafilasi

Riwayat ketaatan
Nilai investasi sesuai
ooco. (SUMbeT: ......)

2. FaktaAdministrasi :
....{ berisi tentang fakta administrasi sepert

lingkungan , persetujuan teknis dan SLO).......
3. Fakta Lapangan :
(fakta fakta yang didapat dilapangan setelah melakukan observasi)
4. D Fotodan Video

| No.| Dokumentasi Keterangan
[1 Foto

i1
Iz Foto
| - dokisnentzial 2:
I3 Foto
L 3

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta telah diketahui dan dibenarkan

oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

1. Nama
Jabatan

2. Nama
Jabatan

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Thaher Kecamatan Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telp/ Fax: +6274731078 Emai: Ihkab. bungo@gmail com

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hariini ........, tanggal .........., bulan
Kami yang bertanda tangan dbawah ini

Nama

2 pukul ........ WIB,

Jabatan
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama PT..

1. Nama
NIP
Pangkat/ Gol,
Jabatan

No. PLHD
Instansi

. menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh :

2. Nama
NIP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
No. PLHD
Instansi

NIP

Pangkat/ Gol.
Jabatan

No. PLHD
Instansi

Demikian Berita Acara Verfikasi Pengaduan dibuat dengan sebenar - benamya.

No. Pelaksana Verifikasi Tanda Tangan
1 Nama
2 Nama
3 Nama
4 Nama
No. Penanggung Jawab Usaha Tanda Tangan

danatau Kegiatan

1 Nama

2 Nama

Saksi - saksi:

Tanda Tangan

Pekerjaan
Alamat

Tanda Tangan

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar - benamya.
No. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tanda Tangan

| Nama

2 Nama

No. Pelaksana Verifikasi Tanda Tangan

. Nama

2 Nama

3 Nama

4 Nama

Saksi - saksi:

Pekerjaan
Alamat

Tanda Tangan

Pekerjaan
Alamat

Tanda Tangan



FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN DIREGISTRASI

CTTTIT T

Pada hari ini ...... tanggal ........ bulan ... tabun ... pukd ...... WIB, bertempat di
Dines Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang bertands tangan di bawah ini

4. Identitas Penerima Pengaduan
1. Nama 3
2. Aamat
5. Jabatan

B. Indentites Pengadu
1. Nama

Alamat
. No. Telp
Ewmail (ks adal

disertai dengan

Y SRR

1. Foto
2. danlain-lsin

Penerima Pengaduan Pengadu

Nama Nama

Jsbatan
NIP. ...

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

bo
Telp/ Fax: +6274731078 Emai: Ihkab. bungo@gmail com

1. Pokok Pengaduan
2. Media yang tercemar
Lokasi/Tempat

3 Sumber
Nama kegiatan/ usaha
Jenis usaha

Alamat

LAMPIRAN IV

[ rom]
[o]e]4]
FORMAT PEMBERITAHU!
PENGADUAN TIDAK DIREGISTRASI

1. Padatangsel : , 20....., Petugss penerima pengaduan Dines Lingkungan Hidup
yang disjukean oleh Sdr/Sdri Pengadu:
4. Nama 5 B %
5. Alamat

6. Ussha/Kegistan

2. Telah disspakati antara Petagas Penerima Pengaduan dan Pengadu bskwa pada tanggsl
wovn eveny 20....., Pengadu wajib untuk melengkepi substansi pengaduan sesusi dengan
informesi. yang dibweubken peds Formulir pengadusn sebsgsimans distw delam
Peratwran Menteri ini, meliputi:

8. Dalam jangka waktu yang tentukan, pengadu belum melengkepi substansi pengaduan
sebagaimans diminta.

diatas, baknwa: g Tidak
Teregatraai®

Pensrima Pengaduan:

NAMA
Petugas Pengaduan

Melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan Pendahuluan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo,
dan pihak Perusahaan ............. yang diwakili oleh . selaku Mill ..

Melakukan tinjauan lapangan di Lokasi ;

Melakukan Pengambilan foto atau dokumentasi;

Wawancara dan pemintaan keterangan dari

Penyusunan Berita Acara Verifikasi P

Ekspos dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Pengaduan; dan

Pertemuan penutup.

NonbwN

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
1. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

Nama Badan Usaha
| dan/atau kegiatan
| Bidang Usaha dan/atau
Kegiatan
| Kode Kiasifikasi Badan
Usaha Lapangan Usaha
| Indonesia (KBLI) ey
| Tahun beroperasi
Status

Nama

jawab Usaha dan/atau
Kegiatan
Jabatan
jawab Usaha dan/atau

| Kegiatan __ =
Lokasi Usaha dan/atau

enolong
okumen yang dimiliki
[ Persetujuan Lingkungan
| Persetujuan Teknis
|- Pertek Ar Limbah
[~ Pertek Emisi

STe)

- SLO IPAL




7. BAGAN ALIR KEGIATAN

Pokaanas Ketarangan
i Topn o
W | Kegatan | petugas pensrina Tin | Ungengan | imtana
prgaauan | Fon9NY pn| Torkat | Mokl oulpit
Bungo
i
" |pematian [ p—

Fomur engaduan

3 nan gan

-
=
i

e
pengaduan
E——
pengac
e ] =
oo S e
bt 0 et
peas T
o e T [ e
- pengaduan |vertiha Pergaduan

P ]
A paan i
[igan. Largu: PRI | oo et auan hasl pengauan
hepada pengadu 2au pelmpahan

Fenmuzan

Laporan Hadl Laporan Hasl Vertad Pengadia
vtz 300 a3t

Pemaduan | n

Has
Pematuan

3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan dan/atau perusakan hutan:

<oweviveo disi dampale dari kejadian. Contoh: menyebablan iken disungai menjadi
mati sehingga membuat masyarakat menjadi rugi.

E. Penyelesaian yang Diinginkan
..... (Penyelesaian yang diinginkan oleh pengadu]
F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

Nama Inst Tanggal/ Bulan/ Tahun
Penerima Pengaduan Pengadu
Nama nama pengadu
Jabatan

8. LAMPIRAN
LAMPIRAN |

FORMAT FORMULIR PENGADUAN

DUGAAN PENC DAN/ATAU L AN HIDUP

Pada hariini ...... tanggal ....... bulan ....... tahun .......... pukul ...... WIB, bertempat
di Dinas Linglungan Hidup Kabupaten Bungo, yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Identitas Pengadu
1. Nama

2. Alamat

3. No telp /fax/email
B. Lokasi Kejadian
Alamat

C. Dugaan Sumber atau Penyebab

1. Jenis Kegiatan

2. Nama Kegiatan

dan/atau usaha
D. Waktu dan Uraian Kejadian
1. Waktu di i dan/atau i dan/atau
perusakan hutan:
Hari...... Tanggal ..., Bulan .._...., Tahun ....

2. Ursian Kejadian:

. {diisi gambaran kejadien perusakan lingkungan secara ringkas. Contoh
kebocoran Intalasi Pengelolaan Air Limbah yang masuk kesungai)

LANPIRAN 11
roru |
oo :}
BUKU REGISTER PENGADUAN R
AR VIABA PINVELGAIAN
TaNoQAL nana [ somaa s
Yorma | ANl azaaT Daonatar | O | vRawrEmanar vaxa




4.

ISTILAH DAN DEFINISI

a

4

a

o

a

=

14

o

. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau

instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari
setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan
terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup
dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan,

dan/atau pasca

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan.

. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup.

Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan,
penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasi, dan tindak lanjut hasi
pengaduan.

Verifikasi Pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran
pengaduan dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan di bidang i dan
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Analisis adalah kegiatan untuk mencari dan mengetahui hubungan antara
fakta yang diperoleh dalam kegiatan verifikasi dengan ketentuan peraturan
perundangundangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan atas pengaduan
yang disampaikan.

Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo, bertuyjuan untuk melakukan Pengelolaan Pengaduan
DugaanF dan/atau Perusakan L Hidup.

4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, petugas melakukan klarifikasi
kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan paling lambat 3
(tiga) hari kefja sejak pengaduan diterima.

5) Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui surat tanda bukti
pengaduan tidak diregistrasi (sesuai dengan format Lampiran IV) setelah 3
(tiga) hari kerja, jika pengadu belum melengkapi informasi pengaduan.

Penelaahan Materi Pengaduan

1) Dalam hal pengaduan telah diregistrasi, dilakukan telaahan terhadap
informasi pengaduan.

2) Hasil telaahan berupa kategori dan usulan rekomendasi kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

3) Hasil telaahan berupa kategori terdiri atas:

a) pengaduan di bidang lingkungan hidup; atau
b) bukan pengaduan lingkungan hidup.
4) Hasil telaahan berupa rekomendasi berupa:
a) pelaksanaan verifikasi pengaduan; atau
b) pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.

Verifikasi Pengaduan

1) i, meliputi dokumen perizinan
dan/atau permintaan data atau informasi yang diperiukan dari unit keja
lain, atau pihak lain yang dianggap relevan. Dalam hal kegiatan verifikasi
telah pada il ini dapat
langsung merumuskan laporan hasil;

2) Dalam hal kegiatan verifikasi belum memperoleh kesimpulan pada

i verifikasi ji dengan
lapangan, hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara
Verifikasi Pengaduan (sesuai dengan format Lampiran V).
Pemerksaan lapangan meliputi:
a) Fisik lapangan; dan
b) Dokumen terkait lainnya dilapangan.

3) Dalam hal pelaku usaha dan/atau kegiatan mencegah, menghalang-
halangi, menolak, atau menggagalkan pelaksanaan tugas verifikasi
lapangan, pelaksana verifikasi membuat Berita Acara Penolakan Verifikasi
Pengaduan (sesuai dengan format Lampiran V1).

i. Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) adalah pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang untuk dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

KETENTUAN UMUM

a. Tim Terpadu dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Bungo, yang Fungsional PPLH atau
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya dalam hal belum memiliki PLHD.

b. Tugas Tim Terpadu:
1) Menerima dari apabila ad. tentang
perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak perorangan ataupun
perusahaan;

2) Melaksanakan Verifikasi atas dasar Pengaduan tersebut;

3) Membantu mediasi antara Pihak Pelapor dan Terlapor,

4) Membuat Berita Acara Verifikasi hasil temuan di lapangan;

5) Melaporkan hasil Verifikasi lapangan tersebut kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

6. TAHAPAN KEGIATAN

a. Penerimaan Pengaduan
1) Petugas Penerimaan Pengaduan menerima laporan Pengaduan Dugaan
Pencemaran danvatau Perusakan Lingkungan hidup dari Pengadu yang
dilaporkan secara lisanftulisan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bungo maupun secara online melalui pengisian form via google form atau
menghubungi langsung petugas penerima pengaduan via whatsapps.
Pengadu wajib untuk melengkapi substansi pengaduan sesuai dengan
informasi yang dibutuhkan pada Formulir pengaduan (sesuai dengan
fomat Lampiran 1) sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan
menteri.
3) Petugas memberikan Tanda Teima Pengaduan atau bukti registrasi
pengaduan (sesuai dengan format Lampiran [Il) paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak informasi pengaduan dinyatakan lengkap.

&

d. Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan
1) Pelaksana verifikasi wajib membuat laporan hasil verifikasi pengaduan

(sesuai dengan format pada Lampiran Vi) yang telah dilaksanakan

kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bungo. Laporan hasil verifikasi paling sedikit memuat:

a) latar belakang dan tujuan verifikasi;

b) data hasil verifikasi;

c) analisis yuridis;

d) kesimpulandan saran; dan

€) lampiran.

Lampiran laporan hasil verifikasi terdiri atas:

a) Berita Acara Verifikasi Pengaduan;

b) Berita Acara Penolakan Verifikasi dalam hal terjadi penolakan
verifikasi;

c) Berita Acara pengambilan sampel (sesuai dengan format Lampiran
VI,

d) Bukti lain yang mendukung, antara lain: dokumen perizinan, Amdal,
peta, dokumen tata usaha kayu, hasil laboratorium, laporan

f 5 > 3

e. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menindaklanjuti
laporan hasil pengaduan, jika Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bungo tidak berwenang menindakianjuti laporan hasil, maka Kepala Dinas

&

Lingkungan Hidup Bungo i tindak
lanjut kepada instansi terkait yang berwenang menindaklanjuti hasil.
2) Kepala Dinas L Hidup Bungo surat

pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu.



LAMPIRAN VIII

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2 :
&2 58 ) Jalan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

.., pukul ...... WIB, Kami yang

Pada hariini ......, tanggal
bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama

NP

Pangkat/ Gol.

Jabatan

No. PLHD

Instansi

NP
Pangkat/ Gol.
Jabatan

No. PLHD
Instansi

Masing — masing dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah melakukan
pengambilan sampe! dilokasi

Uraian singkat sampel sebagai beriut:
1. Sampel yang diambil

22

Saksi - saksi:

Pekerjaan
Aamat

Tanda Tangan

2. Nama
Pekerjaan
Alamat

Tanda Tangan

24

2. Deskripsi sampel
Kode | Jenis | Metoda | Lokasi |Koordinat | Parameter | Keterangan
Sampel | Sampel | Sampling/ Uji

Pengukuran

3. Keterangan Lain

Pengambilan Sampe! disaksikan dan diketahui oleh pihak penanggung jawab usah dan/atau
kegiatan:

Tanda Tangan
1. Nama

Jabatan

Alamat

2 Nama
Jabatan
Alamat

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampe! pada lokasi ........ dan sekitamya dibuat dengan
sebenar - benamya.

No. YangMengambil Sampel Tanda Tangan
1 Nama
2 Nama
3 Nama
4 Nama



Tahap 2.2: Melakukan Konsultasi dengan mentor

CATATAN KONSULTASI
Nama : Gilang Asra Bilhadi
NiP : 19990808 202504 1 002

No.absen :A19.3.23
UnitKerja  :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Mentor ; Eka Riani, S.7.

Pada hari Zaku | tanggal 24 September 2025. Saya melakukan konsultasi dengan
mentor terkait pelaksanaan aktuslisasi yang dilaksanakan pada masa habituasi,

Catatan konsultasi

. QqAA (a “WVrc ?5«*"““‘ A“ooa-\ | di fanieqhkan

'{ﬂ\&. '\o'ﬂjﬂtn Pa'\’b‘wn
- YOA-\ bos.om baﬂan anr J‘&lepa\..uan NG N ©
(Onton  Mamo datiean  Gray,  fome oiur.

- dibopmsolkan koo @m( unfve  Sowm oo
Dinos A Voo |

Bungo, 14 September 2025
Mentor

A

-~

Eka Riani, S.T.
NIP. 197211192005012004




Tahap 2.3: Pengesahan Draft







Kegiatan 3 : Pembentukan Tim Terpadu untuk pengelolaan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tahap 1: Penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Tim Terpadu

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telp/ Fax: +6274731078 Email: Inkab.bungo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
NOMOR ${nomor_naskah}
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Bungo dipandang perlu membentuk Tim
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo;

b. bahwa tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada
Huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 295)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238);

3.Undang-Undang....... 2



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Tim Terpadu.

Susunan Tim Terpadu sebagaimana DIKTUM KEDUA
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Terpadu pada DIKTUM KETIGA mempunyai tugas
sebagai berikut:

a.

Menerima pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak
perorangan atau pelaku usaha;

Menelaah Materi Pengaduan;

Melaksanakan Verifikasi untuk memeriksa kebenaran
atas pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;

Membuat Berita Acara hasil Verifikasi lapangan; dan
Melaporkan hasil Verifikasi lapangan kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal, ${tanggal naskah}

KEPALA DINAS,

${ttd_pengirim}

GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 197409111994031003



Menetapkan

KESATU

-2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakn Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022
Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta
Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO

Membentuk Tim  Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
NOMOR : ${fnomor_naskah}

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM TERPADU

NO | JABATAN DALAM TIM PENANGGUNG JAWAB

1. | Pembina Kepala Dinas Lingkungan Hidup

2. | Penanggung Jawab Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

3. | Ketua Kepala Bidang Penaatan, Penataan,
Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan
Hidup

4. | Sekretaris Muhammad Gadapi, SKM

5. | Anggota 1. Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup(PPLH);

2. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
(PEDAL);

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan; dan

5. Dinas/Instansi terkait Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS,

${ttd_pengirim}

GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 197409111994031003




Tahap 2: Konsultasi dengan mentor




Tahap 3: Pengesahan SK tim terpadu

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telp/ Fax: +6274731078 Email: Inkab.bungo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
NOMOR P-500.9.14.2/40/X/P4LH/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Bungo dipandang perlu membentuk Tim
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo;

b. bahwa tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada
Huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238);

3.Undang-Undang....... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Menetapkan

KESATU

-2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakn Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022
Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta
Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO

Membentuk Tim  Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Tim Terpadu.

Susunan Tim Terpadu sebagaimana DIKTUM KEDUA
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Terpadu pada DIKTUM KETIGA mempunyai tugas
sebagai berikut:

a.

Menerima pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak
perorangan atau pelaku usaha;

Menelaah Materi Pengaduan;

Melaksanakan Verifikasi untuk memeriksa kebenaran
atas pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;

Membuat Berita Acara hasil Verifikasi lapangan; dan
Melaporkan hasil Verifikasi lapangan kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal, 2 Oktober 2025

KEPALA DINAS,

GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 197409111994031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
NOMOR  : P-500.9.14.2/40/X/P4LH/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM TERPADU

NO | JABATAN DALAM TIM PENANGGUNG JAWAB

1. | Pembina Kepala Dinas Lingkungan Hidup

2. | Penanggung Jawab Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

3. | Ketua Kepala Bidang Penaatan, Penataan,
Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan
Hidup

4. | Sekretaris Muhammad Gadapi, SKM

5. | Anggota 1. Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup(PPLH);

2. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
(PEDAL);

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan; dan

5. Dinas/Instansi terkait Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS,

GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 197409111994031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Kegiatan 4 : Pembuatan form pengaduan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.

Tahap 4.1: Pembuatan Form Pengaduan via google form

27/10/2025, 10:09 PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

o pengadu wajib memiliki bukti dukung pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup baik berupa foto maupun video ataupun bukti lain

o Petugas Pengelola Pengaduan akan menghubungi pengadu terkait bukti dukung
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

e jika pengaduan yang dilaporkan ganda atau telah dikadukan maka pengaduan akan
otomatis gagal yang akan dikonfirmasi oleh petugas pengelola pengaduan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Email*

2. Nama Lengkap Pengadu *

3. Alamat lengkap
Contoh: JL. apel no.01, RT.001/RW.001, Kel.Batang Bungo, Kec. Pasar Muara

Bungo

4.  Nomor Telepon *

https://docs.google.com/forms/d/180pldkOuoUcN1cHN3vYJVq3yGh56bJKAWKES POk47 rivi/edit 1/4



27/10/2025, 10:09 PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

5. Alamat Lokasi Kejadian #
Contoh Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Bungo

6. Media Yang Tercemar *

Tandai satu oval saja.

) Tanah
) Udara

() Sungai

7. Sumber Penyebab £
(diisi dengan Jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan nama
kegiatannya. Contoh: Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit - PT. Sawit A)

8. Waktu Kejadian *

Contoh: 7 Januari 2019

https://docs.google.com/forms/d/180pldkOuoUcN1cHN3vYJVq3yGh56bJKkAWKES POk47 rivi/edit 2/4



27/10/2025, 10:09 PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

9. Uraian kejadian dan dampak yang dirasakan *

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir



Tahap 4.2: Pembuatan Akun WhatsApp Bisnis Khusus untuk Pengaduan
Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

9:27 .8, 2T .= @

©
©

Profil Anda bersifal publik. Pelajari selengkapnya.

o Dinas lingkungan hidup kabupaten bungo
= Nama bisnis

® F4Q2+QCW, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tenga...

Alamat bisnis

@ Tambah situs web

Situs web

Tambahkan situs web lain

= Tam‘bah email hisnis
Email

Layanan Pengaduan Dugaan Pencemaran
= dan/atau Lingkungan Hidup Kabupaten

Bungo
Deskripsi

(© Minggu Tutup
Senin 08.00-16.00
Selasa 08.00-16.00

a ® <



Dinas lingkungan hidup kabupaten
bungo

1alsApp Business

Akun W




Tahap 4.3: Konsultasi dengan Mentor




Kegiatan 5 : Pembuatan infografis alur pengaduan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

Tahap 5.1: Pembuatan infografis alur pengaduan

v @ -Canva X (@ Pengelolaan Pengaduan Dugaz X (B (15) WhatsApp x |+ = o X

design/DAGO_DA | qkXHKOeg: 7Tp20g/edit D @ Verify it's you

File ¥ Ubahukuran & Edit v &= (&) Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran d... W Mulai uji cob...

) {,} ALUR PENGELOLAAN
M PENGADUAN DUGAAN

- 72 PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

ek m Petugas Penerima Pengaguan

2 . o
Nemasakkan ’Iﬂﬂiﬂﬂ pengaguan 3
tUnggshan n et ..mm st
FOrmullr

Petugas memberiian andz
Tima Pengadsan ata Dkt S——
Tegisirasi pengaguan pailng Pengaduan
1ama 3 (192 ha Kera elak mgmun
Inlormas| pengaean dmatakan  lengkap
[ l

@ 7 Catatan

28% S Halaman 11 83 . @



Tahap 5.2: Konsultasi dengan Mentor




Tahap 5.3: Pencetakan Infografis alur pengaduan

w ALUR PENGELOLAAN
PENGADUAN DUGAAN
w PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN RIDUP
o

nrpoe | s
RACUUL =g

|

\/ln\’y\\ Y A



Kegiatan 6 : Pelaksanaan Sosialisasi SOP kepada Tim Terpadu.

Tahap 6.1: Menyusun Materi Sosialisasi

Format Lampiran VIl
Laporan Verifikasi Pengaduan

LAMPIRAN VI “ o
i Lz Usana ey
[#@]  PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO e (AT s .
g D'NAs LINGKUNGAN HIDUP o 10 Melscusan Pergameaiar olo i domsmenias I LAMPIRAN
1 Winkancar 5 pomevaan eerangn oo o
S5 o . ThatesKecamatan oo Tngan KatupssSurgo Provis ot 12 Panysanan berla Acwa veeBky Poya
R A b TG v o T2 Chues dan petanitaraasin Beria s Vet Pegiskist e Lampiran Rian Peshitungan Denda Admnistatl
" b BertaAcwa
E. FAKTADAN DemikanL Hask L ol
[e[e] St 0o e i B St Bucapan i st
VP ——
FORMAT LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN DUGAAN Yang metapor,
DAN/ATAU L HIDUP T, ANALISIS YURIDISIKE TAATAN
No. ks Tanda Tangsn
e =
ey Sewmars Oras Ungeungan Wi Kabupaien S . Tegrae
Dan Pojabat Pengawaa Linghungan Hip. i3 Puianggwan | 1 Nama
Tanogat ;
: : e z I
L —— =
A IOENTITAS PENGAWAS LINGKUNGAN HOUP |- P Ar (e o 2 Mama
berek Eat
" N i RN S————
N sow
Pangiay Gol oL " TNOAX LANAUT 3 Nama
ey Toitaas s
No_PLHD - 0 L
ey 2
x 4 tama
3 Bevasancan Pom 1 dan pon 2 dates dan e dengan peaRE g ety
T Nama S/ PANDNRRUN. Tk deoromentaekan kapata Basak wbik = o
e 1 Latar Balatang .
Do hon s gl b . W ... dheima pongsdumn .
i P G AR W AN OV S 73D
e
2 Tom PewosmarsVerfc
ekt Yeatan el Qe (D pEnGAI S Pencemran

antrau perisokan Inghungn . sesu: dungin frmu pergadun o
Petcemvan Sty perusatan kungan e

KEGIATAN LAPANOAN.
Kagatan yasg aiakokan Sm_paca han _ tsnggsl . busan . tun
berdasakan Sus Tugas Nomsr. __ ingga - Jurs . melikikan veitkac &
1 pangan

Format Lampiran VIII
f Berita Acara Pengambilan Sampel

LAMPIRAN VIII 2. Desknipsi sampel
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO W] Ko " Jeve T Webs | Lo R | Paneter | Keramgon
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Lonpuen
s Rt Thah ot
el Fax <6274731076 Emai noétare o

3 Keterangan Lain

nnn Pengambitan dan

kegiatan
FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
Tonda Tangan
1 Nama
Podaheriini.__tanggal __._.,bulan _...tahun ., pukuf .. WIB, Kamiyang o
teanda targen dbawan i
1 Nama
NP 2. Nama
Panghat Gal Jabatan
Jatatan Alamat
No PLHD
Insens:
2 Nama Fergambian
NP s
L2 sebenar - benaimya
Janatan
No PLHO No.. Yang Mengambil Sampel Tanda Tangan
Intans
5 Nama 1 Nama
NP
Pangkat Gl
Ibatan 2! e
No FLHD
s
et 3 Nama
Masing - masing dar kantor Dinss Lingkungan Hidup Ksbupaten Bungo telah melskukan
pengambian sampel dickasi W e

Uraian singkat sampel sebagai berkut:
1 Sampel yang damsil



Format Lampiran V
Berita Acara Verifikasi

No.. Priaksana Veriihast

e
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO m. ek Warasu yang dwakdiceh =
DINAS LINGKUNGAN HIDUP £ iy ;::::wx % o
Jstan RM ! aw»vrmnum) ey xi e
Yt‘l\‘ﬁn ABZ"V?IO"EM)I » x : 2 wwia; uan B e
$ e
¥
e ey e
FORMAT| ywmuwmw
e
v
Pacahariei ..., tangos .. tadan wan pukod Wi, Kani Kode KosTron Beden PRy vr—
iorie ok . o
s [Tanun eroperaat SO0AIBA. rsetAaN ek GO SLO)
s s R
e
=, e el e
L2 T — -
a»msnnuww Ne. | Dokumenta Keterangan s
m-uu T Fo> i
2L, i ad
i 54
Jssotan v( (oordirar kas: Usaha Johumentas 2 Tawa Targan
No PUHD can oty Kegatar 3 Fob.
e s iy
3 Nama 1 Pelaym
e e S R A R )
i e i o i e
e
= i —
e sl
i o i s e sl ot :
G b o s g Dl o
S
= am =1 daatan
e
3 otrmn
s E
3 Sumber “Serifkas sisiem
- [
2,

Format Lampiran VI
Berita Acara Penolakan Verifikasi

LAMPIRAN VI Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO i
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3

Jeae RAL Thaher Kezamatan Rirbo Tengeh Kebupaten Bungo Frovins Jembi
e o <EDTT310T8 Er, heah baatbemt o

Demikian Pemyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar - benamya

No. Jawab Kegian  Tanda Tangan
FORM
OO0 .
2 Nama 2
FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN
No. Pelaksans Verifikasi Tanda Tangan
Padananini ., tanggal bulan tanun  pukul . __ Wi 1 Nama
Kami yang bertanda 1angan ibawah I
2 Nama
Jabtan
Aamat
3 Nama
1 Nama & Ko
NP
Pangkall Gol
i s e Saksi - saksi:
Instansi A e
2. Nama < Pekerjaan
NP
Pangeat Gol Aamat
Jabatan "
No PLHD
N Tanda Tangan
s, ‘Nama 2 Nama
NP Pekerjaan
Pangkat/ Gol
sabatan Aamat
No PLHD
Instansi

Tanda Tangan

No.. Prnanoung Jawab Usaha
nauKegiotn

~ benamya

Tangs Tangan

Tanda Tangan



Format Lampiran llI
" Pemberitahuan di Registrasi

FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN DIREGISTRASI

No. Registrasi

LITTTTTITTITIT]

Pada hart ind v DRIAD o 1GRUS o PUKU . WIE, Dertempat di
Dinas Lingungsn Hiduo Kahupaten Bungo yang bertands 1aagan &i bawah ink
A, Identitas Penerima Pengaduan
1. Nama

2. Alamat
3. Jabatan

o

Indentitas Pangadu
1. Nama

2. Alamat
3. No.Talp :
4. Emnil k2 ada) i’

Bohwa pengaduan disertai dengon melampirikan

1. Foro
2. dan Wain-tain
Penerima Pengaduan: Pengadu:
Nama Nama
Jabatan
P ..

Format Lampiran IV
Pemberitahuan tidak di Registrasi

LAMPIRAN IV

| |
[ele]4]
FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN TIDAK DIREGISTRASI

1. Pada tanggals s, s, 20.se Petugas penerima pangaduan Dinas Lingkungan Hidup
vang diajukan oleh Sdr/Sdri Pengadu:
4. Nama Frina
5. Alamat Jatan

Desa/Keturahan

Kecamatan
Kabupaten

6. Usaha/Kegiatan

2. Telah gicepakad antara Petugas Penerima Pengaduan dan Pengadu bahwa pada tangssl
et . 20, Pengadu wajib untuk melengkapl substansi pengaduan sesuni dengan
informasi yang dibutubkan pada Formulir pengaduan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri in, meliputi:

3. Dalam jangka waktu yang tentukan, pengadu belum melengknpi substansi pengaduan
sebagaimana di

diatas, i banwa:  “Penga Tidak
Teregistrar

Bungo, tgl..., bulan...., tahun....

Penerima Pengaduan:

NAMA
Petugas Pangaduan




Format Lampiran |
" Formulir Pengaduan

LAMPIRAN | 3. Dampak yang dirasakan skibst pencemaran dan /atau perusskan
FORM lingkungan dan/atau perusakan hutan:
1 S i T —
i otmge i o el .
FoRaaT roRATLR PERGADUAN S
p—" wour
(Penyelesaian yang dinginkan oleh pengadu}
Sttt s s (] i i i

di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungs, yang bertands tangan di bawah init

A. Identitas Pengads ams Inswsns,

T

I

1. Namea % R et [ T
I

Tanggal/ Bulsn/ Tahun

2. Alamat L
Panerima Pengaduan Pangadu
3. No telp/ fex/email
B. Lokasi Kejadian
Atamac
Nama aama peagadu

Jabatan
€. Dugaan Sumber ataw Penyebab

NIP.

1. Jenis Kegiatan

2. Name Kegintan
dan /atsa usaba
D. Waktu dan Uraian Kejadian

1. Wakeu diken
perusakan hutan:

uiaya pencemaran dan/tau perusaksn liagkungan dan/atau

Hari ..o Tanggal ., Bulan ..., T cssee
2. Uraian Kejadinn

<. (dilsi gambaran kejadian perusakan lingkungan secara ringkas. Contoh
ebocosan Intalasi Pengalolann Air Limbah yang masuk kesungai]

Format Lampiran I
Buku Registrasi

LAMPIRAN II
FORM
o ’ o ‘ 2
BUKU REGISTER PENGADUAN
HO.REG | ey ALAMAT o “m/mﬂ oy URAIAN KBJADIAN | ANG
Jm Jin
‘ T 1 Dan - Dan
‘ N Rel : el
‘ | Rec. e
Kab. Kab.
Tin Jin
T Dan B
N Kel Tel.
‘ | Kec. : Kec.
Rah. - Tab.




SK Tim Terpadu
; Pengelolaan Pengaduan

(@8]  PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
@ DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Qi) s s o ocamsin ik T K g P e
ot ety

AN HIDUP KABUPATY S OGO

o KBoUA TIM FENGELILAN FENGADUAN TUGAAN
e it 47413107 et ) PERUSAKN LINGKUNGAN HIDUP PADA DIXAS
KEFUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUGAN HIDLS KABLPATEN HUNGO Kenas
NOMOR P3010 14 SUAXPENATS.
DUGAN FENCEMATAY oy
A DINAS LINGRUNGAN
KEPALA DIXES LINGRUNGAX DX KABUPATEN BUNGO,
o——
v e

By v

PEMBENTUKAN TN PENGELOLAAN

GIVATRO, 8508, 251

KEsaTy

Alur Pengelolaan Pengaduan

Pelaksanaan Keterangan
Kepala Dinas
Petugas Penerima Tim Lingkungan Instansi
pengaduan Pengadu Terpadu | Hidup Kabupaten| Terkait Waktu Output
Bungo

Buku registrasi pengaduan

-

Formulir Pengaduan

3 hari dari
penerimaan |Tanda Bukti registrasi pengaduan

Tanda Bukti tidak registrasi
pengaduan

Pelaksanaan verifikasi atau
pelimpahan pengaduan kepada
instansi terkait

14 hari dari |Berita Acara Verifikasi Pengaduan
penerimaan |atau Berita Acara Penolakan
Verifikasi

Laporan Hasil : AT
Verm:(aansi Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan)
Per

30 hari dari

menyampaikan surat

pengaduan | o e fitahuan hasil pengaduan

kepada pengadu atau pelimpahan
pengaduan kepada instansi terkait

Tindak Lanjut
Hasil

Pengaduan




MAKSUD DAN TUJUAN

» Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan adalah sebagai
panduan Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dari tahap Penerimaan sampai tindak
lanjut hasil pengaduan.

ar Operasional Prosedur ini bertujuan agar proses Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
idup dari fahap Penerimaan berjalan lebih efisien dan sesuai
engan peraturan yang berlaku.

Tim Terpadu
Pengelolaan Pengaduan

Tim Terpadu mempunyai tugas sebagai berikut:

JABATAN DALAM TIM PENANGGUNG JAWAB )
a. Menerima pengaduan dugaan pencemaran

. | Pembina Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan/atau  perusakan  lingkungan  yang

dilakukan oleh pihak perorangan atau

Penanggung Jawab Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup pelaku usaha;
. | Ketua Kepala Bidang Penaatan, Penataan, b. Menelaah Materi Pengaduan;
Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan c. Melaksanakan Verifikasi untuk memeriksa
Hidup kebenaran atas pengaduan  dugaan
Sekretaris Muhammad Gadapi, SKM pencemaran dan/atau perusakan
. | Anggota 1. Pejabat Pengawas Lingkungan d mgkubr‘g(]tn hIdU.}?, M Ve
Hidup(PPLH); . Membuat Berita Acara hasi erifikasi
2. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup lapangan; dan . . )
(PEDAL); e. Melaporkan hasil Verifikasi lapangan kepada
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bahan Berbahaya dan Beracun; Bungo

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan; dan

5. Dinas/Instansi terkait Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup

A WV



=l 1= SOP Pengelolaan
| Pengaduan Dugaan
| & J Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan
A Hidup

Dipresentasikan Oleh :
Gilang Asra Bilhadi, S.T
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

Ruang Lingkup

» Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup dari fahap penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan
hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan pada Dinas
LingkUngan Hidup Kabupaten Bungo.



Kontak Pengaduan

Dinas lingkungan hidup kabupaten
bungo

Akun WhatsApp Business

Terima Kasih



Tahap 6.2: Membuat undangan
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

/ JL RM. THAHER KELURAHAM PASIR PUTIH KECAMATAN RRIBO TEMNGAH KABUPATEM BUMGD PROVINSGI JAME]
KODE POS 37214 TELRY FAX: 0747 731078 e-mai: hkab. e i.com

Bungo, 10 Oktober 2025

MNomor : B-500.9.14.2/16/X/P4LH/2025
Lampiran  : 1(satu) Lembar
Hal : Undangan
Kepada Yth:
(Daftar Undangan Terlampir)
Di—
Tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas rancangan aktualisasi Latsar CPNS Tahun
2025 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran danfatau
Perusakan Lingkungan Hidup (PEDULI) Melalui Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

2. Sehubungan dengan telah disetujuinya SOP Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Tim Terpadu
Pengelolaan Lingkungan Hidup Momor P-500.9.14.2/40/X/P4LH/2025 oleh Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, dengan ini kami mengundang Bapak/ibu
untuk dapat hadir pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025

Jam : 08.00|WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Acara . Sosialisasi SOP Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

GIYATNO, 5.50s., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19740911 199403 1 003

Dwokumen ini telsh ditandatangani secars alekdronik menggunakan serifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sedifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).



Lampiran Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Nomor : B-500.9.14.2/16/X/P4LH/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

2. Kepala Bidang P4LH

3. Kepala Bidang PPKL

4. Kepala Bidang PSLB3

5. Pengawas Lingkungan Hidup

6. Pengendali Dampak Lingkungan

KEPALA DINAS,

GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP.19740911 199403 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Tahap 6.3: Melakukan Pelaksanaan Sosialisasi




Kegiatan 7 : Pelaksanaan umpan balik pengaduan

Tahap 7.1: Membuat instrumen umpan balik

Umpan Balik Pengelolaan Pengaduan

Terima kasih telah melakukan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup. Kami harap pelayanan yang kami berikan memuaskan.

Kami ingin mendengar masukan bapak/ibu agar kami dapat terus menyempurnakan
pelayanan kami. Harap isi survei singkat ini dan beri tahu kami pendapat Anda.

* Manuniukkan nartanvaan vang wallb diiel
1. Mama Lengkap *
2. Seberapa puas Anda dengan pelayanan kami? *

Tandal satu oval saja.

Tids Sangat puas

Seberapa bermanfaat pelayanan berbasis online ini menurut anda 7 *

Tandal satu oval saja.

Tide Sangat bermanfaat

Bagaimana kemudahan Anda dalam menyampaikan pengaduan (secara *

langsung, surat, telepon, atau online)?

Tandal satu oval saja.

sulit sangat mudah

hiltps:lidecs. goagie comiarmsaidl 195 1a8ENUhIWBCP_aRB40q24HMDeG_SheculaRpAsdil 114



22028, 11:12 Umpan Balik Pengelolaan Pengaduan

5. Apakah petugas menerima dan menanggapi pengaduan Anda dengan ramah

dan sopan?
Tandal satu oval saja.
1 2 3 4 5

tida sangat ramah

6. Bagaimana menurut Anda tentang kejelasan informasi terkait proses tindak
lanjut pengaduan (alur, waktu, dan pihak yang menangani)?

Tandal satu oval saja.
1 2 3 4 5

tida sangat jelas

7. Apakah Anda mendapatkan konfirmasi atau tindak lanjut atas pengaduan
yang telah disampaikan?

Tandai satu oval saja.

\. ‘ Ya, secara cepat dan jelas
:: Ya, tetapi lambat

() Tidak ada tindak lanjut
() Tidak tahu

8. Bagaimana penilaian Anda terhadap waktu penyelesaian pengaduan? *

Tandal satu oval saja.

1T 2 3 4 5

San Sangat Cepat

hitps:lidecs. goagle comifarmaidigs 1xbEHUHIHWBCP_aRBADG24HMDes _OsculaRphiedil

24



2TM0202E, 11:12

Umpan Balik Pengelolaan Pengaduan
9. Apakah Anda merasa pelayanan pengaduan sudah transparan dan
akuntabel?
Tandal satu oval saja.
1 2 3 4 5

Tids Sangat Transparan

10.  Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan pengaduan di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo?

11.

Apakah ada saran khusus agar penanganan dugaan pencemaran danfatau
perusakan lingkungan hidup menjadi lebih baik?

Konten ini tidak dibwat atau didukung oleh Google.

Google Formulir



Tahap 7.2: Pelaksanaan umpan balik

Timestamp

17/10/2025 20:48

18/10/2025 10:03

20/10/2025 10:04

20/10/2025 10:05

24/10/2025 10:06

24/10/2025 10:08

Seberapa
BIIES
Anda
dengan
pelayanan
kami?

Seberapa

bermanfaat

pelayanan
berbasis
online ini
menurut
anda ?

SONNI
5 ARDIANS
YAH

5 Azhar

4 Nungcik

Karim
S.Pdi

Asni
Fitriani

Eko Amri
Gunawan

Menurut Anda,

Apakah Anda apa yang perlu
mendapatkan ditingkatkan

konfirmasi
atau tindak
lanjut atas
pengaduan
yang telah

dari pelayanan
pengaduan di
Dinas
Lingkungan
Hidup

disampaikan? Kabupaten

Ya, secara
cepat dan
jelas

Ya, secara
cepat dan
jelas

Ya, secara
cepat dan
jelas

Ya, secara
cepat dan
jelas

Ya, secara
cepat dan
jelas

Ya, secara
cepat dan
jelas

Bungo?

SUDAH BAGUS

lebih baik jika
ada media
sosial

Apakah ada

saran khusus . Apakah
Bagaimana
agar

kemudahan petugas
penanganan

menerima
Anda dalam
dugaan dan

encemaran HEIREIE menanggapi
zan/atau eI en ad?]%np
(secara peng

perusakan Anda
. langsung, surat,
lingkungan dengan
hidup cligream et ramah dan

- 1 4. online)? =
menjadi lebih sopan?
baik?

Lebih baik 5 5

5 5
5 5
5 5
5 5
sudah baik 5 5

Bagaimana
menurut
Anda tentang
kejelasan
informasi PENETEN]
terkait Anda

proses tindak terhadap
lanjut eI
pengaduan penyelesaian
(alur, waktu, pengaduan?
dan pihak

yang

menangani)?

Bagaimana

5
5 4
4 4
4 4
5
5

Apakah
Anda
merasa
pelayanan
pengaduan
sudah
transparan
dan
akuntabel?




Tahap 7.3: Mengolah data umpan balik

Pengolahan data

Umpan Balik Pengaduan Pengelolaan Pencemaran

Mama Lengkap & jawaban

+ Nungcik

+ Asni Fitriani

+ SONNIARDIANSYAH
+  Karim S Pdi

+ Azhar

+ Eko Amri Gunawan

Seberapa puas Anda dengan pelayanan kami?
& jawaban

]

Seberapa bermanfaat pelayanan berbasis online ini menurut anda 7
& jawaban

4

a

0%} 0 (%) Q{0%)




Bagaimana kemudahan Anda dalam menyampaikan pengaduan (secara langsung, surat, telepon,

atau onling)?
& jarwaban

L]

Apakah petugas menerima dan menanggapi pengaduan Anda dengan ramah dan sopan?
6 jawaban

8

Bagaimana menurut Anda tentang kejelasan informasi terkait proses tindak lanjut pengaduan (alur,

waktu, dan pihak yang menangani)?
& jawaban

4




Apakah Anda mendapatkan konfirmasi atau tindak lanjut atas pengaduan yang telah disampaikan?
6 jawaban

@ Ya. secara cepat dan jelas
@ Ya. tetapi lambat

@ Tidak ada tindak fanjut

@ Tidak tahu

Bagaimana penilaian Anda terhadap waktu penyelesaian pengaduan?
6 jawaban

3

Apakah Anda merasa pelayanan pengaduan sudah transparan dan akuntabel?
6 jawaban

6







Kegiatan 8 : Pelaksanaan Evaluasi

Tahap 8.1: Membuat instrumen evaluasi

2TM20285, 11:14 Evaluasi Pengelolsan Pengaduan

Evaluasi Pengelolaan Pengaduan

Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

anvaan vana walib dilel
Nitaan vand waih dllel

1. MNama Lengkap dengan gelar *

2. Jabatan

3. Apakah pengelolaan pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki
dasar hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas (misalnya SOP,
Peraturan Bupati, atau Keputusan Kepala Dinas)?

Tandai satu oval saja.
Ya, lengkap dan diterapkan secara konsisten

_ Ada, tetapi belum diterapkan optimal

! Belum ada secara formal

4. Apakah sudah terdapat unit kerja atau pejabat yang secara khusus
ditugaskan menangani pengaduan lingkungan hidup?

Tandai satu oval saja.
") ¥a, sudah ada dan berfungsi baik

3'_; Ada, tetapi belum berjalan optimal

) Belum ada secara khusus



27110/2025, 11:14 Evaluasi P Ld s B i

o F an

5. Apakah alur pengelolaan pengaduan sudah terpadu dan terdokumentasi *

dengan baik (mulai dari penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga
pelaporan)?

Tandai satu oval saja.

(va
(") Sebagian

() Belum

Apakah mekanisme pengaduan mudah diakses oleh masyarakat (misalnya *
melalui surat, telepon, media sosial, email atau datang langsung)?

Tandai satu oval saja.

() Sangat mudah diakses
(") Cukup mudah
() Kurang mudah

(") Sulit untuk diakses

7. Apakah proses verifikasi awal terhadap laporan masyarakat sudah dilakukan *
sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditetapkan?

Tandai satu oval saja.

P

() selalu sesuai
(") Kadang Sesuai
(__) Tidak Sesuai



27110/2025, 11:14

8.

Evaluasi Pengelolsan Pengaduan

Apakah terdapat sistem pencatatan, pelaporan, dan pemantauan pengaduan *

yang terdokumentasi dengan baik (misalnya buku register, database, atau
sistem elektronik)?

Tandai satu oval saja.

() Ada dan berjalan baik
() Ada tetapi belum Optimal
() Tidak ada

Apakah SDM yang menangani pengaduan telah memiliki kompetensi teknis  *

dan pemahaman terkait penanganan kasus pencemaran/perusakan
lingkungan?

Tandai satu oval saja.

(") sangat kompeten
(") Cukup kompeten

(

() Kurang kompeten

10. Apakah dalam penanganan pengaduan telah dilakukan koordinasi dengan  *

pihak terkait (misalnya kecamatan, DLH provinsi, instansi teknis lain, atau
aparat penegak hukum)?

*koordinasi bila diperlukan
Tandai satu oval saja.

(") Selalu dilakukan dengan baik
() Kadang dilakukan

O Jarang atau tidak dilakukan



2TM202E, 11:14

11.

Evaluasi Pengelolsan Pengaduan

Apakah dukungan anggaran dan sarana prasarana (misalnya kendaraan *

lapangan, alat uji, formulir, dokumen) sudah memadai untuk menindaklanjuti
pengaduan?

Tandai satu oval saja.
) Memadai

i ; Cukup

) Kurang

i _: Tidak memadai

12.  Apakah terdapat evaluasi rutin terhadap penanganan pengaduan untuk *
perbaikan sistemn di masa mendatang?

Tandai satu oval saja.

&

() ¥a, dilakukan secara berkala
() Kadang dilakukan
) Belum pernah dilakukan

13.  Menurut Anda, sejauh mana pengelolaan pengaduan lingkungan hidup ®
berkontribusi terhadap pencegahan atau pengurangan kasus
pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Bungo?

Tandai satu oval saja.
() Sangat besar
i _: Cukup besar

) Kurang berpengaruh



2TMNZ02E, 11:14 Evaluasi Pesoelolman Pesmdaan

14. Apa rekomendasi atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo?

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir



Tahap 8.2: Pelaksanaan pengisian instrumen evaluasi

Menurut Anda,
Apakah Apakah dalam sejauh mana
pengelolaan Apakah alur ApakahSOM penanganan pengelolaan
g Aeaal pengelolaan Apakah proses Apakah terdapat  yang menangani pengaduan telah
sudah me o
. pengaduan verifikasi awal sistem pencatatan, pengaduan telah dilakukan Apakah dukungan
terdapat unit pengaduan
gan sudah terpadu P 0% tehadap  pelaporan,dan  memiliki koordinasi anggaran dan sarana
Hidup telah faporan pemantauan kompetensi  dengan pihak  prasarana (misalnya
diakses oleh
R asyamket  Masyarakat  pengaduanyang teknis dan terkait (misalnya kendaraan lapangan,
d;m;”(r"a"“‘ Jabatan b m‘ ‘z‘ 'a‘ sudah terdokumentasi kecamatan, DLH alat uji, formulir,
gan g o dilakukan dengan baik provins, instansi dokumen) sudah
ditugaskan
By (misalnya buku teknis lain, atau  memadai untuk
g register, database, ki aparat penegak  menindaklanjuti
vakuyang  atau sistem hukum)? pengaduan? pencemaran dan
Peraturan Bup hingga ditetapkan?  elektronik)? a perusakan
atau Keputu pelaporan)? lingkungan?  *koordinasi bila lingkungan di
Kepala Dinas)? diperiukan Kabupaten
Bungo?

Apakah terdapat

Apa rekomendasi atau perbaikan
yang perlu dilakukan untuk
meningKatkan efektivitas
pengelolaan pengaduan lingkungan
hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo?

berkontribusi

terhadap

pencegahan

atau

pengurangan
asus

terhadap
nanganan
pengaduan
untuk perbaikan
sistem di masa
mendatang

dan
terdokumentasi
Timestamp

a
telepon, media
pengaduan sosial, emal
lin

verifika

tindak lanjut
indak laniut, g1y datang

langsung)?

Agar ditempatkan SDM secara
Khusus untuk menjinkan SOP
dimaksud.

Agar barcode pengaduan bisa
disampaikan dan di ekspos melalui
media sosial, termasuk alur SOP
proses pengaduan shg
mempermudah masyarakat dalam
penggunaannya.

Belum ada

VILIA MELINA, Belum ada Kadang Ada tetapi belum Selalu dilakukan Kadang
PEDAL MUDA v; K h kup ke K

sT UPA " secara formal @ Cukup mudah g oq i Optimal Cukup KOMPELEN | 4ongan baik urang dilakukan

17/10/2025 08:44. seca Cukup besar
Khusus Untuk proses pengaduan atau
pengisian form pengaduan yg
tercantum di barcode setelah di
ekspose di media sosial, agar di
buatkan jg mini vidio tata cara atau
panduan pengisian form pengaduan|
dimaksud dan dijelaskan Ibh detail
pengaduan apa saja yg bisa
diterima.
1. Agar djlaskan jenis pengaduan
apa saja yg diterma dalam
pengelolaan pengaduan tersebut.
2. Dalam sop pengisian form
pengaduan tidak semua orang yang
mengerti dalam pengisian form
pengaduan tersebut, apakah ada
penjelasan dalam pengisian form
pengaduan?
Belum ada 3. Dalam prosedur sop apa sudah
secara Ya Cukup mudah :ada"g Ada tetapi belum | i ompeten | Se1alL dilakukan |y oy CEmmese | apakah sudah ada kriteria Klarifikasi
esuai Optimal dengan baik dilakukan berpengaruh
Khusus pengaduan (fingan, sedang, berat,
darurat), dimana DLH Bungo
mencakup dalam penanganan
pengawasan dan pengelolaan
lingkungan seperti perizinan
kegiatan usaha yg berdampak
lingkungan, pengelolaan PETI,
pencemaran air sungai, pencemaran
limbah dari perusahaan, dan juga
masalah pembuangan sampah.

Ada, tetapi
ade belum
17/10/202509:06 (% diterapkan

optimal

Va, lengkap dan | Y2 Sud2h
PPLH Ahli Muda  diterapkan da dan va Sangat mudah ¢\ coqyai
berfungsi diakses Optimal kompeten dengan baik
secara konsisten | o1

peningkatan bisa dilakukan pada
Sangatbesar | data base, anggaran dan evaluasi
rutin

Muhammad
Gadafi, SKM

Ada tetapi belum | Sangat Selalu dilakukan Kadang

24/10/2025 10:14, Kurang dilakukan

infografis SOP diseberluaskan di
media sosial. ada petugas khusus
untuk menjelaskan di ruang

Sangatbesar  penerimaan tamu untung
pengaduan pencemaran jad
pengaduan terselesaikan di ruang
penerimazn tamu

Ada, tetapi Ya, sudah
belum ada dan Ada dan berjalan | Sangat Selalu dilakukan Kadang
diterapkan berfungsi | ® Cuppch]jSSen S kompeten denganbaik | KU"e"9 dilakukan
optimal baik

Muhammad ~ Analis
24/10/2025 10:21 Junjung Pengamanan
Hardhindo  Lingkungan

Ya, lengkap dan |2 SUdah
dterapkan adan Sangat mudah

Selalu sesua
berfungsi diakses
secara konsisten |1

Pedal Ahli Ada dan berjalan | Sangat Selalu dilakukan
24/10/2025 1023 Ayrus Such, ST | o208 bak \ompeten dengan baik | Kurang Sangat besar

dilakukan




Tahap 8.3: Mengolah data evaluasi

Pengolahan Data

Evaluasi Pengaduan Pengelolaan Pencemaran

Tabel 1. Pengelolaan pengaduan sebelum menggunakan SOP

Tanggal Pengaduan Te;;r:agg:Lg:man Tanﬁg:én‘\."ge;r?kam Lama waktu
9 april 2025 - 9 mei 2025 30 hari sejak
pengaduan
25 april 2025 - 25 mei 2025 30 hari sejak
pengaduan
3 mei 2025 - 14 mei 2025 11 hari sejak
pengaduan
28 mei 2025 2 juni 2025 12 juni 2025 15 hari sejak
pengaduan
11 juli 2025 14 juli 2025 21 juli 2025 10 hari sejak
pengaduan
19 agustus 2025 20 agustus 2025 24 agustus 2025 5 hari sejak
pengaduan
25 agustus 2025 25 agustus 2025 Belum dilakukan -
(terkendala karena
harus dilakukan
dengan lintas
instansi}

Tabel 2. Pengelolaan Pengaduan Setelah menggunakan SOP

Tanggal Pengaduan Telﬁ':-;gg:Lg:;ﬂan Tan?;g:;nV;;r;ikaSI Lama waktu
25 September 2025 25 September 2 Oktober 2025 T hari sejak
2025 pengaduan

16 Oktober 2025 17 Oktober 2025 21 Oktober 2025 5 hari sejak
pengaduan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bungo selama periode April hingga Agustus 2025, diperoleh
gambaran bahwa waktu penanganan pengaduan sebelum penerapan Standar
Operasional Prosedur (S0P) relatif bervariasi dan cenderung memakan waktu
lama. Dari enam data pengaduan yang dianalisis, empat di antaranya
diselesaikan dengan rentang waktu antara 10 hingga 30 hari sejak tanggal
pengaduan diterima. Terdapat satu kasus yang belum dapat ditindaklanjuti

karena memerlukan koordinasi lintas instansi, yang menunjukkan adanya



kendala teknis dan koordinatif dalam mekanisme pengelolaan pengaduan
sebelumnya.

Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan sebelum adanya SOP adalah
sekitar 16,7 hari kerja, dengan rentang waktu terlama mencapai 30 hari. Hal ini
mencerminkan belum adanya sistem penanganan yang baku dan keterpaduan
antara tahapan penerimaan, verifikasi lapangan, hingga tindak lanjut hasil
pengaduan.

Mamun, setelah diterapkannya SOP Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, terjadi peningkatan
signifikan dalam kecepatan respon. Dua pengaduan terbaru yang diproses
menggunakan SOP berhasil diselesaikan dalam waktu 5 dan 7 hari kerja,
menunjukkan efisiensi wakiu hingga lebih dari 50% lebih cepat dibandingkan
sebelum adanya SOP.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan SOP tidak hanya memperjelas
alur kerja dan tanggung jawab antarpetugas, tetapi juga meningkatkan
responsivitas, efektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
publik di bidang lingkungan hidup. Selain itu, sistem pengelolaan pengaduan
yang terdokumentasi melalui bukti penerimaan, verifikasi lapangan, dan tindak
lanjut hasil pengaduan membantu menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel,

transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Survey Evaluasi Internal Tim Terpadu
Nama Lengkap dengan gelar 5 jawaban

+ Ade Munawarah

» VILIAMELINA, ST

«  Ayrus Suci, S.T

+ Muhammad Junjung Hardhindo
+ Nuhammad Gadafi, SKM

Jabatan 4 jawaban

« PEDAL MUDA

« Pedal Ahli Pertama

* Analis Pengamanan Lingkungan
« PPLH Ahl Muda



Apakah pengelolaan pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki dasar hukum dan

pedoman pelaksanaan yang jelas (misalnya SOP, Peraturan Bupati, atau Keputusan Kepala Dinas)?
5 jawaban

@ Ya, lengkap dan diterapkan secara
konsisten

@ Ada, tetapl belum diterapkan optimal
@ Bolum ada secara formal

Apakah sudah terdapat unit kerja atau pejabat yang secara khusus ditugaskan menangani
pengaduan lingkungan hidup?

5 jawaban

@ Ya, sudah ada dan berfungsi baik
@ Ada, tetapi belum berjalan optimat
@ Bolum ada secara khusus

Apakah alur pengelolaan pengaduan sudah terpadu dan terdokumentasi dengan baik (mulai dari

penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga pelaporan)?
5 jawaban

v
@ Sebagian
® Belum




Apakah mekanisme pengaduan mudah diakses oleh masyarakat (misalnya melalui surat, telepon,

media sosial, email atau datang langsung)?
5 jawaban

@ Sangat mudah diakses
@ Cukup mudah

@ Kurang mudah

@ Sulit untuk diakses

Apakah terdapat sistem pencatatan, pelaporan, dan pemantauan pengaduan yang terdokumentasi

dengan baik (misalnya buku register, database, atau sistem elektronik)?
5 jawaban

@ Ada dan berjatan baik
@ Ada tetapi belum Optimal
© Tidak ada




Apakah proses verifikasi awal terhadap laporan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan

prosedur dan waktu yang ditetapkan?
5 jawaban

@ Selalu sesuai
@ Kadang Sesuai
@ Tidak Sesual

Apakah SDM yang menangani pengaduan telah memiliki kompetensi teknis dan pemahaman terkait

penanganan kasus pencemaran/perusakan lingkungan?
5 jawaban

@ Sangal kompeten
@ Cukup kompeten
B Kurang kompelen




Apakah dalam penanganan pengaduan telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait (misalnya

kecamatan, DLH provinsi, instansi teknis lain, atau ...rat penegak hukum)?  *koordinasi bila diperlukan
5 jawaban

@ Selaiu ditakukan dengan balk
@ Kadang dilakukan
© Jarang atau tidak dlakukan

Apakah dukungan anggaran dan sarana prasarana (misalnya kendaraan lapangan, alat uji, formulir,
dokumen) sudah memadai untuk menindaklanjuti pengaduan?

5 jawaban

@ Memadai

@ Cuxup

® Kurang

@ Tidak memadal




Apakah terdapat evaluasi rutin terhadap penanganan pengaduan untuk perbaikan sistem di masa
mendatang?

5 jawaban

@ Ya. déakukan secara berkala
@ Kadang dilakukan
) Balum parmah diakukan

Menurut Anda, sejauh mana pengelolaan pengaduan lingkungan hidup berkontribusi terhadap
pencegahan atau pengurangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Bungo?

5 jawaban

@ Sangal besar
@ Cukup besar
@ Kurang berpengaruh

Apa rekomendasi atau perbaikan yang periu dilakukan untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo?

4 jawaban

+« Agar djlaskan jenis pengaduan apa saja yg diterma dalam pengelolaan
pengaduan tersebut. 2. Dalam sop pengisian form pengaduan tidak
semua orang yang mengerti dalam pengisian form pengaduan tersebut,
apakah ada penjelasan dalam pengisian form pengaduan? 3. Dalam
prosedur sop apa sudah apakah sudah ada kriteria Klarifikasi pengaduan
(ringan, sedang, berat, darurat), dimana DLH Bungo mencakup dalam
penanganan pengawasan dan pengelolaan lingkungan seperti perizinan
kegiatan usaha yg berdampak lingkungan, pengelolaan PETI,
pencemaran air sungai, pencemaran limbah dari perusahaan, dan juga
masalah pembuangan sampah.






Kegiatan 9 : Pembuatan Laporan

Tahap 9.1: Menyusun laporan draft

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telp! Fax: +627473107& Email: Inkab.bungo@gmail.com

LAPORAN AKHIR
KEGIATAN AKTUALISASI PEDULI-S0P

Kepada :  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Dari . Gilang Asra Bilhadi, 5.T.

Tangeal . S{tanggal_naskah}

Momor . &{nomor_naskah}

Sifat . Biasa

Hal : Laporan Akhir Kegiatan Aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2025

._I_, Bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. LatarBelakang : Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran danfatau Perusakan
Lingkungan Hidup masih belum optimal. Hal ini akan berpotensi
menimbulkan pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup. Oleh
karena itu dirancang kegiatan PEDULI-S0OP (Optimalizasi Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
Melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur) sebagai upaya
mengoptimalisasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
danfatau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo.

2. DasarKegiatan : 1. Surat dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
Bukittinggi Momor. 800.2/676,/PPSDM-BKT tanggal 17 Juli 2025
tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS angkatan 3 s.d
40 tahun 2025,
2. Surat dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
Bukittinggi Nomor. 800.2/888/PPSDM-BKT tanggal 12 Agustus 2025
tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPMS 3 s.d
40 tahun 2025.

3. Maksud : Melaporkan Akhir dari kegiatan aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2025
dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/fatau Perusakan Lingkungan Hidup Melalui Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (PEDULI-S0P) di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bungo.

4. Tujuan ;1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas
Lingkungan Hidup melalui pembuatan S0P dan diterbitkan langsung
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
2. Dengan adanya SOP pengelolagan pengaduan akan mampu
menunjang efisiensi pelayanan publik.
3. Mewujudkan penanganan pengelolaan pengaduan dugaan
pencemaran dan/atau perusakn lingkungan hidup yang cepat dan
efisien, serta mendukung peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.
5. Waktu dan : 22 September 2025 s.d 31 Oktober 2025, pada Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Kabupaten Bungo

Kegiatan



6. Peserta
Melaksanakan
Tugas

7. Pelaksanaan
Kegiatan

8. Hasil yang
dicapai

9. Penutup

Mama . Gilang Asra Bilhadi, 5.T.
NIP o 19990909 202504 1 002
Jabatan . Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

Tahapan Kegiatan Meliputi:

1. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan PEDULI-S0OP

2. Pembuatan S0P pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Pembentukan Tim Terpadu untuk pengeloclaan pengaduan dugaan
pencemaran dan,/atau perusakan lingkungan hidup.

4. Pembuatan form pengaduan dan kontak pengaduan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

5. Pembuatan infografis alur pengaduan pencemaran dan/fatau

perusakan lingkungan hidup

Pelaksanaan sosialisasi S0P kepada Tim Terpadu.

Pelaksanaan Umpan Balik Pengaduan.

Pelaksanaan evaluasi.

Pembuatan Laporan Akhir pelaksanaan aktualisasi PEDULI-SOP.

L

Dampak nyata dari penerapan hasil aktualisasi juga dapat dilihat dari
peningkatan kecepatan respon terhadap pengaduan masyarakat.
Berdasarkan data selama pelaksanaan aktualisasi, dua pengaduan yang
diterima telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme baru dengan waktu
penyelesaian masing-masing 7 hari kerja dan 5 hari kerja. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan kondisi
sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga 30 hari kerja. Percepatan
ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan penerapan S0P, tetapi
juga mencerminkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap
pentingnya pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

Demikian disampaikan kepada Bapak dan diucapkan terima kasih

&{jabatan_pengirim},

S{ttd_pengirim}

&{nama_pengirim}
Pemnbina Tingkat I, 1IV/b
MIP. 5{nip_pengirim}



Tahap 9.2: Melakukan Konsultasi Draft Laporan Akhir




Tahap 9.3: Menyampaikan laporan akhir kepada pimpinan







